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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan 
pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo, 2) faktor pendukung dan faktor 
penghambat, 3) upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi hambatan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah kepala sekolah, koordinator pendidikan inklusi, guru mata pelajaran 
serta GPK. Metode pengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Tahapan dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan 
dengan cara triangulasi sumber dan teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
ditransformasikan melalui SK SPPI, penunjukan GPK dan pelatihan inklusif dari 
dinas. SMP Ekakapti Karangmojo mengimplementasikan pendidikan inklusif 
melalui penunjukan koordinator pendidikan inklusif, pemanfaatan SDM sekolah 
agar memiliki disposisi yang baik, manajemen keuangan inklusif, peningkatan 
sarana ramah ABK, kerja sama sekolah dengan berbagai pihak serta pembuatan 
kebijakan sekolah. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut adalah 
pelatihan dari dinas, disposisi SDM sekolah, sumber dana, peralatan, kerja sama 
guru dan kerja sama sekolah dengan berbagai pihak. Faktor penghambat 
implementasi kebijakan adalah terbatasnya GPK, belum maksimalnya intisari 
kebijakan inklusif, peralatan komputer, permasalahan ABK dan lingkungan luar 
sekolah. Upaya mengatasi hambatan dengan membuat kebijakan sekolah, yaitu 
kebijakan pelatihan mandiri sekolah, modifikasi kurikulum, kerjasama sekolah, 
penambahan jam belajar serta peningkatan keamanan lingkungan sekolah. 
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THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY AT SMP 
EKAKAPTI KARANGMOJO GUNUNG KIDUL 
 
 
By: 
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NIM 12110241046 
 
Abstract 
 
This study aims to describe 1) implementation of inclusive education 
policy at SMP Ekakapti Karangmojo, 2) supporting factors and inhibiting factors, 
3) efforts made by schools in overcoming obstacles.  
This research uses qualitative approach. Subjects in this study were 
principals, inclusive education coordinators, subject teachers and GPK. Methods 
of collecting data through interviews, observation and documentation. Stages in 
data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and 
conclusions. Data validity is done by triangulation of source and technique.  
The results show that the implementation of inclusive education policy is 
transformed through SK SPPI, GPK appointment and inclusive training from the 
department. SMP Ekakapti Karangmojo implements inclusive education through 
the appointment of inclusive education coordinators, the use of school human 
resources to have good dispositions, inclusive financial management, improved 
ABK friendly tools, school collaboration with various parties and school policy 
making. Factors supporting the implementation of the policy are training from the 
office, disposition of school human resources, funding sources, equipment, 
teacher cooperation and school cooperation with various parties. Factors 
inhibiting the implementation of the policy are the limited GPK, not maximally the 
essence of inclusive policy, computer equipment, ABK problems and environment 
outside school. Efforts to overcome obstacles by making school policies, namely 
self-employment school policies, curriculum modifications, school cooperation, 
the addition of learning hours and improvements to the school's environmental 
security. 
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MOTTO 
 
“Allah SWT meletakkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan umat manusia 
di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya dalam amal 
agama yang sempurna”  
(Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawy) 
 
“Dihadapan Tuhan, amal yang membedakan, bukan ketunaan.” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber 
daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi kemajuan 
zaman. Pendidikan memiliki tujuan yang idealis sehingga diperlukan 
keseriusan dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan yang mampu 
menopang kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Agar mencapai 
tujuan pendidikan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, 
pemerintah bertanggung jawab untuk merealisasikan visi dan misi pendidikan 
nasional yang reformatif dan berkeadilan. 
 
Undang Undang Dasar 1945 Bab XIII, pasal 31 ayat 1 menyatakan 
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini bertolak 
belakang dengan kondisi pendidikan Indonesia. Masih banyak kita jumpai 
anak didik yang putus sekolah akibat kesempatan memperoleh pendidikan 
yang semestinya mereka dapatkan tidak terpenuhi. Kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan bagi setiap warga Indonesia merupakan hak dasar 
yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kendali segala kebijakan. 
 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai 
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini 
menunjukan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib 
dipenuhi oleh negara. Kesamaan terhadap hak pendidikan warga negara yang 
tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut 
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kemudian dijabarkan dalam pasal 5 ayat 2. Dalam pasal tersebut dinyatakan 
bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Negara 
berkewajiban menjamin setiap anak berkebutuhan khusus, sebagai individu 
yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta 
mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan potensinya melalui 
kebijakan pendidikan yang tidak diskriminatif. 
 
Kebijakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus 
diformulasikan dengan perencanaan yang matang agar mereka memiliki akses 
yang mudah untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan segala potensi 
yang dimilikinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 4. Dalam pasal tersebut 
dimuat mengenai warga negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 
 
Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 
diselenggarakan dalam lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan 
Terpadu SLB. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan tertua 
di Indonesia dalam menangani siswa berkebutuhan khusus menampung anak 
dengan jenis kelainan yang sama sehingga terdapat SLB Tunanetra, SLB 
Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras dan SLB Tuna 
Ganda. Sementara SLB Terpadu merupakan sekolah biasa yang menampung 
anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran dan 
kegiataan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini hanya menampung 
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anak tunanetra, itu pun perkembangannya kurang menggembirakan karena 
banyak sekolah umum yang berkeberatan menerima siswa berkebutuhan 
khusus (Illahi, 2013 : 18). 
 
Cita-cita bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkesempatan belajar 
dan mengenyam pendidikan di sekolah formal pada umumnya merupakan 
sebuah mimpi. Kondisi ini diperparah dengan masalah akses siswa 
berkebutuhan khusus yang semakin tidak terjangkau karena lokasi Sekolah 
Luar Biasa yang tidak merata ke berbagai daerah. Mayoritas SLB berada di 
pusat ibu kota kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar 
hampir di seluruh daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan siswa 
berkebutuhan khusus terpaksa tidak disekolahkan dan kondisi ini juga 
diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat desa yang lemah. 
 
Persoalan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi kajian 
penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah membuat sebuah 
kebijakan baru bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan inklusif bagi 
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 
dan/atau bakat istimewa. 
 
Pendidikan inklusif dalamPermendiknas Nomor 70 Tahun 2009, 
didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 
kesempatan kepada para peserta didik yang berkelainan dan memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 
pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 
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peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif 
bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak 
berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 
menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta 
didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
 
Inklusi adalah sebuah filosofi dimana seluruh warga sekolah secara 
bersama-sama dengan orangtua dan masyarakat bertanggung jawab bersama 
dalam mendidik semua siswa berkebutuhan sehingga mereka berkembang 
secara optimal sesuai potensi mereka. Melalui pendidikan inklusif, anak 
berkebutuhan dididik bersama dengan anak normal lainnya untuk 
mengoptimalkan potensi yang dimilikinya itu. Hal ini dilandasi bahwa di 
dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang 
tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah komunitas. Oleh karena itu anak 
berkebutuhan khusus perlu diberikan peluang dan kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. 
 
Pendidikan inklusif menjadi sebuah tanggungjawab bagi setiap daerah 
untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 4 
menyebutkan: 
 
pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar dan 
satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan 
pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif 
yang wajib menerima peserta didik sebagaimana disebut dalam Pasal 3 
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ayat (1). Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota 
dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 
ayat (1). 
 
 
Amanat Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut secara nyata mewajiban 
seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan 
inklusif pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah 
atas. Pada tahapan implementasi kebijakan di sekolah, Permendiknas No. 70 
Tahun 2009 memberikan pedoman implementasi kebijakan pendidikan 
inklusi, yaitu sekolah harus memiliki delapan komponen yang harus 
diperhatikan. Delapan komponen tersebut adalah peserta didik, kurikulum, 
tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen 
sekolah, penghargaan dan sanksi serta pemberdayaan masyarakat. 
 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah provinsi yang identik 
dengan pendidikan dengan julukan sebuah kota pendidikan juga memiliki 
kebijakan yang mewajibkan seluruh kabupaten dan kota di provinsi 
Yogyakarta untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dalam Pergub DIY 
nomor 21 tahun 2003, ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota 
wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan; tersedianya 
tenaga pendidik termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan 
pendidikan inklusif; tersedianya sarana prasarana pendidikan inklusif; dan 
tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif. 
 
Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang 
merespon kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyelenggaraan sistem 
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pendidikan inklusi di seluruh kabupaten/kota. Direktur Pembinaan Pendidikan 
Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Mudjito mengatakan dari 2600 sekolah seluruh Indonesia yang 
terbuka untuk murid inklusi, 242 di antaranya berada di Gunung Kidul dan 
kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang bersungguh-
sungguh dalam pengembangan sekolah inklusi. Gunung Kidul layak dijadikan 
sebagai kabupaten pelopor sekolah inklusi, karena jumlahnya paling banyak di 
seluruh Indonesia. Hal ini diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, 
lembaga pendidikan dan masyarakat agar cita-cita tersebut dapat tercapai 
(Heri Sidiq, 2013 :http://jogja.antaranews.com/berita/313180/gunung-kidul-
targetkan-anak-inklusi-dapat-pendidikan diakses pada 12 September 2016) 
 
Jumlah anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Gunung Kidul 
merupakan yang paling besar di provini Yogyakarta. Dari total jumlah 3.955 
anak di provinsi Yogyakarta, sejumah 1.026 berada di kabupten Gunung 
Kidul. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan jumlah SLB di Kabupaten 
Gunung Kidul yang hanya berjumlah 12 sekolah. Berdasarkan data Dinas 
Sosial tersebut tentunya terjadi kesenjangan antara jumlah siswa dengan 
jumlah sekolah, terlebih di Gunung Kidul sekolah luar biasa tidak dapat 
tersebar secara merata. Tentunya, kajian pendidikan inklusif nampaknya 
menjadi angin segar untuk menangani masalah tersebut; namun dari 242 
sekolah inklusi yang sudah mendapat Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul, 
hanya beberapa sekolah saja yang sudah menerima siswa berkebutuhan 
khusus. Kondisi ini dipersulit dengan ketidaksiapan sekolah menerima siswa 
 
6 
 
 
 
 
berkebutuhan khusus, fasilitas yang kurang memadai dan tidak adanya guru 
pembimbing khusus. 
 
Impian yang besar pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam 
merespon pendidikan inklusi pada kenyataannya belum bisa direalisasikan 
secara menyeluruh. Gunung Kidul sebagai kabupaten pelopor pendidikan 
inklusif belum sepenuhya dapat diimplementasikan, karena masih terdapat 
banyak kendala terutama pada penerimaan siswa berkebutuhan khusus dan 
tidak adanya guru pembimbing khusus; namun demikian, sudah terdapat 
sekolah inklusi yang memiliki fasilitas, kurikulum, guru serta komitmen 
bersama dengan masyarakat dalam menangani anak berkebutuhan khusus. 
Salah satunya adalah SMP Ekakapti yang berada di Kecamatan Karangmojo, 
Gunung Kidul. 
 
SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul merupakan sekolah 
menengah pertama inklusif tertua di kecamatan Karangmojo. Sekolah ini juga 
merupakan sekolah inklusif pertama di kabupaten Gunung Kidul yang 
menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 1993. Awal mula berdirinya 
sekolah inklusif ini, diawali dengan penitipan beberapa siswa berkebutuhan 
khusus dari SLB Bakti Putra Ngawis mulai dari kategori siswa tuna netra, tuna 
rungu, tuna wicara, tuna grahita dan lambat belajar untuk kemudian dibina 
secara terpadu oleh SMP Ekakapti Karangmojo. Hasilnya memang siswa 
berkebutuhan khusus dapat mengikuti pelajaran bersama siswa normal 
lainnya, akhirnya sekolah ini mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusi 
tertua di Gunung Kidul. 
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SMP Ekakapti Karangmojo mendapatkan nilai sangat baik dalam hasil 
monitoring dan evaluasi (monev) dari 242 sekolah inklusi pada tahun 2014 
lalu. SMP Ekakapti mendapatkan nilai 82,40 dengan kategori nilai sangat 
baik. Menurutnya, pihaknya mendapatkan nilai lebih karena sekolah 
menyediakan fasilitas dan ruangan yang dikhususkan untuk anak 
berkebutuhan khusus seperti ruangan olahraga, seni musik dan perpustakaan 
mini huruf Braille. 
 
Data tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan observasi 
awal. Berdasarkan pra observasi yang peneliti lakukan, SMP Ekakapti 
Karangmojo terkenal telaten dalam membina anak berkebutuhan khusus. 
Sehingga aspirasi masyarakat untuk menyekolahkan anak berkebutuhan 
khusus di sekolah ini sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 
siswa dari kecamatan lain yang bersekolah di SMP ini. Jumlah siswa 
berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul adalah 41 
siswa. Sebanyak 20 siswa memiliki kesulitan belajar (slow learner), 17 siswa 
tunagrahita ringan, 1 siswa tunagrahita, 2 siswa tunarungu dan 1 siswa 
tunanetra. 
 
Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan inklusi di SMP Ekakapti 
mengadopsi kurikulum modifikasi (penyelarasan) kurikulum yang dikembangkan 
oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang tersebut terdiri dari 
kepala sekolah, koordinator pendidikan inklusi, guru kelas, guru mata pelajaran 
dan guru pembimbing khusus. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi 
siswa dan mengatasi hambatan belajar yang dialami 
 
8 
 
 
 
 
oleh siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusi. Dalam 
pengembangannya, guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, 
jenis penilaian maupun program tambahan lainnya yang mengacu pada anak 
berkebutuhan khusus. 
 
Tenaga pendidik di SMP Ekakapti Karangmojo terdiri dari guru mata 
pelajaran (termasuk guru pendidikan jasmani dan guru agama) dan guru 
pembimbing khusus yang didatangkan setiap satu minggu sekali untuk 
memberi bantuan layanan khusus dan mengatasi hambatan yang dialami oleh 
anak berkebutuhan dalam menerima pembelajaran. Guru pembimbing khusus 
ini berkedudukan sebagai guru pendamping khusus yang juga mendampingi 
anak berkebutuhan pada kegiatan belajar mengajar bersama dengan guru mata 
pelajaran. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat penting, 
dengan adanya guru pembimbing khusus, tentunya menjadi hal yang harus 
dicontoh oleh sekolah lain dalam membangun setting inklusi pada pendidikan 
inklusif. 
 
Manajemen sekolah di SMP Ekakapti dalam mengelola seluruh 
komponen pendidikan dan mendayagunakan segala sumber baik personal 
maupun material dalam setting inklusi sudah sangat baik. Sekolah melakukan 
perubahan struktur organisasi sekolah dengan setting inklusi. Di sekolah ini 
sudah terdapat koordinator khusus yang menangani pendidikan inklusi yang 
bekerja di bawah naungan kepala sekolah. Koordinator inklusi bekerja sama 
dengan kepala sekolah dalam memanagemen pendidikan inklusi dengan 
membuat program yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. 
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Seluruh komponen pendidikan di SMP Ekakapti Karangmojo sudah 
memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tertuang 
dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 dalam prinsip-prinsip dasar 
pelaksanaan pendidikan inklusi. Sekolah ini juga bekomitmen untuk tetap 
memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan 
senantiasa meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat 
dalam membina anak berkebutuhan khusus. 
 
Kenyataan ini merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji dan digali lebih 
mendalam melalui penelitian, bagaimana sekolah tersebut mampu 
menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusi dengan baik agar dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah lain untuk menjadi sekolah inklusi 
terbaik. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tidak adanya penelitian 
implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo, 
sedangkan sekolah lain harus belajar dari SMP Ekakapti Karangmojo dalam 
pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus. 
 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti 
Karangmojo. Sebagai sekolah inklusi tertua dan terbaik di Kabupaten Gunung 
Kidul, sekolah ini merupakan sekolah favorit dalam penyelenggaran 
pendidikan inklusi. Peneliti ingin melihat implementasi pendidikan inklusi di 
sekolah ini dan bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik diantara 232 
sekolah inklusi di Gunung Kidul. Peneliti juga ingin melihat faktor pendukung 
 
 
 
10 
 
 
 
 
dan penghambatnya, serta strategi yang digunakan untuk peningkatan mutu 
serta menangani masalah-masalah yang ada di sekolah inklusif. 
 
B.  Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi 
masalahnya sebagai berikut: 
 
1. Peserta didik putus sekolah karena kesempatan memperoleh pendidikan 
tidak terpenuhi. 
 
2. Rendahnya akses siswa berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan. 
 
3. SLB terpadu hanya menerima siswa tuna netra dan berkeberatan 
menerima siswa berkebutuhan khusus. 
 
4. Tidak semua kota menyelenggarakan pendidikan inklusif 
 
5. Gunung kidul menjadi daerah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus 
terbanyak di Yogyakarta namun dengan jumlah SLB yang hanya sedikit. 
 
6. Belum semua sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi menerapkan 
pendidikan inklusi. 
 
7. Tidak semua sekolah inklusif berhasil dalam membina peserta didik dan 
memiliki komponen pendidikan yang baik. 
 
8. Belum ada penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul. 
 
C. Batasan Masalah 
 
Permasalahan pendidikan inklusi sangatlah kompleks, oleh sebab itu 
penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada implementasi kebijakan 
pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo. 
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D. RumusanMasalah 
 
Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya 
sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti 
Karangmojo Gunung Kidul? 
 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 
pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul? 
 
3. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan 
dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
E. Tujuan 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah: 
 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan 
pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul. 
 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti 
Karangmojo Gunung Kidul. 
 
3. Mengetahui dan mendeskripsikan usaha yang dilakukan sekolah dalam 
mengatasi hambatan implementasi pendidikan inklusif. 
 
F. Manfaat 
 
Manfaat  penelitian  merupakan  dampak  dari  pencapaiannya  tujuan. 
 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara: 
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1. Manfaat Teoritis : 
 
a. Bagi pendidikan umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khasanah ilmu pengetahuan bidang pendidikan khususnya dalam 
bidang pendidikan inklusi. 
 
b. Bagi pendidikan khusus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
informasi dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi 
di tingkat sekolah menengah pertama. 
 
2. Manfaat Praktis : 
 
a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dipergunakan sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas 
pelayanan pendidikan inklusif. 
 
b. Bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam 
pengambilan kebijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki 
pendidikan inklusif. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Tentang Kebijakan Pendidikan 
 
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
 
Kajian tentang ilmu kebijakan muncul pada tahun 1960 dengan 
tujuan untuk membantu pemerintah dalam tugas pengembangan kebijakan. 
Tujuan utama dari ilmu kebijakan adalah untuk menentukan secara teknis 
serangkaian kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar dapat 
mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan, (Nanang Fatah, 
2012: 133). Jadi ilmu kebijakan muncul sebagai kajian yang digunakan 
pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam menyelesaikan 
sebuah permasalahan, misalnya masalah pendidikan. 
 
Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan sektor 
publik yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga yang menetapkan 
cara atau membuat justifikasi kegiatan melalui kekuasaan negara (Nanang 
Fatah, 2012: 132); sedangkan menurut Arif Rohman (2001: 61), kebijakan 
pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi 
berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta 
pengaturan perilaku dalam pendidikan. Berdasarkan pendapat diatas maka 
dapat dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari 
kebijakan public yang terfokus pada permasalahan di bidang pendidikan. 
 
Kebijakan pendidikan dipahami dalam dua makna, yaitu kebijakan 
pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai 
bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Pemahaman 
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kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri-ciri 
kebijakan publik. Adapun ciri-ciri kebijakan sebagai kebijakan publik 
menurut Tilaar dan Riant Nugroho, (2008: 264-265) adalah kebijakan 
tersebut dibuat oleh negara, lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, 
legislative dan yudikatif yang ditujukan untuk mengatur kehidupan 
bersama (kehidupan publik), mengatur masalah bersama, memberi 
manfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi 
kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik karena 
bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. 
 
Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan 
sesama manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan 
sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. 
Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, 
perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi, (Tilaar dan Riant 
Nugroho, 2008:16). Jadi, kebijakan pendidikan melalui tahapan proses 
analisis, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. 
 
Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang berupa pedoman 
dalam bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik 
umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan 
melalui proses politik untuk suatu arah tindakan maupun program, serta 
rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. (Arif Rohman, 
2009: 119). Jadi keputusan kebijakan berisi pedoman dalam bertindak agar 
tujuan kebijakan dapat tercapai. Arif Rohman (2009: 119) menambahkan, 
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kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi-misi pendidikan yang 
dirumuskan dari pertimbangan pakar dengan menyesuaikan kebutuhan 
masyarakat, sehingga dalam komponen kebijakan mengandung tujuan, 
rencana, program, keputusan, serta dampak suatu kebijakan. Jadi 
kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya berupa keputusan, namun 
juga harus memiliki tujuan, rencana dan program yang nyata untuk 
menyelesaikan permasalahan. 
 
Kebijakan pendidikan selalu didukung oleh riset dan 
pengembangan. Kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi 
kebijakan pendidikan tersebut dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan 
pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga 
perlu dilihat output kebijakan tersebut dalam praktiknya(Tilaar dan Riant 
Nugroho, 2008: 43). Jadi keputusan kebijakan yang dipilih didukung oleh 
hasil riset dan pengembangan agar dapat diimplementasikan dan 
keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik dari alternative kebijakan 
yang lain. 
 
Kenyataannya, pendidikan adalah sebuah proses yang terjadi di 
lingkungan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek 
sosial, politik, ekonomi dan budaya, maka suatu kebijakan pendidikan 
adalah suatu kajian dari berbagai pakar (Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 
43). Jadi kebijakan pendidikan disusun melibatkan berbagai pakar karena 
pendidikan merupakan sebuah proses yang terjadi di lingkungan 
masyarakat. 
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Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat ditegaskankan bahwa 
kebijakan pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik 
sektor pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan 
merupakan sebuah keputusan yang menjadi pilihan utama dari alternatif-
alternatif kebijakan lainnya yang dirasa paling tepat untuk menyelesaikan 
permasalahan pendidikan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan guna 
mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
 
2. Proses Kebijakan 
 
Tahapan proses kebijakan publik secara teknis dapat dibedakan 
dalam 3 tahapan, yaitu policy formulation, policy implementation dan 
policy evaluation. Pada tahapan formulasi kebijakan, perlu dilakukan 
analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan yang benar-benar 
dapat diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, maka kebijakan 
perlu dievaluasi untuk melihat keberhasilan program. 
 
Proses kebijakan yang ideal menurut Riant Nugroho (2008: 180) 
 
adalah sebagai berikut: 
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         Proses Kebijakan        
             
                   
                   
 Proses Politik         Evaluasi Kebijakan 
                   
                   
                   
                   
 Isu    Formulasi   Implementasi    Kinerja  
 Kebijakan    Kebijakan   Kebijakan    Kebijakan  
                   
                 
 input      proses    otput  
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan Kebijakan 
 
 
 
Gambar 1. Proses Kebijakan yang Ideal 
 
Tahapan isu kebijakan menjadi salah satu bagian utama dalam 
proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu sendiri merupakan 
sebuah proses analisis kebijakan publik yang dilakukan secara 
komprehensif agar diperoleh kebijakan yang dapat diimplementasikan, 
dapat mencapai tujuan dan sasaran dan mampu memecahkan masalah 
(Joko Widodo, 2006: 44). Jadi dapat dimaknai bahwa isu kebijakan yang 
akan dipecahkan diformulasikan ke dalam sebuah analisa kebijakan agar 
menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan. 
 
Dalam proses formulasi kebijakan terdapat beberapa proses inti, 
yaitu: identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah dan 
desain kebijakan (Joko Widodo, 2006: 44). Jadi dapat dimaknai bahwa isu 
kebijakan yang telah dipilih untuk diselesaikan kemudian diidentifikasi 
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masalahnya, kemudian dibuat agenda dan desain kebijakan untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kebijakan yang dapat 
diimplementasikan. 
 
Menurut Joko Widodo (2006: 84), hasil dari formulasi kebijakan 
berupa sebuah paper kebijakan (paper policy) yang dapat segera 
diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses 
yang melibatkan sumber daya manusia, dana dan kemampuan 
organisasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi dapat dimaknai bahwa setelah isu 
kebijakan diformulasikan sesuai dengan masalahnya, maka hasil dari 
formulasi kebijakan adalah berupa paper kebijakan yang dapat segera 
diimplementasikan dengan melibatkan SDM, dana dan peralatan untuk 
mencapai tujuan. 
 
Proses terakhir dalam sebuah kebijakan adalah proses evaluasi 
kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk menilai dan 
melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan ( Joko 
Widodo, 2006:112). Jadi evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian 
kebijakan dalam pelaksanaannya. Hasil dari evaluasi kebijakan dapat 
dimaknai berupa sebuah rekomendasi, apakah kebijakan tersebut akan 
tetap dilaksanakan, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang lain. 
 
3. Implementasi Kebijakan 
 
Kebijakan bukan hanya sekedar impian atau ambisi. Itulah 
sebabnya, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan 
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jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan 
 
akan sekedar menjadi impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi 
 
dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Sudiyono, 2007: 79). Jadi 
 
dapat dimaknai bahwa kebijakan tidak akan pernah bermakna manakala 
 
kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Sering terjadi kebijakan tidak 
 
dapat dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh 
 
berbagai faktor dalam proses implementasi. 
 
Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam 
 
Arif Rohman (2012: 106), 
 
Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan 
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat 
atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada 
pencapaian tujuan pendidikan yang terlebih dahulu telah 
ditentukan, yaitu tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan dalam istilah operasional, maupun 
usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar 
dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
 
Jadi implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh 
 
kelompok  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  berdasarkan 
 
pada keputusan kebijakan yang telah dibuat. 
 
Seorang ahli yang bernama Charles O. Jones dalam Arif Rohman 
 
(2012: 106) menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan 
 
mendasarkan diri pada aktivitas- aktivitas fungsional. 
 
Implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk 
mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam 
mengoperasikan program tersebut, yaitu : (1) Pengorganisasian, 
pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit serta 
metode untuk menjalankan program agar dapat berjalan sesuai 
dengan keinginan; (2) Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu 
program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat 
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diterima dengan baik serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, 
berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan yang 
disesuaikan dengan tujuan program. 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa aktifitas yang 
dilakukan dalam implementasi sebuah kebijakan melalui tahapan 
pengorganisasian kebijakan, interpretasi kebijakan dan aplikasi kebijakan. 
 
Implementasi kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman 
(2012:107) adalah sebuah proses yang tidak hanya menyangkut perilaku 
dari badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 
program dan ketaatan terhadap kelompok sasaran, melainkan juga 
menyangkut aspek hukum, politik, sosial dan ekonomi yang secara 
langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari 
pihak-pihak yang terlibat. Jadi dapat dimaknai secara spesifik bahwa 
proses implementasi kebijakan sangat berbeda dengan proses formulasi 
kebijakan pendidikan. 
 
Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat ditegaskan 
bahwa implementasi adalah sebuah proses yang sangat penting dalam 
kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak akan mencapai 
tujuannya apabila tidak diimplementasikan. Jadi implementasi merupakan 
sebuah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari sebuah 
kebijakan. Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan 
pendidikan yang didalamnya menyangkut perilaku badan administratif , 
faktor hukum, ekonomi, politik dan sosial yang secara langsung atau tidak 
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langsung berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam 
kebijakan tersebut. 
 
4. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan 
 
Terdapat banyak teori yang menjelaskan mengenai implementasi 
kebijakan pendidikan. Menurut Arif Rohman (2012: 107-110), terdapat 
tiga teori yang paling menonjol. Teori tersebut adalah teori yang 
dikembangkan oleh: 
 
a. Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn 
 
Melaksanakan suatu program harus tersedia sarana waktu dan 
sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan antara sumber-
sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Dan 
kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 
kasualitas yang handal (Arif Rohman, 2012:108). Jadi dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna dibutuhkan 
berbagai syarat, yaitu kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau 
instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala 
yang serius. 
 
b. Van Metter dan Van Horn 
 
Teori yang dikembangkan oleh dua ahli ini disebut sebagai 
Model Proses Implementasi Kebijakan (A Model of the Policy 
Implementation Process). Tipologi kebijakan menurut Van Metter dan 
Van Horn dibedakan menjadi dua hal. 
 
Pertama, jumlah masing-masing perubahan yang akan 
dihasilkan. Kedua, jangkauan atau lingkup kesepakatan 
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terhadap tujuan-tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses implementasi. Berdasarkan dua indikator ini, 
maka implementasi kebijakan akan berhasil manakala pada 
suatu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, serta 
pada segi lain adalah kesepakatan pada tujuan dari para pelaku 
atau pelaksana dalam mengoperasikan program relative tinggi 
(Arif Rohman, 2012:108) 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa implementasi 
 
kebijakan dikatakan berhasil manakala kesepakatan terhadap tujuan 
 
kebijakan dari pelaku kebijakan relative tinggi. Karena jika 
 
kesepakatan  terhadap  tujuan  itu  tinggi,  maka  tujuan  tersebut  akan 
 
tercapai karena didukung oleh pelaku kebijakannya. 
 
c. Daniel Mazmanian dan Paul. A Sabatier 
 
Teori  ini  disebut  sebagai  a  frame  work  for  implementation 
 
analysis atau Kerangka Analisis Implementasi (KAI). Peran penting 
 
(KAI) dari suatu kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi 
 
variable-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan–tujuan 
 
formal pada keseluruhan proses implementasi kebijakan (Arif 
 
Rohman, 2012:110). Jadi dapat dimaknai bahwa implementasi 
 
kebijakan membutuhkan kerangka analisis implementasi untuk 
 
mengidentifikasi variable agar tujuan kebijakan dapat tercapai. 
 
Variable-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya 
 
tujuan–tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi kebijakan 
 
tersebut selanjutnya dapat diklarifikasikan dalam tiga kategori besar. 
 
Kategori tersebut menurut Arif Rohman (2012:110) yaitu; (a) mudah 
 
tidaknya  masalah  yang  akan  dikerjakan  tersebut  dikendalikan;  (b) 
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kemampuan  dari  keputusan  kebijakan  untuk  menstrukturkan  secara 
 
tepat proses implementasinya; (c) pengaruh langsung sebagai variable 
 
politik  terhadap  keseimbangan  dukungan  bagi  tujuan  yang  termuat 
 
dalam keputusan kebijakan tersebut. 
 
Charles O. Jones dalam buku Politik Ideologi Pendidikan (Arif 
 
Rohman, 2009: 135) menjelaskan bahwa implementasi program adalah 
 
suatu aktivitas atau tahapan yang dimaksudkan untuk melaksanakan 
 
kebijakan. Ada tiga pilar aktivitas atau tahapan dalam pelaksanaan 
 
kebijakan tersebut yaitu meliputi : 
 
a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali 
sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program 
agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  
b. Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi 
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta 
dilaksanakan sesuai harapan.  
c. Aplikasi, berhubungan langsung dengan perlengkapan rutin bagi 
pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan 
tujuan atau perlengkapan program. 
 
Jadi  dalam  proses  implementasi  kebijakan  terdapat  tiga  tahapan,  yaitu 
 
tahap pengorganisasian, tahap interpretasi kebijakan dan tahap aplikasi. 
 
Joko Widodo (2010: 90-94) menyebutkan beberapa tahapan 
 
implementasi  kebijakan  yaitu  tahap  interpretasi,  tahap  organisasi,  dan 
 
tahap aplikasi. Berikut penjelasan dari tahapan tersebut : 
 
a. Tahap Interpretasi  
Tahap Interpretasi adalah tahap penguraian pokok dari 
suatu kebijakan atau program yang bersifat abstrak agar lebih 
operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dimengerti oleh 
para pelaku dan sasaran kebijakan. 
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b. Tahap Organisasi  
Tahap Organisasi adalah tindakan peraturan dan penetapan 
pembagian tugas pelaksana kebijakan termasuk di dalamnya 
terdapat kegiatan penetapan anggaran, kebutuhan sarana dan 
prasana, penetapan tata kerja, dan manajemen implementasi 
kebijakan.  
c. Tahap Aplikasi  
Tahap aplikasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan. Tahapan ini merupakan tahapan 
untuk menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah dan 
meningkatkan mutu pada sasaran kebijakan atau program 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa 
 
dalam implementasi kebijakan atau program  mempunyai tahapan  yang 
 
dilakukan. Tahapan dalam implementasi kebijakan atau program adalah 
 
tahap interpretasi, tahap organisasi, dan tahap aplikasi. Tahapan tersebut 
 
dilakukan untuk  mengoperasikan  program atau kebijakan  agar  sesuai 
 
dengan tujuan. 
 
5. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 
 
Terdapat empat pendekatan dalam implementasi kebijakan 
 
pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Solichin dalam Arif Rohman 
 
(2012:110-114). Empat pendekatan tersebut adalah: a) pendekatan 
 
struktural; b) procedural dan managerial; c) perilaku; d) politik. Lebih 
 
lanjut dapat dikaji sebagai berikut: 
 
a. Pendekatan Struktural (Structural Approach) 
 
Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus 
 
dirancang, diimplementasikan, dikendalikan dan dievaluasi secara 
 
struktural  yang  menekankan  pentingnya  komando  dan  pengawasan 
 
menurut tingkatan struktur organisasi (Arif Rohman, 2012:110). Jadi 
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berbagai proses kebijakan dalam pendekatan ini harus dimaksimalkan 
 
melalui pengawasan menurut tingkatan struktur organisasinya. 
 
b. Pendekatan Prosedural dan manajerial (Procedural and 
 
Managerial Approach) 
 
Pendekatan prosedural dan manajerial mengembangkan proses 
dan prosedur yang relevan dan prosedur manajerial dengan teknik 
manajemen yang tepat. Kelemahannya terlalu menekankan pada 
aturan-aturan dan teknik manajemen yang bersifat impersonal, serta 
dalam implementasikannya membutuhkan teknologi canggih sehingga 
memerlukan biaya yang besar (Arif Rohman, 2012:111). Jadi 
pendekatan prosedural dan manajerial adalah pendekatan yang 
mengutamakan pengembangan proses dan prosedur yang tepat pada 
implementasi kebijakan sehingga memerlukan aturan dan teknik 
manajemen yang jelas serta biaya yang besar. 
 
c. Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach) 
 
Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan 
implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana 
bukan organisasinya. Implementasi kebijakan yang baik ditandai bila 
perilaku manusia dan segala sikapnya harus dipertimbangkan, 
dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan 
baik (Arif Rohman, 2012:113). Jadi pendekatan perilaku menekankan 
perilaku dan sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan 
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suatu kebijakan karena implementasi akan terhambat apabila ada 
perilaku dan sikap yang pasif atau tidak mendukung suatu kebijakan. 
 
d. Pendekatan Politik (Political Approach) 
 
Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor politik atau 
kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses 
implementasi kebijakan. Pendekatan politik selalu mempertimbangkan 
atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta 
dinamikanya, bahkan pendekatan ini memungkinkan adanya paksaan 
dari kelompok domain (Arif Rohman, 2012:114). Jadi pendekatan 
politik adalah pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor politik atau 
kekuasaan dari kelompok pengikut dan kelompok penentang bahkan 
paksaan dari kelompok domain sehingga dapat memperlancar atau 
menghambat proses implementasi kebijakan. 
 
Berdasarkan empat pendekatan diatas dapat dimaknai bahwa 
pendekatan yang paling cocok dalam implementasi pendidikan inklusif 
adalah pendekatan politik. Hal ini dikarenakan pendekatan ini lebih 
melihat pada faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau 
menghambat proses implementasi. Pendekatan politik dalam proses 
implementasi kebijakan, memungkinkan digunakannya paksaan dari 
kelompok dominan. Hadirnya kelompok dominan dalam organisasi akan 
sangat membantu, apalagi kelompok dominan tadi dalam kondisi tertentu 
mau melakuakan pemaksaan, tentu akan sangat diperlukan. Apabila tidak 
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ada kelompok dominan, maka implementasi kebijakan akan berjalan 
 
sangat lambat. 
 
6. Unsur- Unsur yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan 
 
Menurut Joko Widodo (2006:97-110), unsur yang terlibat dalam 
 
proses implementasi kebijakan antara lain adalah: 
 
a. Komunikasi 
 
Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami isi, 
tujuan, arah serta kelompok sasaran kebijakan (Joko Widodo, 
2006:98). 
 
Joko Widodo (2006:99) menambahkan bahwa komunikasi 
 
kebijakan terdiri dari dimensi transformasi dan dimensi kejelasan. 
 
Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan dapat 
ditransformasikan kepada pelaku kebijakan, kelompok sasaran 
serta pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi 
kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransformasikan 
tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka 
mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta 
substansi dari kebijakan. 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa 
komunikasi kebijakan merupakan penyampaian informasi dari 
pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang memuat dimensi 
 
transformasi dan dimensi kejelasan. 
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b. Sumber Daya 
 
Sumber daya merupakan sumber-sumber yang sangat 
diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut 
meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber 
daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dll). 
 
Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus 
mencukupi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk 
melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari pimpinan. Oleh karena 
itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara 
jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai 
dengan tugas pekerjaan yang ditangani. 
 
Senada dengan pentingnya sumber daya manusia, sumber daya 
dana juga memegang peranan penting dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan. Anggaran dana berperan dalam pembiayaan 
operasional, perlengkapan serta insentif para pelaku kebijakan. 
Apabila anggaran dana terbatas, maka akan berpengaruh terhadap 
dimensi kebijakan yang lain, khsusnya sumber daya manusia. 
Terbatasnya anggaran dana akan menyebabkan disposisi dari pelaku 
kebijakan menjadi rendah. 
 
Sumber daya yang terakhir adalah sumber daya peralatan, yaitu 
sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu 
kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang lain. Sumber 
daya peralatan memberi peran dalam memudahkan pemberian layanan 
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dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas yang tersedia 
kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku 
dalam melaksanakan kebijakan. 
 
c. Disposisi/ Kemauan 
 
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau 
kesepakatan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. 
Para pelaksana kebijakan tidak hanya tahu mengenai hal apa yang 
harus dilakukan, akan tetapi juga harus memiliki kemauan dalam 
melaksanakan kebijakan tersebut (Joko Widodo, 2006:105). 
 
Terdapat tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi 
keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Elemen 
tersebut antara lain adalah pengetahuan, pemahaman dan pendalaman. 
Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (Joko 
Widodo, 2006:106). 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa disposisi 
adalah kemauan dari pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan 
pendalaman. 
 
d. Struktur Birokrasi 
 
Struktur birokasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, 
pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan hubungan 
dengan organisasi luar. Struktur birokasi mencakup dimensi 
fragmentasi dan standar operasional prosedur yang akan memudahkan 
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tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang 
menjadi bidang tugasnya (Joko Widodo, 2006:107). 
 
Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu 
adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, 
fragmantasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat 
merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
suatu kebijakan yang kompleks. Demikian pula tidak jelasnya standar 
prosedur operasi yang berupa mekanisme, sistem dan prosedur 
pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, kewenangan, fungsi 
dan tanggungjawab dari pelaku kebijakan akan berpengaruh dalam 
keberhasilan implementasi kebijakan. 
 
7. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan 
 
Implementasi Kebijakan 
 
Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang 
sangat menentukan akhir dari sebuah kebijakan. Menurut Arif Rohman 
(2012: 115-117), terdapat tiga faktor yang menjadi sumber kegagalan dan 
keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut 
adalah: 
 
a. Faktor pertama berkaitan dengan dictum atau rumusan kebijakan yang 
telah dibuat oleh para pengambil keputusan (decision maker). 
Menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya 
tepat atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau 
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tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan 
atau tidak, dan sebagainya (Arif Rohman, 2012:115) 
 
b. Faktor kedua adalah pada personil pelaksananya. Menyangkut tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 
kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama 
dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut (Arif Rohman, 
2012:116) 
 
c. Faktor yang ketiga adalah faktor organisasi pelaksana. Menyangkut 
jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model 
distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin 
organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap 
yang ditentukan, model monitoring yang biasa dipakai serta evaluasi 
yang dipilih (Arif Rohman, 2012:117) 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa faktor yang 
mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan 
pendidikan adalah kejelasan isi dari rumusan kebijakan, kompetensi 
personil pelaksana dan organisasi pelaksana kebijakan. 
 
B.  Kajian Tentang Kebijakan Pendidikan Inklusi 
 
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan Inklusi 
 
Kebijakan pendidikan inklusi dalam Permendiknas Nomor 70 
tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik 
yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
 
32 
 
 
 
 
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 
 
lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada 
 
umumnya. Inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas- 
 
luasnya kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
 
sesuai dengan kemampuannya dan mewujudkan pendidikan yang tidak 
 
diskriminatif bagi semua peserta didik. 
 
Menurut Stainback dalam Budianto (2010: 3-4), sekolah inklusi 
 
adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. 
 
Sekolah ini memberikan layanan pendidikan yang layak, 
menantang, namun sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap 
siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap 
anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling 
membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota 
masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi. 
 
Sementara itu, menurut O’Neil dalam Illahi (2013: 27), pendidikan 
 
inklusi sebagai system layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua 
 
anak-anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas 
 
regular bersama anak-anak seusianya. Melalui pendidikan inklusif, anak 
 
berkelainan dididik bersama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan 
 
potensi yang dimilikinya. Jadi menurut O’Neil, pendidikan inklusi adalah 
 
melayani siswa berkebutuhan agar dapat belajar di sekolah terdekat 
 
bersama siswa normal lainnya. 
 
Menurut Budiyanto (2010: 5), inklusi adalah sebuah filosofi 
 
pendidikan dan sosial. Pendidikan ini berarti bahwa semua anak, terlepas 
 
dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang sosial, 
 
ekonomi, suku, budaya, bahasa, agama atau jenis kelamin, menyatu dalam 
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komunitas sekolah yang sama. Jadi dapat dimaknai bahwa pendidikan 
inklusif adalah pendekatan yang memperhatikan bagaimana 
mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon 
keanekaragaman siswa yang memungkinkan guru dan siswa merasa aman 
dan nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih 
sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari 
pada suatu masalah. 
 
Berdasarkan beberpa pendapat di atas dapat dimaknai bahwa 
kebijakan pendidikan inklusif merupakan sitem kebijakan pendidikan 
yang merespon keanekaragaman siswa dan memberikan kesempatan yang 
sama kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan kebutuhan dan potensinya. Inklusi harus mendorong seluruh 
komponen pendidikan terlibat dalam proses pembelajaran dan 
mengusahakan lingkungan belajar yang harmonis bagi seluruh siswa. 
Dengan demikian tidak ada siswa yang ditolak dari sekolahnya karena 
tidak memenuhi standar yang ditetapkan. 
 
2. Tujuan Kebijakan Pendidikan Inklusi 
 
Tujuan kebijakan pendidikan inklusi dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 adalah: 
 
a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan 
sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
 
 
34 
 
 
 
 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya,  
b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 
sebagaimana yang dimaksud dari huruf a.  
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun 
 
2009 Pasal 2 dapat dimaknai bahwa tujuan kebijakan pendidikan inklusi 
 
adalah mewujudkan pendidikan  yang menghargai keanekaragaman dan 
 
tidak diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus. 
 
Menurut Gargiulo dalam Murdjito, dkk (2012: 13) mengemukakan 
 
tujuan pendidikan inklusif dalam memberikan intervensi bagi anak 
 
berkebutuhan khusus sedini mungkin: 
 
a. Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan 
perkembangan anak untuk memaksimalkan kesempatan anak 
terlibat dalam aktivitas normal,  
b. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang 
lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga 
menjadi anak yang tidak berkemampuan,  
c. Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan 
lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidak mampuannya. 
 
Tujuan  pendidikan  inklusi  menurut  Dedi  Kustawan  (2012:  9) 
 
adalah  agar  semua  anak  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai 
 
dengan kebutuhan dan kemampuannya serta untuk mewujudkan 
 
penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak 
 
diskriminatif bagi semua anak. 
 
Berasarkan beberapa uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa tujuan 
 
pendidikan  inklusif  mengacu  pada  pemberian  hak  yang  sama  kepada 
 
seluruh peserta didik dalam hal pemenuhan pelayanan pendidikan. 
 
Pendidikan inklusif harus menghargai keanekaragaman dan tidak 
 
 
35 
 
 
 
 
diskriminatif kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat 
 
mengembangkan bakat dan potensinya. 
 
3. Landasan Kebijakan Pendidikan Inklusi 
 
Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia memiliki landasan yang 
 
kuat, landasan tersebut diantaranya adalah landasan filosofis, yuridis dan 
 
landasan pendagogis. 
 
a. Landasan Filosofis 
 
Dalam  Permendiknas  No.70  tahun  2009,  landasan  filosofis 
 
pendidikan inklusi di Indonesia antara lain adalah: 
 
1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dengan lambang 
negara Burung Garuda yang berarti ‘Bhineka Tunggal Ika’. 
Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi 
dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung 
tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
2) Pandangan agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa;  
(a) manusia dilahirkan dalam keadaan suci; (b) kemuliaan 
seseorang dihadapan Tuhannya bukan karena fisik namun karena 
taqwanya; (c) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali 
kaumnya sendiri itu; (d) manusia diciptakan berbeda-beda untuk 
saling bersilaturahmi (‘inklusif’).  
3) Pandangan universal hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap 
manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak 
kesehatan, hak pekerjaan. Pendidikan inklusi adalah pendidikan 
yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan 
dalam pendidikan.  
4) Pendidikan inklusi merupakan implementasi pendidikan yang 
berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik 
mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda 
suku, budaya, nilai, kepribadian dan keberfungsian fisik maupun 
psikologis. 
 
Landasan filosofis kebijakan pendidikan inklusi dapat dimaknai 
 
secara nyata melalui kebhinekaan bangsa yang kaya akan perbedaan, 
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pandangan agama, pandangan hak asasi setiap manusia dan berasal 
 
dari wawasan pendidikan multikultural. 
 
b. Landasan Yuridis 
 
Menurut Budiyanto (2010: 7-9), landasan yuridis pendidikan 
 
inklusif di Indonesia ada 8. Landasan yuridis tersebut adalah: 
 
1) UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 
 
a) Ayat (1) “setiap warga Negara berhak mendapatkan 
pendidikan”. 
 
b) Ayat (2) “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 
 
Dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap warga 
 
negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  tanpa  ada  diskriminasi, 
 
baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hal 
 
tersebut dapat terwujud melalui sistem pendidikan wajib 9 tahun. 
Penyelenggaraan pendidikan akan dapat dilaksanakan secara 
maksimal apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari 
pemerintah. 
 
2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 5 
 
a) Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
untuk memperoleh pendidikan.  
b) Ayat (2): Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak 
memperoleh pendidikan khusus.  
c) Ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang 
serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
pendidikan layanan khusus. 
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d) Ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.  
Dalam  pasal  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  pendidikan 
 
adalah hak bagi setiap warga negara. Pendidikan diselenggarakan 
tanpa ada diskriminasi baik bagi anak yang berkelainan maupun 
bagi anak normal. Pendidikan tersebut diselenggarakan melalui 
pendidikan khusus. 
 
3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
a) Pasal 48: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan 
dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. 
 
b) Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak 
untuk memperoleh pendidikan. 
 
Dalam pasal di atas dapat dimaknai bahwa pemerintah 
wajib menyelenggarakan dan memberikan kesempatan pendidikan 
kepada anak minimal selama Sembilan tahun. 
 
4) UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
 
a) Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
 
5) Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif 
bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 
 
 
 
38 
 
 
 
 
6) Surat 
 
 
 
 
Edaran 
 
 
 
 
Dirjen 
 
 
 
 
Dikdasmen 
 
 
 
 
Depdiknas 
 
No.380/C.C8/MN/2003 
 
tanggal 
 
20 Januari 
 
2003. 
 
Perihal 
 
pendidikan 
 
inklusi: 
 
menyelenggarakan 
 
dan 
 
mengembangkan 
 
disetiap  kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat)  sekolah 
 
yang terdiri dari: SD, SMP, SMA dan SMK. 
 
7) Deklarasi Bandung (Nasional) ”Indonesia Menuju Pendidikan 
Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 2004. 
 
a) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan 
khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala 
aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, 
sehingga menjadi generasi yang handal.  
b) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan 
khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk 
mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan 
potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan 
diskriminatif yang merupakan eksistensi kehidupannya baik 
secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis 
maupun kultural.  
c) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan 
pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis 
dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi 
terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta msyarakat.  
d) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan 
khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun 
pro aktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan 
manapun dengan meminimalkan hambatan.  
e) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan 
inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan 
pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan.  
f) Menyusun Rencana Aksi (action plan) dan pendanaannya 
untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan 
pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan 
bagi semua anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya.  
g) Pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama sinergis dan 
produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi 
terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. 
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Deklarasi Bandung tersebut dapat dimaknai bahwa 
 
pemerintah menjamin segala hal yang berhubungan dengan hak 
 
asasi dari anak berkebutuhan khusus baik dalam pendidikan 
 
maupun  bidang yang  lain dengan  mempromosikan  pendidikan 
 
inklusi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. 
 
8) Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005 
 
a) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah 
secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi 
nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua” adalah benar-benar 
untuk semua.  
b) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh 
pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam 
komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-
program untuk perkembangan anak usia dini, pra sekolah, 
pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada 
saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap 
marginalisasi dan eksklusi.  
c) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang 
menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga 
negara. 
 
Berdasar pada Deklarasi Bukit Tinggi tersebut dapat 
 
dimaknai  bahwa  hasil  deklarasi  merupakan  sebuah  pendekatan, 
 
cara dan  kontribusi untuk penyelenggaraan system  pendidikan 
 
untuk semua, tanpa adanya diskriminasi dan sarat akan tenggang 
 
rasa pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 
 
c. Landasan Pendagogis 
 
Menurut Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, disebutkan 
 
bahwa landasan pendagogis pendidikan inklusif tertuang pada pasal 3 
 
Undang-  Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang sistim  pendidikan 
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nasional. Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya 
 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
 
bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan 
bertanggungjawab. Yaitu, individu yang mampu menghargai 
perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil 
 
tercapai jika mereka diisolasikan dari teman-teman sebayanya di 
 
sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberikan 
 
kesempatan bersama teman sebayanya. 
 
4. Karakteristik Pendidikan Inklusi 
 
Menurut Direktorat PLB 2004 (Tarmansyah, 2007:148), 
 
pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, antara lain: 
 
a. Proses yang berjalan terus menerus dalam usahanya menemukan 
cara-cara merespon keragaman individu.  
b. Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan 
anak dalam belajar.  
c. Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan 
mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.  
d. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, 
eksklusif, dan membutuhkan layanan khusus dalam belajar. 
 
Menurut  Illahi  (2012:  45-48),  karakteristik  pendidikan  inklusi 
 
berkaitan  dengan  proses  penyesuaian  diri  dan  fleksibilitas  di  berbagai 
 
bidang dalam mencermati kebutuhan apa saja yang mendesak bagi anak 
 
berkebutuhan khusus. Karakteristik tersebut antara lain adalah: 
 
a. Kurikulum yang Fleksibel 
 
Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inlusif tidak harus 
 
terlebih dahulu menekankan pada materi pelajaran, namun 
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memberikan perhatian penuh pada anak berkebutuhan khusus. Hal 
pertama yang harus dilakukan adalah melihat kondisi psikologis anak 
agar dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan 
memberikan motivasi hidup dalam meraih impian masa depan (Illahi, 
2012: 45). 
 
Materi pelajaran anak berkebutuhan khusus harus 
memperhatikan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Illahi (2012: 45) mengatakan kurikulum yang fleksibel harus 
menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan kepada mereka 
yang belum mendapat layanan pendidikan terbaik. Disamping itu perlu 
juga disampaikan materi yang berkaitan dengan keterampilan dan 
potensi pribadi mereka yang belum berkembang. 
 
Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa kurikulum 
pendidikan inklusi harus sesuai dengan ketunaan dan kebutuhan siswa 
agar mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan pendidikan 
yang tidak diskriminatif. 
 
b. Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel 
 
Aktivitas belajar mengajar dalam pendidikan inklusif harus 
memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan anak berkebutuhan 
khusus dalam memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuannya (Illahi, 2012: 45). Jadi pendekatan belajar inklusi yang 
sesuai adalah pendekatan yang memberikan kemudahan bagi siswa 
ABK dalam belajar. 
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c. Sistem Evaluasi yang Fleksibel 
 
Sistem evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan anak, termasuk 
anak berkebutuhan khusus. Illahi (2012:46) mengatakan bahwa dalam 
memberikan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara 
anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. 
Karena anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, sehingga 
memerlukan keseriusan dari seorang guru dalam melakukan penilaian. 
 
d. Pembelajaran yang Ramah 
 
Pembelajaran yang ramah adalah konsep pembelajaran yang 
dapat membuat anak semakin termotivasi dan terdorong untuk 
mengembangkan potensi mereka. Sekolah inklusi bukan hanya sekolah 
yang menerapkan penyetaraan, namun juga harus menerapkan setting 
keramahan yang membantu dan mendorong kemajuan perkembangan 
penerapan pendidikan inklusi di sekolah (Illahi, 2012:48). Anak 
berkebutuhan khusus sangat membutuhkan dukungan serta motivasi 
yang mampu mendorong mereka berinteraksi dengan lingkungannya. 
Sehingga pembelajaran yang ramah dari guru harus diterapkan agar 
memberikan motivasi bagi siswa. 
 
5. Permasalahan dalam Pendidikan Inklusif 
 
Skjorten dalam Tarmansyah (2007: 96) mengemukakan beberapa 
faktor kendala yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 
pelaksanaan pendidikan inklusif. Kendala tersebut antara lain adalah: 
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a. Provokasi dan sosialisasi 
 
b. Struktur organisasi meliputi fungsi dan peran pelaksana 
 
c. Tenaga kependidikan yang profesional 
 
d. Pedoman guru dalam mengelola kelas 
 
e. Peningkatan mutu pendidikan 
 
f. Sarana dan prasarana 
 
g. Kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien 
 
h. Kurikulum yang fleksibel 
 
i. Identifikasi dan assesmen 
 
j. Kerjasama kemitraan 
 
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Murdjito, dkk. 
(20012:15) yang mengemukakan beberapa permasalahan dan persoalan 
dalam pendidikan inklusif, antara lain: 
 
a. Ketidaksiapan sekolah melakukan penyesuaian yang didasari oleh 
sumber daya manusia yang belum memadai. 
 
b. Keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK). 
 
c. Keterbatasan akses bagi anak berkebutuhan khusus. 
 
d. Rendahnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam 
 
mendukung pendidikan inklusi. 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dimaknai bahwa 
permasalahan pendidikan inklusi adalah tenaga pendidik inklusi, 
kurikulum, sumber daya peralatan, akses siswa dan tidak adanya kerja 
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sama yang baik antar warga sekolah maupun antar sekolah dengan instansi 
yang lainnya. 
 
6. Pedoman Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi 
Mengimplementasikan pendidikan inklusi, terdapat beberapa hal 
 
yang harus menjadi pedoman dan perhatian pemangku kepentingan 
(stakeholder) di sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 70 tahun 2009, dijelaskan bahwa peserta didik, kurikulum, tenaga 
pendidik, kegiatan pembelajaran, managemen sekolah dan pemberdayaan 
masyarakat menjadi pedoman yang harus dipegang. Sedangkan menurut 
Illahi (2013:166), hal itu tidaklah cukup jika tidak ditambah dengan sarana 
prasarana yang mendukung. 
 
a. Peserta Didik 
 
Menurut Illahi (2013: 182-183), peserta didik adalah seseorang 
yang terdaftar dalam jalur, jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang 
selalu ingin mengembangkan kemampuan akademik maupun non-
akademiknya. Jadi dapat dimaknai bahwa peserta didik menjadi 
komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Jadi 
dapat dimaknai bahwa dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, peserta 
didik diatur sedemikian rupa agar mereka dapat ikut serta 
merealisasikan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di 
sekolah inklusif, peserta didik harus secara aktif terlibat dalam 
mengelola kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan 
kondisi lingkungan sekolah yang baik. 
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Sasaran utama pendidikan inklusif secara umum adalah semua 
 
peserta  didik  yang  ada  di  sekolah  regular.  Secara  nyata  di  dalam 
 
Permendiknas No 70 tahun 2009 (2009:23),  dijelaskan bahwa sasaran 
 
utama pendidikan inklusif bukan hanya anak berkelainan, namun juga 
 
anak yang normal. Mereka secara bersamaan harus memahami dan 
 
menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. 
 
Secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah setiap 
 
peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, 
 
atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Menurut 
 
Permendiknas No 70 tahun 2009 (2009:23): 
 
Anak didik yang memiliki kelainan terdiri atas (1) tunanetra; 
(2) tunarungu; (3) tunawicara; (4) tunagrahita; (5) tunadaksa;  
(6) tunalaras; (7) berkesulitan belajar; (8) lamban belajar; (9) 
autis; (10) memiliki gangguan motorik; (11) menjadi korban 
penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;  
(12) memiliki kelainan lainnya; tunaganda. 
 
Jadi  dapat  dimaknai  bahwa  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan 
 
tersebut adalah sasaran pendidikan inklusi yang harus dilayani. 
 
b. Kurikulum 
 
Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan 
 
inklusif  pada  umumnya menggunakan  kurikulum standar  nasional 
 
yang diterapkan di sekolah umum. Namun demikian, karena ragam 
 
hambatan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus sangat bervariasi, 
 
maka dalam implementasinya, kurikulum tingkat satuan pendidikan 
 
yang sesuai dengan standar nasional perlu dilakukan modifikasi 
 
(penyelarasan)  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan 
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peserta didik. Dimana modifikasi tersebut dilakukan oleh tim 
 
pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum tersebut terdiri 
 
dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru 
 
pembimbing khusus, konselor, psikolog dan ahli lain yang terkait. 
 
Tujuan pengembangan kurikulum menurut Permendiknas 
 
Nomor 70 tahun 2009 adalah 
 
untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi 
dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa 
semaksimal mungkin. Membantu juga terhadap guru dan orang 
tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta 
didik berkelainan baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar 
sekolah maupun di rumah. Dan yang paling penting, 
pengembangan kurikulum ini menjadi pedoman bagi sekolah 
dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan 
menyempurnakan pendidikan inklusif. 
 
Jadi dapat dimaknai bahwa tujuan pengembangkan kurikulum 
 
adalah untuk membantu mengembangkan potensi serta menyelesaikan 
 
permasalahan yang dialami oleh siswa. Disisi lain, juga sebagai alat 
 
untuk menyempurnakan pendidikan inklusi. 
 
Model pengembangan kurikulum pendidikan inklusi yang 
 
dianjurkan dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 ada dua model, 
 
yaitu: 
 
1) Model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai 
standar nasional. Dimana pada model ini, peserta didik yang 
berkelainan mengikuti kurikulum satuan pendidikan seperti 
kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Program 
layanan khusus lebih diarahkan kepada proses pembimbingan 
belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya.  
2) Model kurikulum akomodatif, dimana guru melakukan 
modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun 
pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada 
kebutuhan siswa (anak berkelainan). 
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Jadi dapat dimaknai bahwa pemerintah memberikan kebebasan 
kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan pembelajaran inklusi, yaitu model kurikulum standar 
nasional dan model kurikulum akomodatif. 
 
c. Tenaga Pendidik 
 
Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif yang tidak 
kalah pentingnya adalah tenaga pendidik atau guru profesional dalam 
bidangnya masing-masing dalam membina dan mengayomi anak 
berkebutuhan khusus. Menurut Illahi (2013:178) tenaga pendidik 
seharusnya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang 
materi yang akan diajarkan/dilatihkan dan juga memahami karakter 
siswanya. Jadi dapat dimaknai bahwa guru harus kompeten dalam 
mendidik dan memahami karakter siswa. 
 
Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, tenaga pendidik 
adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang 
melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik dalam 
pendidikan inklusif meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran dan guru 
pembimbing khusus. 
 
Jenjang pendidikan SMP inklusif, hanya terdapat dua guru, 
yaitu: guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus yang masing-
masing memiliki tugas yang berbeda namun saling bekerja sama. Guru 
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mata pelajaran adalah guru yang lebih sering bertatap muka dengan 
siswa, yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim 
belajar yang kondusif sehingga anak nyaman belajar di sekolah. Guru 
mata pelajaran juga bertugas dalam memberikan program perbaikan, 
pengayaan bagi siswa yang membutuhkan. 
 
Dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 dijabarkan bahwa guru 
kelas dan guru pembimbing khusus harus bekerja sama dalam 
menyusun instrument assesmen dan melakukan assesmen pada semua 
anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak. Disamping 
itu, juga harus bekerja sama dalam melaksanakan pendampingan anak 
berkelainan dalam kegiatan belajar bersama-sama. Namun demikian, 
guru pembimbing khusus juga memiliki tanggung jawab yang lebih 
besar, yaitu dalam memberikan bantuan layanan khusus bagi anak 
berkebutuhan khusus. Guru pembimbing khusus juga berkewajiban 
memberikan bimbingan secara berkesinambungan serta membuat 
catatan khusus bagi anak berkelainan selama mengikuti kegiatan 
belajar, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. 
 
d. Kegiatan Pembelajaran 
 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 
tahun 2009, kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan 
perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang mengoptimalkan 
siswa berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensinya. 
Disamping itu, guru juga wajib mengerti seluruh prinsip pembelajaran 
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di sekolah inklusi. Hal senada juga dikatakan oleh Illahi (2013:187), 
 
namun perlu juga dilakukan evaluasi pembelajaran untuk memberikan 
 
suatu nilai kepada obyek yang dievaluasi. Jadi dapat dimaknai bahwa 
 
kegiatan  pembelajaran  dilakukan  melalui  perencanaan,  pelaksanaan 
 
dan evaluasi. 
 
1) Perencanaan Pembelajaran 
 
Menurut Permendiknas  No 70 tahun  2009, hal-hal  yang 
 
perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran dalam 
 
kelas inklusif antara lain adalah: 
 
a) Merencanakan pengelolaan kelas 
b) Merencanakan pengorganisasian bahan 
c) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar 
d) Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar 
e) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar 
f) Merencanakan penilaian 
 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa 
 
pembelajaran yang baik perlu dilakukan perencanaan yang 
 
maksimal dalam mengelola kelas, bahan, kegiatan, sumber, media 
 
serta penilaian belajar. 
 
2) Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya 
melakukan kegiatan sebagai berikut: 
 
a) Melaksanakan apersepsi 
b) Menyajikan materi/bahan ajar  
c) Mengimplementasikan metode, sumber/media pembelajaran 
dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan 
karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran 
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d) Mendorong siswa untuk ikut terlibat secara aktif  
e) Mendemonstrasikan materi pelajaran serta relevansinya dalam 
kehidupan  
f) Membina hubungan antar pribadi dan bersikap toleransi, 
simpati terhadap siswa, menampilkan kesungguhan serta 
mengelola interaksi antar pribadi. 
 
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  dalam 
 
pelaksanaan  pembelajaran  guru  harus  mendayagunakan  sumber 
 
daya kelas agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. 
 
3) Evaluasi Pembelajaran 
 
Menurut Illahi (2013:187), evaluasi pembelajaran bagi 
 
peserta  didik  adalah  kegiatan  menilai  proses  belajar  dan  hasil 
 
belajar, baik yang berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, maupun 
 
kegiatan ekstra kurikuler. Penilaian hasil belajar itu sendiri, 
 
bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik 
 
dalam  hal  penguasaan  materi  pengajaran  sesuai  dengan  tujuan- 
 
tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kegiatan evaluasi ini digunakan 
 
untuk menilai obyek yang dievaluasi sehingga hasilnya dapat 
 
disampaikan kepada orang lain. 
 
Kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh 
 
sekolah perlu mempertimbangkan kebutuhan siswanya. Dalam 
 
Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Pasal 9, dijabarkan mengenai 
 
penilaian anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran, yaitu: 
 
a) Ayat 1  
Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif 
mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 
bersangkutan.  
b) Ayat 2 
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Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan 
kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional 
pendidikan atau diatas standar nasional pendidikan wajib 
mengikuti ujian nasional.  
c) Ayat 3  
Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti 
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan 
dibawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.  
d) Ayat 4  
Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian 
sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah 
yang blangkonya dikeluarkan Pemerintah.  
e) Ayat 5  
Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan 
pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh 
satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan 
mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkonya 
dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.  
f) Ayat 6  
Peserta didik yang mendapatkan surat tanda tamat belajar dapat 
melanjutkan pendidikan pada tingkat dan jenjang yang lebih 
tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus. 
 
Kegiatan evaluasi atau penilaian pada sekolah, umumnya 
 
dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. 
 
Evaluasi ini biasanya dilaksanakan secara serentak dengan asumsi 
 
bahwa  semua  siswa  memiliki  kemampuan  yang  hampir  sama. 
 
Dalam pendidikan inklusi, hendaknya jenis evaluasi yang 
 
diterapkan harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan 
 
mereka dalam menerima pelajaran. 
 
4) Prinsip-Prinsip Pembelajaran 
 
Pembelajaran inklusi memiliki beberapa perbedaan dengan 
 
pembelajaran  kelas  pada  umumnya, yang  mana  mengharuskan 
 
guru lebih memahami prinsip-prinsip pembelajaran dalam kegiatan 
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belajar mengajar. Dalam pedoman implementasi pendidikan 
 
inklusi yang terlampir dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, 
 
dijabarkan mengenai prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan 
 
oleh guru dalam pendidikan inklusif, yaitu: 
 
a) Prinsip motivasi, dimana guru harus selalu memberikan 
motivasi kepada siswa agar selalu semangat dalam belajar  
b) Prinsip konteks/latar yang mengharuskan guru mengenal siswa 
secara mendalam.  
c) Prinsip keterarahan, dimana guru harus merumuskan tujuan 
pembelajaran dengan jelas dan mengembangkan strategi belajar 
yang tepat dan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.  
d) Prinsip hubungan sosial, yang mana guru harus mampu 
mengembangkan interaksi antara guru dengan siswa maupun 
sebaliknya.  
e) Prinsip belajar sambil bekerja yang memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk melakukan percobaan atau praktek, 
pengamatan maupun penelitian.  
f) Prinsip individualisasi yang mengharuskan guru mengenal 
kemampuan siswa, karakter siswa, perilaku siswa, kekurangan 
siswa serta kebutuhan siswa itu sendiri sehingga siswa 
mendapatkan perlakuan yang sesuai.  
g) Prinsip menemukan dan mengembangkan strategi 
pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat 
secara aktif, baik fisik, mental, sosial maupun emosional.  
h) Prinsip pemecahan masalah yang mengharuskan guru untuk 
mampu mengajukan berbagai problem yang ada di lingkungan 
sekitar. Sehingga anak dilatih untuk merumuskan, mencari 
data, menganalisis dan memecahkan masalah tersebut sesuai 
dengan kemampuannya. 
 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa guru harus 
 
menguasai prinsip pembelajaran yang harus diaplikasikan dalam 
 
pendidikan  inklusi,  diantaranya  adalah  prinsip  motivasi,  prinsip 
 
individualisasi, konteks dan prinsip pemecahan masalah. 
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e. Manajemen Sekolah 
 
Dalam Permendiknas No 70 tahun 2009, istilah manajemen 
diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu 
segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik 
personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang 
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Implikasi 
dari perubahan sekolah umum menjadi sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif memungkinkan adanya perubahan struktur 
organisasi sekolah. Alternatif struktur sekolah untuk jenjang 
pendidikan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut: 
  
 
Komite Sekolah 
           
Kepala Sekolah 
      
                   
                              
                              
  
 Tata Usaha 
      
Koord. Pend Inklusi         
                      
                             
Koordinator BK/BP 
              
Wakil Kepala Sekolah 
     
                   
                             
                             
                   GURU       
Keterangan: 
              
              
___ : Garis Komando 
              
   PESERTA DIDIK 
                    
---- : Garis Koordinasi 
 
Gambar 2. Struktur Sekolah Inklusif di tingkat SMP/MTs 
 
f. Sarana-Prasarana 
 
Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang 
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi. 
Menurut Illahi (2013:188), sebagai salah satu komponen keberhasilan 
pendidikan inklusi, tersedianya sarana dan prasarana tidak serta merta 
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mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras 
pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang 
mendorong kualitas anak berkebutuhan khusus. 
 
Dalam dunia pendidikan, sarana-prasarana berkaitan langsung 
dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling, 
ruang olahraga dan ruang multimedia. Segala hal yang termasuk 
sarana-prasarana pendidikan tersebut hendaklah ramah terhadap anak 
berkebutuhan khusus, karena dengan sarana-prasarana yang dapat 
diakses oleh seluruh anak berkebutuhan khusus, maka fungsi dari 
sarana-prasarana tersebut akan dapat dirasakan bersama sebagai 
penunjang proses pendidikan. 
 
g. Lingkungan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
 
Faktor lingkungan memiliki andil besar dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan inklusi, Illahi (2013:184) 
berpendapat bahwa lingkungan keluarga terkhusus orang tua, Sekolah 
Luar Biasa dan pemerintah sangat berpengaruh dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusi. 
 
Orangtua sangat menentukan peningkatan motivasi dan 
kepercayaan diri anak agar tidak putus asa dalam menghadapi 
kehidupan. Orangtua dituntut aktif berkomunikasi dan berkonsultasi 
tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam 
mengatasi hambatan belajar anak, serta pengembangan bakat anak 
melalui kegiatan diluar sekolah (Illahi 2013:184). 
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SLB dituntut mampu berperan dalam membantu kebutuhan 
informasi terkait anak kebutuhan khusus, pengadaan guru khusus serta 
layanan pembelajaran. Pemerintah dituntut untuk membantu 
merumuskan kebijakan internal sekolah, menyediakan sarana-
prasarana, penyediaan guru khusus, pelatihan pendidikan inklusi, 
monitoring dan evaluasi program serta sosialisasi kepada masyarakat 
(Illahi, 2013:184). 
 
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan inklusi. Bukan hanya orang tua, SLB 
maupun pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk 
terselenggaranya pendidikan inklusif. Namun masyarakat juga harus 
ikut andil dalam secara langsung maupun tidak langsung. Baik dalam 
pemberian bantuan keahlian, bantuan sarana prasarana maupun berupa 
pemikiran untuk pengambilan kebijakan. 
 
C. Kajian Penelitian Yang Relevan 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Terry Irenewaty dan 
Aman, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta selama 
ini; menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta; 
menemukan upaya-upaya sekolah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 
Yogyakarta. 
 
56 
 
 
 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria 
khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan 
inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa 
 
diselenggarakan kalau sekolah merasa siap dan mampu 
menyelenggarakannya. Dinas pendidikan atau pemerintah tidak pernah 
memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan 
Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah sebagai sentra pembina 
pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru 
khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap 
diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas 
Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa dikelas 
inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen. 
 
Kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada 
empat. Pertama, kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi 
geografis, sarana prasarana, dan kondisi keungan. Kedua, yaitu psikologi baik 
dari masyarakat maupun guru. Ketiga, value yaitu penilaian/persepsi negatif 
masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keempat, power 
yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat 
kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa 
yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Upaya yang selama ini 
telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan 
inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah mengenai 
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pendidikan inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai 
pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-
anak yang memiliki kelainan (cacat). 
 
Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Sugiyanto dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di 
Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar negeri Pojok Daerah 
Istimewa Yogyakarta”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan 
proses, faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi sekolah menangani 
hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar 
Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar negeri Pojok. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah sudah melaksanakan 
proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif dengan menaati peraturan 
dari Dinas Pendidikan. Sudah ada program sekolah namun tidak optimal dan 
tidak sesuai dengan harapan. Faktor pendukung berasal dari Dinas DIKPORA 
DIY dengan mengadakan pelatihan kepada guru pembimbing, guru kelas dan 
kepala sekolah. Faktor penghambat meliputi fasilitas dan sarana prasarana 
masih kurang, seperti media terapi, alat peraga matematika dan ruang 
bimbingan khusus. Strategi sekolah dengan mengadakan jam tambahan bagi 
ABK setelah pulang sekolah selama 2 kali dalam satu minggu. 
 
Penelitian yang relevan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Elok Fatriyatillah dengan judul “Permasalahan dalam Pendidikan Inklusif 
di SD Karanganyar Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
permasalahan yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 
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adalah: 1) pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum sesuai dan belum 
efektif, 2) managemen sekolah belum tertata dengan baik dari perencanaan 
sampai dengan evaluasi, 3) tenaga pendidikan belum sesuai dengan 
kualifikasi, profesi dan kompetensi, 4) belum tersedia kurikulum untuk anak 
berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi anak dan belum adanya 
kurikulum yang berstandar, 5) proses belajar yang belum sesuai dengan 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, 6) sarana dan prasarana yang 
belum mengakomodasi pendidikan inklusif, 7) pengelolaan kerjasama belum 
maksimal, 8) masih rendahnya respon orang tua wali terhadap 
penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya orang tua anak berkebutuhan 
khusus. 
 
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, sekolah 
mengimplementasikan beberapa kebijakan, yaitu: 1) memanajemen sekolah 
dalam pembagian tugas, 2) pengangkatan guru pembimbing khusus menjadi 
guru kelas dan merekrut guru honorer dengan dana sekolah, 3) memodifikasi 
kurikulum sekolah sesuai dengan karakter anak berkebutuhan khusus, 4) 
membuat priorotas keuangan dalam pembuatan sarana dan prasarana bagi 
anak berkebutuhan khusus serta memaksimalkan kerja sama dengan berbagai 
pihak, 5) kebijakan system delegasi untuk dapat melakukan pertemuan dan 
memaksimalkan komunikasi dengan berbagai pihak. 
 
Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Evi Setiawati dengan judul “Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
di SD N Tamansari 1 Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 
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sekolah memiliki masalah dalam keterbatasan tenaga pendidik untuk 
membimbing dan melayani anak berkebutuhan khusus. Dengan total 4 anak 
berkebutuhan di setiap kelasnya dan jumlah 38 siswa ABK , sekolah hanya 
memiliki 1 guru pembimbing khusus. 2) Kurikulum yang digunakan adalah 
kurikulum umum, namun dimodifikasi dalam alokasi waktu, modifikasi isi 
dan materi dan memberi penyesuaian standar kompetensi dan kompetensi 
dasar. 3) Fasilitas dan sarana untuk melayani anak berkebutuhan khusus masih 
kurang, seperti belum adanya ruangan khusus, alat penunjang dan buku 
penunjang layanan anak berkebutuhan khusus belum lengkap. 
 
D. Kerangka Pikir Penelitian 
 
Pendidikan inklusi merupakan sistem kebijakan yang memberikan 
kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat 
mengenyam pendidikan di sekolah normal bersama siswa normal lainnya. 
Kebijakan pendidikan inklusi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. 
 
Kebijakan pendidikan inklusi tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 
Pasal 5 Ayat 1 dan 2 tentang Pendidikan Inklusi, PERMENDIKNAS No. 70 
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, secara nyata pemerintah pusat telah 
mewajibkan bagi Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan 
inklusif. Di kota Yogyakarta yang identik dengan kota pelajar, PERDA DIY 
No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas, PERGUB No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Inklusif, Deklarasi Pendidikan Inklusif DIY, 12 Desember 2014 
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menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah terhap sistem pendidikan bagi anak 
berkebutuhan yang tidak diskriminatif. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Surat 
Keputusan Bupati Gunung Kidul telah menunjuk beberapa sekolah salah 
satunya SMP Ekakapti Karangmojo sebagai sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. 
 
SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul menjadi sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif terbaik di kabupaten Gunung Kidul. 
Peneliti akan melihat proses implementasi dari tahap pengorganisasian, 
interpretasi dan aplikasi. Atas dasar tersebut, peneliti akan melihat bagaimana 
peran dari variable penentu keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif 
sehingga sekolah ini menjadi yang terbaik. Variabel tersebut adalah 
komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokasinya. 
 
Variabel tersebut merupakan bagian dari proses implementasi 
kebijakannya. Sedangkan konten dari implementasinya adalah pendidikan 
inklusif, dilihat dari peserta didiknya, kurikulum, tenaga pendidik, 
pembelajaran, serta sarana dan prasarananya. Dari hal tersebut pasti akan 
terlihat faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi dalam mengatasi 
hambatan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan sebagai gambaran bagi 
sekolah lain untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah dalam 
kaitannya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, khususnya bagi 
sekolah di kabupaten Gunung Kidul. 
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KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI 
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Pendidikan Inklusi di SMP Ekakapti  
Karangmojo Gunung Kidul  
Yogyakarta 
 
Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian 
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E.  Pertanyaan Penelitian 
 
Berdasarkan konsep dan alur pikir penelitian diatas, muncul 
beberapa pertanyaan penelitian sebagai dasar untuk mengeksplorasi 
berbagai pertanyaan tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
di SMP Ekakapti Karangmojo. Pertanyaan penelitian tersebut adalah: 
 
1. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan dari dinas kepada 
sekolah? 
 
2. Sumber daya apa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif? 
 
3. Bagaimana disposisi dari sumber daya manusia di SMP Ekakapti 
Karangmojo? 
 
4. Bagaimana struktur birokasi SMP Ekakapti dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif? 
 
5. Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti? 
 
6. Apa saja faktor yang menghambat keberhasilan implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti? 
 
7. Apa kebijakan sekolah terkait kebijakan pendidikan inklusif? 
 
8. Apa strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi 
hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif? 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melalui 
pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap proses pelaksanaan pendidikan 
inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo serta mengungkap mengenai faktor 
pendukung dan penghambatnya serta strategi dalam mengatasi hambatan 
 
Menurut Sugiono (2010: 9-12), penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang lebih menekankan proses dari pada produk dan lebih menekankan 
makna. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan langsung ke 
sumber data. Disamping itu, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data 
yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan 
pada angka. Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dengan 
melakukan analisis data secara induktif. Hal senada juga dikemukakan oleh Imam 
Gunawan (2014 : 85), bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. 
Penelitian dilakukan dalam latar yang alamiah, bukan hasil perlakuan tertentu 
ataupun manipulasi variabel yang dilibatkan. 
 
Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud mendiskripsikan, 
menguraikan dan menggambarkan proses pelaksanaan pendidikan inklusif di 
SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul. 
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B.  Tempat dan Waktu Penelitian 
 
1. Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Ekakapti, yang berlokasi di Jl. 
Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Alasan 
peneliti memilih sekolah ini, karena SMP Ekakpti merupakan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif terbaik di Kabupaten Gunung Kidul dalam 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Gunung Kidul. 
 
2. Waktu penelitian 
 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai 
dengan Maret 2017. 
 
Tabel 1. Realisasi Waktu Penelitian  
No  Kegiatan Waktu 
1 Perencanaan Penelitian  
    
 a. Pra observasi penelitian Desember 2016 
    
 b. Penyusunan Proposal penelitian Desember-Januari 2017 
    
 c. Pengajuan ijin penelitian Januari 2017 
   
2 Pelaksanaan Penelitian Januari-Maret 2017 
   
3 Analisis Data Maret 2017 
   
4 Penulisan Laporan Penelitian Maret – Mei 2017 
   
5 Penyusunan dan publikasi artikel jurnal Mei 2017 
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C. Subyek dan Obyek Penelitian 
 
1. Subyek Penelitian 
 
Subyek dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai informan 
penelitian. Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi terkait 
data yang peneliti butuhkan dalam penelitian kualitatif. Berikut informan dan 
karakteristiknya dalam penelitian: 
 
a. Kepala sekolah SMP Ekakapti Karangmojo, selaku pimpinan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusi yang memiliki wewenang dan 
pengetahuan terkait sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SMP 
Ekakapti Karangmojo. 
 
b. Koordinator pendidikan inklusi, selaku petugas yang berwenang 
mengkoordinasi dan mendayagunakan sumber daya pendidikan inklusi. 
 
c. Guru mata pelajaran, sebagai pihak yang berhubungan langsung terhadap 
anak-anak saat proses pembelajaran dikelas, mengerti permasalahan siswa 
di kelas serta pihak yang sering mendapatkan pelatihan dari dinas 
pendidikan. 
 
d. Guru pembimbing khusus, sebagai pihak pendamping bagi sekolah dalam 
menyelenggarakan pendidikan inklusi, mendampingi ABK serta pihak 
yang mengelola proses identifikasi dan asesmen pada ABK di sekolah. 
SDM yang diperbantukan Dinas Pendidikan Provinsi DIY. 
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2. Obyek Penelitian 
 
Obyek penelitian yang diteliti adalah implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY serta 
pendidikan inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Menurut Sarwono (2006:223), data kualitatif adalah data dalam bentuk 
bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto artefak atau obyek 
lain yang ditemukan dalam lapangan selama penelitian dengan pendekatan 
kualitatif. Agar data dapat diperoleh dengan baik, maka diperlukan teknik 
pengumpulan data yang sesuai. Menurut Sugiono (2010:62), teknik pengumpulan 
data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 
utama dalam penelitian adalah mencari data. Bila dilihat dari sumber datanya, 
data dapat berupa sumber primer dan sumber sekunder; namun bila dilihat dari 
teknik pengumpulan datanya, maka data dapat diperoleh dengan teknik: 
 
1. Observasi 
 
Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, 
mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diarahkan pada 
kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan 
mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Imam 
Gunawan, 2014:143). Jadi teknik observasi merupakan teknik yang sering 
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digunakan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara 
memperhatikan dan mencatat fenomena. 
 
Menurut Suparlan dalam Imam Gunawan (2014:149), peneliti 
seharusnya memperhatikan delapan hal dalam menggunakan metode 
pengamatan. Hal-hal tersebut adalah : ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, 
benda atau alat, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Berdasarkan pendapat 
di atas maka peneliti menggunakan metode observasi dalam pengumpulan 
data. Hal-hal yang menjadi sasaran pengamatan antara lain adalah lingkungan 
sekolah, sarana dan prasarana, guru, siswa dan kegiatan belajar mengajar. 
 
Peneliti akan mengamati secara langsung dan mencatat setiap aktivitas 
kehidupan subjek yang diteliti sehingga data yang akan didapat lebih lengkap 
dan valid. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang 
situasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana sekolah dan 
interaksi warga sekolah. 
 
2. Wawancara 
 
Menurut Kartono (Imam Gunawan, 2014:160), wawancara adalah 
suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara 
merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-
hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak yang berkedudukan berbeda dalam 
proses wawancara, pihak pertama disebut sebagai penanya (interviewer), 
sedangkan pihak kedua berkedudukan sebagai pemberi informasi (information 
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supplyer). Jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara penanya dan 
pemberi informasi. 
 
Teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara 
mendalam, yaitu teknik wawancara dengan cara mengajukan beberapa 
pertanyaan secara mendalam mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
Data yang diperoleh dari teknik ini adalah dengan tanya jawab secara lisan 
dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan subjek penelitian 
diantaranya kepala sekolah, koordinator pendidikan inklusi, guru pendamping 
khusus dan guru mata pelajaran. Agar wawancara dapat berjalan lancar dan 
tidak keluar dari pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini maka 
peneliti membuat pedoman wawancara sebagai pedoman dan acuan dalam 
proses wawancara. 
 
3. Dokumentasi 
 
Teknik dokumentasi adalah sarana pembantu peneliti dalam 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 
pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-
bahan non insani lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena 
dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian 
(Sarwono, 2006:225). Jadi dokumentasi perlu dilakukan karena dapat 
digunakan sebagai teknik untuk mengkaji data tanpa mengganggu obyek dan 
suasana penelitian. 
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Dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya 
adalah dokumen mengenai profil sekolah, sejarah sekolah, visi-misi sekolah, 
data siswa, prestasi siswa inklusi, data pendidik, sarana dan prasarana 
sekolah, dokumen program sekolah terkait pendidikan inklusi serta dokumen 
kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. 
 
E.  Intrumen Penelitian 
 
Instrument penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiono (2010:59), instrument atau alat 
penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Sarwono (2006:212), bahwa instrument penelitian dalam 
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka peranan peneliti sendiri 
merupakan sarana atau alat untuk memperoleh informasi. 
 
Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian, dalam 
merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, menafsirkan data serta 
melaporkan hasil penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan dalam 
pengambilan data, dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman 
wawancara dan pedoman dokumentasi. 
 
1. Pedoman Observasi 
 
Pedoman observasi dibuat untuk mempermudah peneliti dalam 
memperhatikan obyek secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan 
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mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Adapun 
 
kisi-kisi pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 
Tabel 2. Kisi-Kisi Lembar Observasi  
 
No 
Aspek yang  
Indikator 
Sumber 
 
diamati 
 
data     
      
 1. Lokasi Penelitian a. Kondisi geografis Kepala 
   b. Profil sekolah sekolah, GPK, 
     guru, 
     karyawan, 
     siswa kelas dan 
     fasilitas 
     sekolah. 
 2. Faktor penentu a. Kondisi unsur Kepala 
  keberhasilan  pendidikan inklusif sekolah, GPK, 
  implementasi b. Hubungan antar warga guru, 
  
kebijakan karyawan,    sekolah     
siswa, kelas      
     dan fasilitas 
     sekolah. 
2.  Pedoman Wawancara    
 
Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan secara 
garis besar, yang kemudian di dalam proses wawancara tersebut dapat 
dikembangkan secara mendalam untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 
Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti menggunakan 
alat bantu berupa kamera, buku catatan dan alat perekam suara. Adapaun kisi-
kisi pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara  
No 
Aspek yang  
Indikator Sumber data 
dikaji 
 
    
     
1. Implementasi a. Kebijakan sekolah Kepala 
 kebijakan  terkait pendidikan sekolah, 
 pendidikan  inklusif Koordinator 
 inklusi di SMP b. Komponen pendidikan 
 Ekakapti  pendidikan inklusif inklusif, Guru 
    kelas, Guru 
    pendamping 
    khusus 
     
2. Unsur penopang a. Komunikasi Kepala 
 keberhasilan b. Sumber daya sekolah, 
 implementasi  (manusia, dana, Koordinator 
 kebijakan  peralatan) pendidikan 
 pendidikan c. Disposisi/ Keinginan inklusif, Guru 
 inklusi d. Struktur birokasi kelas, Guru 
    pendamping 
    khusus 
3. Faktor a. Faktor Internal Kepala 
 pendukung, b. Faktor Eksternal sekolah, 
 faktor   Koordinator 
 penghambat serta   pendidikan 
 solusi   inklusif, Guru 
    kelas, Guru 
    pendamping 
    khusus 
     
 
3. Pedoman Dokumentasi 
 
Data dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data dalam 
bentuk catatan, data tertulis, laporan, arsip, foto maupun rekaman yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti 
Karangmojo dan program pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan Pemuda 
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dan Olahraga  Provinsi.  Adapun kisi-kisi  pedoman dokumentasinya  adalah 
 
sebagai berikut: 
 
Tabel 4. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi  
No 
Aspek yang  
Indikator 
Sumber 
dikaji 
 
data    
     
1. Profil sekolah a. Sejarah sekolah Arsip dan 
  b. Visi dan misi sekolah Foto 
  c. Struktur organisasi  
   sekolah  
  d. Tenaga pendidikan dan  
   kependidikan  
  e. Siswa berkebutuhan dan  
   siswa normal  
  f. Sarana dan prasarana  
     
2. Kebijakan a. Program sekolah Arsip dan 
 Pendidikan b. Kegiatan sekolah Foto 
 inklusif  penyelenggara  
  
pendidikan inklusif 
 
    
 
F. Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 
penelitian di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Miles dan 
Huberman (Sugiyono, 2010:91-99) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 
data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. 
Berikut bagan proses analisis data menurut Miles dan Huberman: 
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Pengumpulan Data 
 
Display Data 
 
 
 
Reduksi Data 
 
 
 
 
 
Kesimpulan/ Verifikasi 
 
 
 
 
Gambar 4. Analisis Data Model Miles dan Huberman 
 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
 
Data yang diperoleh di lapangan harus dicatat secara rinci dan teliti. 
Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data adalah merangkum data, memilah hal/ data yang pokok, 
memfokuskan pada yang pokok atau dianggap penting, serta dicari tema dan 
polanya dan mengurangi atau membuang data yang tidak relevan. Data yang 
direduksi akan lebih jelas dalam memberikan gambaran. Tujuan dari reduksi 
data ini untuk merangkum yang penting, membuang yang tidak diperlukan, 
mengarahkan, menajamkan, membuat kategorisasi, sehingga dapat 
diinterpretasikan. Peneliti akan menyederhanakan data hasil wawancara agar 
lebih fokus. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 
 
Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan 
dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. 
Dengan mendisplaykan data, akan mempermudah dalam memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 
tersebut. 
 
3. Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 
 
Langkah ke tiga setelah reduksi data dan display data adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Kesimpulan digunakan untuk mencari keterkaitan data satu dengan yang lain 
untuk menemukan benang merahnya. 
 
G. Keabsahan Data 
 
Keabsahan data merupakan sebuah syarat yang perlu dilakukan agar hasil 
penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian akan sangat 
bergantung pada data yang dikumpulkan, sehingga data tersebut harus teruji 
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keabsahannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trianggulasi 
data. Menurut Imam Gunawan (2014:218), trianggulasi adalah istilah yang 
merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu 
gejala tertentu. Kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang 
diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu, dengan data yang didapat dari 
sumber atau metode lain. Trianggulasi data digunakan sebagai proses 
memantapkan derajat kepercayaan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, 
serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Oleh sebab itu, 
trianggulasi data diperlukan dalam penelitian ini. 
 
Menurut Denzin (Imam Gunawan, 2014:219), terdapat empat macam 
trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode, trianggulasi peneliti 
dan trianggulasi teoritik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi 
sumber agar peneliti dapat melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang 
diperoleh. Trianggulasi sumber dapat diperoleh dengan cara melakukan 
perbandingan informasi dari berbagai sumber. Disamping itu, peneliti juga 
menggunakan trianggulasi teknik, yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Tempat Penelitian 
 
1. Profil SMP Ekakapti Karangmojo 
 
SMP Ekakapti Karangmojo merupakan sekolah menengah pertama 
tertua di Kabupaten Gunung Kidul. Sekolah ini beralamatkan di Jl. 
Karangmojo-Wonosari, Karangmojo, Gunung Kidul yang berdiri di atas tanah 
seluas 3.015 m
2
 dan memiliki luas bangunan 1.340 m
2
. Sekolah ini telah 
berkiprah dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia pendidikan sejak tahun 
1959 dan sampai saat ini masih mendapat kepercayaan yang cukup dari 
masyarakat di kecamatan Karangmojo dan sekitarnya. 
 
Sejak tahun 1980, SMP Ekakapti Karangmojo telah bekerja sama 
dengan SLB Bhakti Putra Ngawis dalam memberikan pelayanan anak 
berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang 
sama dengan anak normal lainnya untuk dapat menikmati pendidikan di SMP 
Ekakapti Karangmojo. Barulah pada tahun 2005, SMP Ekakapti Karangmojo 
secara resmi ditetapkan menjadi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi 
dengan predikat SMP Inklusif tertua di Kabupaten Gunung Kidul. 
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Tabel 5. Profil SMP Ekakapti Karangmojo  
1. Nama Sekolah  SMP Ekakapti Karangmojo 
   
     
2. NPSN/NSS  20401968/201240307060  
   
     
3 Alamat  Jl. Karangmojo-Wonosari, Karangmojo 
   
     
4 Telepon/Faksimili  (0274) 392565  
   
    
5 E mail  smpekakapti@yahoo.com  
    
6 Nama Yayasan  Pendidikan Ekakapti 
    
 Alamat Yayasan  Ngawis, Karangmojo, Gunung Kidul 
     
 Telepon  (0274) 392565  
    
 Ketua Yayasan  H. Margono Hendro Nugroho 
    
7 Nama Kepala Sekolah  Eni Dyah Marhiyani, S.Pd 
    
 Pendidikan/Program  S1/ pendidikan Konseling 
    
 TMT Kepala Sekolah  12 Januari 2017 
    
8 Kategori Sekolah  Reguler 
     
9 Th Berdiri/Th  1959/1959  
 Beroperasi    
10 Kepemilikan Tanah    
    
 Status tanah  HGB 
    
 Luas tanah  3.015 m
2 
     
11 Status Bangunan    
    
 Surat Ijin Bangunan  No. 187/IMB/ 2000 
    
 Luas Seluruh  1.340 m
2 
 Bangunan    
Sumber: Data SMP Ekakapti 
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Ekakapti Karangmojo 
 
SMP Ekakapti Karangmojo memiliki visi “Unggul dalam Ilmu, 
Santun Berperilaku, Terampil Berkarya”. Visi tersebut memiliki ciri khas 
dalam berprestasi, berperilaku dan berkarya. Indikator dalam visi sekolah 
tersebut adalah: a) Unggul dalam prestasi akademis; b) Lulusannya 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; c) menjalankan ibadah 
sesuai dengan keyakinan yang dianut; d)Sopan dan santun dalam pergaulan; 
e) Berprestasi secara non akademis di bidang seni budaya, olahraga, iptek dan 
kreativitas; f) Memiliki keterampilan pravokasional. 
 
Upaya mewujudkan visi sekolah tersebut dilakukan dengan misi 
sebagai berikut: a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, 
inovatif, kreatif, efektif dan mentenangkan; b) Meningkatkan pembinaan 
penghayatan dan pengamalan ajaran agama; c) Membudayakan senyum, sapa, 
salam, terimakasih dan maaf; d) Meningkatkan apresiasi, kreasi dan prestasi 
dalam bidang seni budaya, olahraga, iptek dan kreativitas; e) Melaksanakan 
pembelajaran keterampilan dan pendidikan kecakapan hidup. 
 
Tujuan SMP Ekakapti Karangmojo berdasarkan visi dan misi tersebut 
adalah: a) Terlaksananya pembelajaran dan bimbingan secara aktif, inovatif, 
kreatif, efektif dan menyenangkan; b) Meningkatnya pembinaan penghayatan 
dan pengamalan ajaran agama; c) Membudayakan senyum, sapa, salam, 
terimakasih dan maaf; d) Meningkatnya apresiasi, kreasi dan prestasi dalam 
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bidang seni budaya, olahraga, iptek dan kreativitas; e) Terlaksananya 
pembelajaran keterampilan/ pendidikan kecakapan hidup. 
 
Berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa sekolah tidak hanya mengupayakan kemampuan secara 
akademis saja, namun juga prestasi non akademisnya yang lebih ditekankan 
pada bidang seni budaya, olahraga, iptek dan kreativitas. Selain itu, sekolah 
juga mengupayakan agar siswa menjadi pribadi yang beragama dalam 
menjalankan segala kewajiban agamanya dan menjauhi segala larangannya. 
Pribadi yang beragama tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sekolah dalam 
budaya senyum, sapa, salam, terimakasih dan maaf sebagai bentuk hubungan 
yang baik dengan sesame manusia. Sekolah juga membudayakan budaya 
menghargai antar sesama siswa karena sekolah ini merupakan sekolah inklusif 
yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. 
 
3. Kurikulum SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Struktur kurikulum yang dikembangkan di SMP Ekakapti Karangmojo 
mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan 
Keputusan Mendiknas RI No. 22,23 dan 24 tahun 2006 dengan 
mempertimbangkan kekhasan faktor social budaya, faktor demografis dan 
faktor lain-lainnya. Selanjutnya sekolah membuat struktur kurikulum dengan 
mempertimbangkan analisis kebutuhan jam pelajaran tatap muka, sekaligus 
memuat mata pelajaran nasional, muatan lokal dan pengembangan diri yang 
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dilaksanakan dalam program kegiatan intrakurikuler, secara menyeluruh 
 
sebagai berikut: 
 
Tabel 6. Struktur Kurikulum SMP Ekakapti Karangmojo 
 
 
Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 
    
 
VII VIII IX   
    
A. Mata Pelajaran    
     
1. Pendidikan Agama 3 3 3 
     
2. Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 3 
     
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 
     
4. Bahasa Inggris 4 4 4 
     
5. Matematika 5 5 5 
     
6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 
     
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
     
8. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 2 
     
9. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 3 3 3 
    
10. Teknologi Informasi dan 
2 2 2 
Komunikasi    
B. Muatan Lokal    
     
1. Bahasa Jawa 2 2 2 
     
2. Pilihan : Seni batik 2 2 2 
    
C. Pengembangan Diri    
     
1. Upacara Bendera 1 1 1 
     
2. Bimbingan Konseling 2 2 2 
     
 Jumlah 43 43 43 
     
Sumber: Data SMP Ekakapti 
 
Selain kegiatan intrakurikuler, SMP Ekakapti juga memiliki berbagai 
kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut ada yang 
bersifat wajib dan ada juga yang bersifat pilihan, yaitu sebagai berikut: 
 
a. Ekstrakurikuler Wajib 
 
1) Kepramukaan (latihan dan kemah) 
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2) Keagamaan (BTA, 
TPA) b. Ekstrakurikuler Pilihan 
 
1) Olahraga (bola voli, bola basket, sepak bola, taekwondo, karate, 
bulutangkis dan tenis meja) 
 
2) Jurnalistik (majalah dinding dan bulletin sekolah) 
 
3) Keterampilan (sablon, batik dan kerajinan APE) 
 
4) Rekreasi (study tour, outbond dan hiking) 
 
5) Keorganisasian (OSIS) 
 
6) Seni Budaya (reog) 
 
7) Kelompok studi TIK 
 
4. Sumber Daya yang Dimiliki SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Sumber daya merupakan komponen yang penting dalam dunia 
pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sumber 
daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya sarana 
prasarana. Sumber daya sekolah yang baik dan sesuai akan meningkat mutu 
sekolah. Disamping itu, sumberdaya juga merupakan alat yang dapat 
meningkatkan eksistensi sekolah di masyarakat. 
 
a. Keadaan Tenaga Kependidikan 
 
Kelengkapan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah sangatlah 
penting karena dapat memperlancar jalannya proses pendidikan. Salah 
satu yang paling penting dibutuhkan oleh sekolah penyelenggara 
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pendidikan inklusif adalah adanya tenaga pembimbing khusus. SMP 
Ekakapti sudah memiliki 1 guru pendamping khusus yang merupakan 
tunjukan dari Dinas Provinsi DIY. Gambaran tenaga kependidikan di 
SMP Ekakapti adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Daftar Tenaga Kependidikan SMP Ekakapti Karangmojo 
 
No Nama Jabatan Status Keterangan 
     
1 ED, S.Pd Guru PNS BK 
     
2 DP, S.Pd Guru PNS PKn 
     
3 Was, S.Pd Guru PNS Bahasa Inggris 
     
4 PTG, S.Pd Guru PNS PKn 
     
5 FB. AH, S.Pd Guru PNS Matematika 
     
6 WW, S.Pd Guru PNS Matematika 
     
7 N, S.Pd Guru PNS IPS 
     
8 BW, S.Pd Guru PNS BK 
     
9 EI, S.Pd Guru PNS Bahasa Indonesia 
     
10 HN, S.Pd. Si Guru PNS IPA 
     
11 DW, S.Pd Guru PNS Bahasa Indonesia 
     
12 Sum Guru GTY Seni B dan Batik 
     
13 Sup, S.Pd.I Guru GTY Pend.Agama Islam 
     
14 WST, S.Pd Guru GTY IPS 
     
15 IS, S.Pd.Si Guru GTY IPA 
     
16 Ism, S.Si Guru GTY IPA 
     
17 HT, S.ST Guru GTT TIK 
     
18 TRA, S.Pd Guru GTT Seni Budaya 
     
19 ET , S.Pd Guru GTT Bahasa Inggris 
     
20 WA , S.Pd.I Guru GTT Pend.Agama Islam 
     
21 AA, S.Pd Guru GTT Bahasa Jawa 
     
22 TM, S.Th Guru GPJ 
Pend.Agama 
Kristen     
23 War, S.Pd Guru GTT 
Pend.Agama 
Katolik     
24 JR, S.Pd.Kor Guru GPJ PENJASORKES 
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No Nama Jabatan Status Keterangan 
       
25 DR, S.Pd  Guru GTT PENJASORKES 
       
26 AR, S.Psi  Guru GPK Pendamping ABK 
       
27 Sur Kepala TU PTY  
       
28 PL Staff TU PTY  
       
29 Kar 
Penjaga 
PTY 
 
Sekolah 
 
    
30 Tri 
Petugas 
PTY 
 
Kebersihan 
 
    
31 AP Staff TU PTY  
      
32 Sap  Satpam PTY  
     
33 Mj 
Penjaga 
PTY 
 
 
Malam 
 
     
34 Yt 
Penjaga 
PTY 
 
 
Malam 
 
     
35 Mur 
Penjaga 
PTY 
 
 
Malam 
 
     
36 Sut 
Penjaga 
PTY 
 
 
Malam 
 
     
Sumber: data SMP Ekakapti 
 
Dari table 6 tersebut dapat dilihat bahwa sekolah sudah memiliki 
23 guru mata pelajaran, 2 guru bimbingan dan konseling, 1 guru 
pembimbing khusus dan 3 tenaga tata usaha. Dari total 29 tenaga 
kependidikan tersebut, sudah 25 yang bergelar sarjana, sisanya masih 
lulusan SMA. 
 
b. Keadaan Siswa 
 
Peserta didik merupakan bagian dari sumber daya manusia yang 
harus dimiliki oleh sekolah sehingga sekolah dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Tujuan sekolah yang senantiasa berorientasi pada peserta didik 
akan tercapai manakala dalam sekolah tersebut terdapat peserta didik. 
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Sekolah berkewajiban dalam mengembangkan potensi dan bakat peserta 
didik untuk mempersiapkannya dalam menghadapi kehidupan di masa 
depan. Adapun data peserta didik SMP Ekakapti yaitu: 
 
Tabel 8. Rekapitulasi Data Peserta Didik Tiga Tahun Terakhir 
 
Tahun Pelajaran 
 Jumlah Siswa  
Jumlah    
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX   
     
2014/2015 102 123 129 354 
     
2015/2016 102 106 123 331 
     
2016/2017 81 98 106 285 
     
Sumber: Data SMP Ekakapti 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di SMP 
Ekakapti Karangmojo setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 
2014/2015, sekolah menerima siswa baru sejumlah 102 siswa, siswa kelas 
VIII sejumlah 123 siswa dan kelas IX sejumlah 129 siswa. Jumlah peserta 
didik pada tahun tersebut adalah 354 siswa. Jumlah tersebut mengalami 
penurunan pada tahun 2015/2016, yaitu 331 siswa. Pada tahun 2015/2016 
sekolah menerima 102 siswa, siswa kelas VIII 106 siswa dan siswa kelas 
IX 123 siswa. Pada tahun 2016/2017, sekolah menerima 81 siswa baru 
dengan jumlah siswa kelas VIII 98 siswa dan kelas IX 106 siswa. 
 
Data jumlah siswa di SMP Ekakapti tersebut sudah termasuk siswa 
yang berkebutuhan khusus. Berikut ini adalah data jumlah siswa 
berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti: 
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Tabel 9. Rekapitulasi Data Siswa Berkebutuhan Khusus Tahun 
Terakhir 
 
  Kelas Kelas Kelas 
Jumlah 
 
NO Jenis VII VIII IX 
 
Total    
  L P L P L  P L P  
            
1 
Tuna Rungu 
0 1 0 0 0 
 
0 0 1 1 
Wicara 
 
           
2 Lambat Belajar 6 2 7 3 7  2 20 7 27 
            
3 Tuna Grahita 1 4 11 2 7  5 19 11 30 
            
 Jumlah 7 7 18 5 14  7 39 19 58 
Sumber: Data SMP Ekakapti 
 
Jumlah siswa berkebutuhan khusus pada tahun 2016/2017 di SMP 
Ekakapti terbilang cukup banyak. Dari total 285 siswa, terdapat 58 siswa 
berkebutuhan khusus. Ini berarti bahwa 20,3% siswa di SMP Ekakapti 
merupakan siswa berkebutuhan khusus. Terdapat tiga jenis ketunaan ABK 
di SMP ini, yaitu: tuna rungu wicara, tuna grahita dan lambat belajar. 
Jumlah siswa tuna rungu wicara sebanyak 1 siswa, jumlah siswa lambat 
belajar sebanyak 27 siswa dan jumlah siswa tuna grahita sebanyak 30 
siswa. Untuk lebih lengkapnya, berikut data siswa berkebutuhan khusus 
beserta jenis ketunaannya: 
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Tabel 10. Rekapitulasi Data ABK Berdasarkan Jenis Ketunaan 
 
No Nama Siswa  Kelas Ketunaan 
     
1 ABS  VII A Lambat Belajar 
     
2 AK  VII A Lambat Belajar 
     
3 FQ  VII A Lambat Belajar 
     
4 LP  VII A Tuna Grahita 
     
5 RAP  VII A Tuna Grahita 
     
6 RR  VII A Lambat Belajar 
     
7 AA  VII B Lambat Belajar 
     
8 AINS  VII B Tuna Grahita 
     
9 DW  VII B Tuna Grahita 
     
10 LU  VII B Tuna Rungu Wicara 
     
11 RS  VII B Lambat Belajar 
     
12 BA  VII C Tuna Grahita 
     
13 MN  VII C Lambat Belajar 
     
14 PR  VII C Lambat Belajar 
     
15 AEP  VIII A Tuna Grahita Ringan 
     
16 HBR  VIII A Lambat Belajar 
     
17 MGS  VIII A Tuna Grahita Ringan 
     
18 OSP  VIII A Tuna Grahita Ringan 
     
19 RPP  VIII A Tuna Grahita Ringan 
     
20 BP  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
21 FTNA  VIII B Lambat Belajar 
     
22 HW  VIII B Lambat Belajar 
     
23 IM  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
24 MWFA  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
25 MF  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
26 Mur  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
27 NNM  VIII B Lambat Belajar 
     
28 NMFR  VIII B Lambat Belajar 
     
29 RAW  VIII B Lambat Belajar 
     
30 RB  VIII B Lambat Belajar 
     
31 SB  VIII B Tuna Grahita Ringan 
     
32 WP  VIII B Lambat Belajar 
     
33 AF  VIII C Tuna Grahita 
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No Nama Siswa Kelas Ketunaan 
    
34 MRS VIII C Lambat Belajar 
    
35 NRA VIII C Tuna Grahita Ringan 
    
36 RDN VIII C Lambat Belajar 
    
37 SL VIII C Tuna Grahita Ringan 
    
38 AA IX A Tuna Grahita 
    
39 AD IX A Tuna Grahita Ringan 
    
40 HB IX A Tuna Grahita 
    
41 MDE IX A Lambat Belajar 
    
42 MA IX A Tuna Grahita Ringan 
    
43 MNR IX A Lambat Belajar 
    
44 RC IX A Lambat Belajar 
    
45 RN IX A Lambat Belajar 
    
46 SS IX A Lambat Belajar 
    
47 DR IX B Lambat Belajar 
    
48 IW IX B Tuna Grahita Ringan 
    
49 IR IX B Tuna Grahita Ringan 
    
50 KDS IX B Lambat Belajar 
    
51 MUS IX B Tuna Grahita Ringan 
    
52 NDP IX C Lambat Belajar 
    
53 RR IX C Tuna Grahita Ringan 
    
54 TRF IX C Lambat Belajar 
    
55 VA IX C Tuna Grahita Ringan 
    
56 WA IX C Tuna Grahita Ringan 
    
57 DP IX C Tuna Grahita Ringan 
    
58 IMA IX C Tuna Grahita Ringan 
    
Sumber: Data SMP Ekakapti 
 
c. Keadaan Sarana dan Prasarana 
 
Sarana dan prasarana sekolah merupakan aspek penting dalam 
pelaksanaan proses pendidikan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar 
mengajar. SMP Ekakapti memiliki komitmen besar dalam penyediaan 
sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan ruangan berkelanjutan 
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dan keaktifan dalam mencari sumbangan alat penunjang pembelajaran. 
 
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah diantaranya adalah: 
 
Tabel 11. Daftar Ruangan SMP Ekakapti Karangmojo 
 
No Jenis Ruangan Jumlah Ukuran 
    
1 Ruang Kelas 12 7 x 9 
    
2 Perpustakaan 1 12 x 7 
    
3 Lab. IPA - - 
    
4 Lab. Bahasa - - 
    
5 Lab. Komputer 1 7 x 9 
    
6 Ruang Guru 1 7 x 9 
    
7 Ruang Kepala Sekolah 1 3 x 7 
    
8 Ruang Khusus 1 7 x 6 
    
9 Ruang TU 1 3 x 7 
    
10 Mushola 1 7 x 7 
    
11 Ruang UKS 1 3 x 7 
    
12 Toilet 6 1,5 x 1,5 
    
13 Ruang Keterampilan - - 
    
14 Ruang Kesenian - - 
    
15 Ruang Agama 1 3 x 7 
    
Sumber: data SMP Ekakapti 
 
Tabel 10 tersebut menunjukkan ruangan yang dimiliki oleh SMP 
Ekakapti Karangmojo. Sekolah ini memiliki 12 ruang kelas yang sudah 
mencukupi kebutuhan 12 rombongan belajar siswa yang terbagi dalam 4 
rombongan pada tiap kelasnya. Ruangan tersebut ditunjang oleh 
laboratorium komputer, perpustakaan, mushola dan ruang agama dalam 
proses pembelajarannya. Disisi lain, sekolah ini juga sudah memiliki 
ruang khusus yang digunakan untuk membimbing siswa berkebutuhan 
khusus. Adapun untuk ruang guru, sekolah sudah memiliki 1 ruangan 
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yang berukuran 7x9, ruangan ini berdampingan dengan ruang kepala 
sekolah yang di dalamnya terpajang berbagai prestasi siswa dalam bentuk 
piala penghargaan. 
 
Disamping memiliki ruangan yang menunjang proses pendidikan, 
sekolah juga telah memiliki berbagai alat penunjang pembelajaran, baik 
untuk siswa normal maupun khusus untuk siswa berkebutuhan. 
 
Tabel 12. Daftar Alat Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 
 
No Jenis Alat Jumlah 
   
1 Komputer 24 
   
2 Printer 2 
   
3 Scanner 1 
   
4 Sound System 1 
   
5 Telephon 1 
   
6 Internet Speedy 1 
   
7 TV 29" 3 
   
8 CD/DVD Player 1 
   
9 Laptop 3 
   
10 Kamera Digital 1 
   
11 LCD Proyektor 4 
   
12 Treadmill 1 
   
13 Sepeda Statis 1 
   
14 Alat Musik Gitar 4 
   
15 Alat Musik Keyboard 2 
   
Sumber: data SMP Ekakapti 
 
Tabel 11 tersebut menunjukkan berbagai alat penunjang dalam 
kegiatan pembelajaran. Dari table tersebut, ada beberapa alat yang 
memang dikhususkan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus, 
diantaranya adalah laptop yang hanya dipergunakan untuk ABK low 
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vision, treadmill untuk kegiatan olahraga ABK dan juga sepeda statis yang 
hanya boleh digunakan oleh ABK. 
 
Alat musik gitar dan keyboard merupakan sumbangan dari Dinas 
DIKPORA Provinsi kepada sekolah karena memiliki siswa berkebutuhan 
yang cakap di bidang musik. Namun kegunaannya dapat digunakan oleh 
seluruh siswa. 
 
Selain ruangan dan alat penunjang pembelajaran tersebut, sekolah 
juga telah membangun sarana yang sudah ramah anak berkebutuhan 
khusus. Sekolah telah membuat nama ruang di tiap kelasnya dengan 
menggunakan huruf braile. Lantai sekolah pun sudah dibuat agak 
menonjol agar mempermudah siswa tuna netra dalam berjalan dan 
beraktifitas. Disamping itu, akses jalan tidak hanya dibuat berundak, 
namun juga sudah ramah anak yang memakai kursi roda. 
 
5. Struktur Organisasi SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Adapun struktur organisasi di SMP Ekakapti Karangmojo adalah 
sebagai berikut: 
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Gambar 5. Struktur Organisasi SMP Ekakapti 
 
B. Hasil Penelitian 
 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Ekakapti Kebijakan 
pendidikan inklusif merupakan sebuah keputusan kebijakan 
 
pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta 
didik yang memiliki kelainan dan atau bakat istimewa agar dapat mengenyam 
pendidikan bersama siswa normal pada umumnya. Tujuan kebijakan 
pendidikan inklusif adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 
menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 
didik. 
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Kebijakan pendidikan inklusif merupakan sebuah keputusan yang 
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan anak berkebutuhan khusus. 
Kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuannya jika tidak melewati 
tahapan implementasi kebijakan. Implementasi merupakan sebuah tindakan 
yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi 
merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang di dalamnya terdapat 
unsur-unsur kebijakan yang harus dipenuhi. 
 
Charles O. Jones dalam buku Politik Ideologi Pendidikan (Arif 
Rohman, 2009: 135) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu 
aktivitas atau tahapan yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan. Ada 
tiga pilar aktivitas atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu 
meliputi : 
 
a. Pengorganisasian 
 
Tahap pengorganisasian mempunyai maksud untuk pembentukan 
tim pelaksana kebijakan dengan sumber daya yang ada agar tujuan 
kebijakan dapat tercapai. Anggaran dan segala kebutuhan termasuk sarana 
dan prasana juga ditetapkan dalam tahap pengorganisasian. 
 
Tim pelaksana kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti 
Karangmojo adalah seluruh sumber daya manusia di sana yang bahu 
membahu memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus. Tim 
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tersebut memiliki penanggungjawab, yaitu koordinator pendidikan 
 
inklusif. IS menjelaskan bahwa: 
 
“…penunjukan koordinator pendidikan inklusif sesuai dengan 
amanat Permendiknas.” (IS/20/2/2017) 
 
Koordinator pendidikan inklusif sesuai dengan amanat PERMENDIKNAS 
 
No 70 tahun 2009 harus dimiliki oleh sekolah karena menjadi 
 
penanggungjawab dalam implementasi kebijakan inklusif. Di SMP 
 
Ekakapti,  koordinator  pendidikan  inklusif  diamanahkan  kepada  kepala 
 
sekolah. IS menjelaskan bahwa: 
 
“…kita sudah memiliki koordinator pendidikan inklusif. Karena 
memang sekarang terjadi pergantian kepala sekolah dimana kepala 
sekolah yang sekarang merupakan koordinator pendidikan inklusif 
pada jabatan sebelumnya maka dari teman-teman guru sudah 
berkoordinasi dan tidak melakukan penunjukan koordinator baru 
mas karena alhamdulillah tidak ada masalah dan kita berjalan 
mengalir saja. Sekarang kan tinggal menjalankan, jadi kami dari 
guru-guru merasa Ibu Kepala Sekolah bisa merangkap jabatan.” 
(IS/20/2/2017) 
 
Penunjukan koordinator pendidikan inklusif dilakukan oleh 
 
sekolah karena sekolah mentaati peraturan dari pemerintah melalui 
 
PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009. Manfaat dari penunjukan ini sangat 
 
nyata karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan 
 
inklusi. ED mengungkapkan bahwa: 
 
“Justru  dengan  dibentuknya  koordinator  pendidikan  inklusif  ini 
 
lebih memudahkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusifnya. 
Dulu dibentuk karena bertujuan seperti ini. Sekarang karena sudah 
berjalan dan tidak mengalami kendala maka kita berjalan mengalir 
saja mas, saling membantu satu sama lain. Kita ini team, kita 
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memang dipisahkan oleh tugas dan fungsi tetapi dalam 
pelaksanaannya kita tetap bekerja bersama-sama.” (ED/9/2/2017) 
 
Kemudian ED juga menjelaskan perannya sebagai koordinator pendidikan 
 
inklusif: 
 
“Kalau untuk peran saya sebagai koordinator pendidikan inklusif 
adalah dalam hal assesmen anak berkebutuhan khusus, ketika guru 
mengidentifikasi ada anak yang diindikasi memiliki kebutuhan 
khusus maka data anak dikumpulkan kepada saya lalu kita 
serahkan dan kita mendampingi GPK dalam assesmennya. 
 
Kemudian ketika ada anak berkebutuhan yang bermasalah dalam 
kelas atau dalam sekolah, saya mengidentifikasi anak tersebut lalu 
saya bekerjasama dengan guru kelas untuk melakukan kunjungan 
kepada anak tersebut.” (ED/9/2/2017) 
 
Peran koordinator pendidikan inklusif bukan hanya dalam 
 
memperhatikan dan melayani siswa berkebutuhan khusus. Namun juga 
 
dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan inklusi. ED lebih lanjut 
 
menjelaskan: 
 
“Kemudian dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kita selalu 
melakukan komunikasi dengan dinas, jadi selama ini ketika dinas 
ada sisa dana, mereka selalu menghubungi kita agar kita membuat 
proposal permohonan dana kepada mereka. Dan alhamdulillah 
tidak pernah mendapatkan penolakan. Contohnya ada alat 
olahraga, alat musik dll. Dinas selalu berkomunikasi dengan 
sekolah dalam hal pemberian bantuan, misalnya kemarin ada 
bantuan dari luar negeri untuk pembuatan boarding blok bagi anak 
tuna netra, pelandaian lantai untuk siswa disable. Dinas 
memberikan informasi untuk sekolah.” (ED/9/2/2017) 
 
Komunikasi tidak hanya dalam penyediaan sarana dan prasarana, namun 
 
juga dalam anggaran dana pendidikan inklusif. ED mengungkapkan: 
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“BOS, dana sukarela dan BOSDA Provinsi untuk operasional dan 
pembayaran guru honorer. Sumangan sukarela dari orang tua 
setiap tahun 300 dapat diangsur, untuk siswa tidak mampu hanya 
 
150. Dana juga untuk pengembangan ABK melalui pelatihan 
kerajin pembuatan bross, sapu dll. Untuk pemasarannya dibeli oleh 
guru-guru dan kemarin mengikuti pameran lifeskill. Lalu ada juga 
dana bos berupa beasiswa kepada seluruh ABK. Biasanya jumlah 
nya satu juta untuk setiap anak. Untuk dana boss sendiri segala 
alokasi dananya sudah diatur dan dana nya juga turun selama 4 
kali, tri wulan pertama 20%\,l triwulan kedua 40%, ketiga 20% 
dan terakhir 20%.” (ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa 
tahapan pengorganisasian implementasi kebijakan inklusif di SMP 
Ekakapti Karangmojo dilakukan melalui penunjukan koordinator 
pendidikan inklusi. Kepala sekolah diberikan kepercayaan oleh para guru 
 
untuk kembali menjadi coordinator pendidikan inklusi karena kemampuan 
 
dan pengalamannya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan 
 
inklusi. Koordinator pendidikan inklusi berperan dalam mengatasi 
 
berbagai permasalahan siswa berkebutuhan dan bekerja sama dengan guru 
 
mata  pelajaran,  guru  pembimbing  maupun  orang  tua.  Selain  itu,  juga 
 
memiliki peran dalam alokasi dana inklusi dan dalam penyediaan sarana 
 
prasarana sekolah inklusi yang bekerja sama dengan pemerintah. 
 
b. Interpretasi 
 
Tahap interpretasi merupakan tahap penjelasan mengenai tujuan 
 
dari sebuah kebijakan. Penjelasan yang dimaksudkan agar kebijakan 
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mudah  dipahami  sehingga  pelaksana  kebijakan  dan  sasaran  kebijakan 
 
dapat terlaksanakan dengan baik. 
 
Kejelasan kebijakan pendidikan inklusi yang bertujuan untuk 
 
menyelenggarakan pendidikan yang anti diskriminatif sudah sepenuhnya 
 
dipahami oleh pelaku kebijakan di SMP Ekakapti. Kondisi ini disebabkan 
 
karena SMP Ekakapti sudah menerima siswa berkebutuhan khusus dan 
 
memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 
 
1990. ED mengungkapkan: 
 
“Sudah lama, dulu sekolah terpadu sebelum ditetapkan SK, 
sekolah sudah menerima sejak tahun 1990. Kemudian ada SK 
SPPI tahun 2003.” (ED/9/2/2017) 
 
Keadaan ini didukung oleh kerja sama sekolah dengan Dinas Pemuda dan 
 
Olahraga Provinsi dalam meningkatkan pengetahuan dan kepahaman 
 
pendidikan inklusi melalui berbagi pelatihan dan diklat pendidikan 
 
inklusi. ED mengungkapkan: 
 
“Kemudian Dinas juga tidak diam saja, dengan cara melakukan 
berbagai pelatihan kepada seluruh tenaga kependidikan mas. Lalu 
untuk alokasi dana juga ada dana khusus ABK dan tentunya kita 
selalu diajak berkomunikasi dalam peningkatan kualitas sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif.” (ED/9/2/2017) 
 
IS menambahkan bahwa: 
 
“Kemudian sebagai bentuk kejelasan arah dan tujuan SPPI ini, 
Dinas memberikan berbagai bentuk pelatihan mas” (IS/20/2/2017) 
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Sekolah juga bekerja sama dengan guru GPK dalam upaya peningkatan 
 
kemampuan pelayanan guru terhadap siswa ABK. ED menyatakan bahwa: 
 
“Koordinasi diklat secara pribadi oleh sekolah dari guru yang 
sudah mendapatkan diklat. Sharing dengan guru pendamping 
khusus. GPK melakukan simulasi dalam mengajar siswa tuna 
rungu, guru GPK mengajak siswa tunarungu dari SLB, kemudian 
memberikan pelatihan kepada guru cara mengajar siswa 
berkebutuhan khusus. GPK mendiklat guru-guru di sini.“ 
(ED/9/2/2017) 
 
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas menunjukan bahwa 
 
tahap interpretasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi tidak 
 
memerlukan usaha yang berat. Sekolah sudah menerima dan memberikan 
 
pelayanan kepada ABK sejak tahun 1990. Keadaan pendidikan inklusif 
 
yang anti diskriminatif terhadap siswa ABK sudah dipahami oleh pelaku 
 
kebijakan  pendidikan  inklusi.  Keadaan  ini  didukung  oleh  kerja  sama 
 
sekolah dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dalam 
 
meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan  pendidikan inklusif serta 
 
pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus. Sekolah juga mewajibkan 
 
guru yang mendapat pelatihan untuk membagikan ilmunya kepada guru 
 
yang lain. Tidak hanya itu, sekolah juga bekerja sama dengan GPK dalam 
 
memberikan pelatihan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus dengan 
 
jenis ketunaan yang berbeda. 
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c. Aplikasi 
 
Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan setelah tahap 
 
pengorganisaian dan tahap interpretasi dilakukan. Tahap aplikasi 
 
mencakup semua hal yang berhubungan dengan cara pelaksana mengatasi 
 
masalah atau meningkatkan mutu pada sasaran kebijakan. Tahapan ini 
 
dilakukan oleh sekolah dengan cara mendayagunakan sumber daya 
 
sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. ED menyatakan 
 
bahwa: 
 
“Dalam mendayagunakan seluruh sumber daya di sekolah yang 
paling penting saya lakukan adalah selalu memotivasi seluruh 
sumber daya manusia disini, baik dari guru, pegawai maupun 
siswanya. Terkadang ada guru yang mengeluhkan sikap ABK nya 
yang terkadang mengganggu proses belajar, saya sebagai manager 
ya memberikan motivasi dan dukungan moral kepada guru. Kalau 
untuk pendayagunaan sarana dan prasarana kita melalui perawatan 
dan pengecekan berkala mas. Kemudian untuk pembelian 
perlengkapan sekolah seperti pulpen, white board dan lain-lain 
saya selalu memantau pembeliannya dan saya mewajibkan untuk 
setiap pembelian itu harus selalu dibukukan. Lalu misalnya untuk 
alokasi dana untuk diklat yang membutuhkan biaya transportasi 
misalnya, setiap transportasi harus ada kwitansinya dan hasil dari 
diklat setiap guru harus melaporkan hasilnya kepada saya.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan 
 
sumber daya sekolah meliputi sumber daya manusia, sumber daya 
 
keuangan dan perlengkapan. Sekolah juga membuat berbagai kebijakan 
 
sekolah, karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah inklusi di 
 
sekolah. IS mengemukakan: 
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“Terkait pendidikan inklusif sekolah memiliki berbagai kebijakan 
salah satunya adalah modifikasi kurikulum KTSP yang ramah 
terhadap ABK. Kemudian juga ada pembrailan nama kelas untuk 
siswa tuna netra dan penunjukan koordinator pendidikan inklusif 
sesuai dengan amanat Permendiknas mas. Lalu ada pendampingan 
untuk ABK yang bermasalah, tambahan jam pelajaran untuk ABK 
juga ada.” (IS/20/2/2017) 
 
ED menambahkan bahwa: 
 
“Kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan setting inklusif ini 
dengan cara memodifikasi kurikulum. Kurikulum KTSP kita rubah 
dengan penambahan penanganan untuk ABK. Kemudian sekolah 
melakukan pendampingan siswa ABK dengan penambahan jam 
belajar. Dan ini sudah kita jadwalkan untuk guru-gurunya. Lalu 
terkait ABK yang bermasalah kita adakan kunjungan kepada siswa 
berkebutuhan khusus dengan sekolah memberikan alokasi dana 
 
transportasi untuk guru.” (ED/9/2/2017) 
 
Upaya aplikasi kebijakan tersebut dilakukan dengan 
 
mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dan membuat kebijakan 
 
sekolah  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  kebijakan  pendidikan 
 
inklusi. Upaya ini sudah konsisten dilaksanakan sehingga membuahkan 
 
prestasi bagi sekolah. ED mengungkapkan: 
 
“Untuk prestasi di tahun 2014 adalah menjadi SPPI terbaik di 
Gunung Kidul, ini yang tingkat sekolah ya mas.” (ED/9/2/2017) 
 
ID menambahkan bahwa: 
 
“Sekolah ini menjadi yang terbaik mungkin karena metode dan 
penanganan ABK. Jadi kita berusaha meningkatkan pelayanan 
kepada ABK ya caranya dengan perbaikan kurikulum dan 
pelatihan-pelatihan guru di tingkat sekolah.” (ID/6/3/2017) 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat dimaknai bahwa tahap 
aplikasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti dilakukan dengan 
cara mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya dana dan 
sumber daya peralatan agar mampu bekerja secara optimal dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. Sejalan dengan kebijakan 
inklusi yang memiliki berbagai permasalahan, sekolah membuat kebijakan 
sekolah untuk menyeselaikan permasalahan tersebut tanpa menunggu 
penyelesaian dari pemerintah. Hasil dari berbagai upaya sekolah dalam 
mengaplikasikan kebijakan pendidikan inklusi adalah sekolah menjadi 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik di Kabupaten Gunung 
Kidul. 
 
Menurut Joko Widodo dalam buku Analisis Kebijakan Publik 
(2006:97-110), unsur yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan 
adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokasi. Empat unsur 
tersebut harus ada dalam implementasi kebijakan pendidikan, khususnya 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo. 
 
a. Komunikasi 
 
Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. 
Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah 
serta kelompok sasaran kebijakan. Pemangku kebijakan terkait pendidikan 
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inklusif di provinsi Yogyakarta adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga DIY. 
 
Dinas mempunyai wewenang atau tugas untuk 
mengkomunikasikan kebijakan pendidikan inklusif kepada seluruh 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di provinsi Yogyakarta. 
Komunikasi kebijakan tersebut harus memuat 2 dimensi, yaitu dimensi 
transformasi dan dimensi kejelasan. 
 
1) Dimensi Transformasi 
 
Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan dapat 
ditransformasikan kepada pelaku kebijakan, kelompok sasaran serta 
pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Transformasi kebijakan 
pendidikan inklusif diawali dengan penunjukan sekolah inklusif 
melalui SK Bupati Gunung Kidul. Kemudian Dinas menunjuk guru 
pembimbing khusus untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. 
Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu ED selaku Kepala Sekolah, 
bahwa: 
 
“Proses implementasi dimulai dari penunjukan Dinas kepada 
sekolah untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan  
inklusif. Kemudian Dinas menunjuk GPK dan mengalokasikan 
dana khusus inklusif. (ED/9/2/2017) 
 
Pernyataan tersebut diperjelas oleh ibu IS, selaku guru mata pelajaran 
dan wakil bagian kurikulum, 
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“Yang saya tahu setelah adanya SK penunjukan Sekolah 
inklusif itu kemudian sekolah mendapatkan GPK.” 
(IS/20/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa 
transformasi kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas DIKPORA 
Provinsi dilakukan melalui penunjukan sekolah sebagai sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif oleh Bupati. Dalam pelaksanaan 
kebijakan inklusifnya, dinas memberikan bantuan dana khusus melalui 
dana BOS. Dan dalam pelaksanaan pembelajarannya, dinas menunjuk 
guru pembimbing khusus untuk membantu memecahkan 
permasalahan siswa berkebutuhan khusus. 
 
2) Dimensi Kejelasan 
 
Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang 
ditransformasikan tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga 
diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan 
sasaran serta substansi dari kebijakan. 
 
Kejelasan yang diterima oleh implementator dan sasaran 
kebijakan sangat penting agar maksud, tujuan dan sasaran kebijakan 
tersebut dapat terpenuhi. Maksud dari kebijakan pendidikan inklusif 
adalah sekolah harus menerima siswa berkebutuhan khusus dan 
memberikan layanan pendidikan kepada mereka. Hal ini senada 
dengan apa yang disampaikan oleh ED: 
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“Inklusi adalah sistem kebijakan di bidang pendidikan tentunya 
ya mas, dimana sekolah tidak melakukan diskriminasi terhadap 
ABK dan sekolah menyelenggarakan sistem pendidikan 
dimana ABK jadi 1 dengan anak regular, belajar dengan anak 
normal di kelas regular.” (ED/9/2/2017) 
 
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh AR  selaku  guru  pembimbing 
 
khusus: 
 
“Pendidikan inklusif adalah pendidikan anti diskriminasi 
kepada seluruh anak baik siswa ABK maupun siswa regular. 
Jadi kalau kebijakan pendidikan inklusif berarti system 
kebijakan yang ramah terhadap ABK dan tidak ada 
diskriminasi tentunya kepada ABK. ABK dapat sekolah dan 
mendapat perlakuan sama di sekolah regular.” (AR/15/2/2017) 
 
Kepahaman  akan  maksud  dari  kebijakan  pendidikan  inklusif  juga 
 
diungkapkan oleh ID: 
 
“Kebijakan pendidikan inklusif adalah sebuah kebijakan 
pendidikan yang mengikutsertakan semua anak dengan latar 
belakang apapun dijadikan satu dengan anak yang pada 
umunya dikatakan normal. Sekolah membimbing anak yang di 
luar dianggap negatif/ miring dengan perlakuan yang sama 
agar nanti ketika anak kembali ke masyarakat dapat diterima 
lagi.” (ID/6/3/2017) 
 
Kepahaman akan maksud dari kebijakan pendidikan inklusif 
 
tersebut karena SMP Ekakapti sudah sangat dekat dengan pendidikan 
 
yang tidak diskriminatif pada seluruh siswa. Sekolah ini sudah 
 
menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 1990, hal ini seperti 
 
yang diungkapkan oleh ED selaku kepala sekolah, 
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“Sudah lama, dulu sekolah terpadu sebelum ditetapkan SK, 
sekolah sudah menerima sejak tahun 1990. Kemudian ada SK 
SPPI tahun 2003.” (ED/9/2/2017) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh ID selaku guru mata pelajaran IPA, 
 
“Sekolah sudah menerima ABK sejak tahun 1990, namun 
menjadi SPPI dengan pencanangan dari kabupaten belum 
lama.” (ID/6/3/2017) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, 
sekolah sudah sejak lama melayani siswa berkebutuhan khusus, karena 
pada mulanya sekolah merupakan sekolah terpadu yang menerima 
siswa berkebutuhan khusus. Kemudian setelah adanya surat keputusan 
dari Bupati, sekolah baru resmi menjadi sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif. 
 
Kebijakan  pendidikan  inklusif  bukanlah  hal  yang tabu  bagi 
 
SMP Ekakapti Karangmojo, tujuan dari kebijakan pendidikan inklusif 
 
yang menekankan pada pelayanan pendidikan yang tidak diskriminatif 
 
sudah diterapkan sejak dahulu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
 
ED, bahwa kebijakan pendidikan inklusi bertujuan agar: 
 
“Supaya pandangan masyarakat terhadap ABK itu menjadi 
baik, karena selama ini baik siswa maupun orang tua yang 
menyekolahkan di SLB itu kan merasa minder dan sekolah 
mencoba memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat 
sekolah di sekolah regular. Sebenarnya manusia itu kan sama 
dihadapan tuhan, yang membedakan itu kan amalnya, tidak 
mengenal ketunaan anak, kita sebagai stakeholder sekolah 
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berupa untuk tidak diskriminasi terhadap seluruh siswa.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  yang  telah  disampaikan,  maka  dapat 
 
ditegaskan bahwa tujuan dan isi kebijakan pendidikan inklusif sudah 
 
sangat dipahami oleh pemangku kebijakan di tingkat sekolah. Siswa 
 
berkebutuhan khusus sebagai sasaran kebijakan pendidikan inklusif 
 
sudah diterima dan diberikan pelayanan khusus oleh sekolah. Sasaran 
 
siswa berkebutuhan khusus yang diterima oleh sekolah adalah siswa 
 
dengan  ketunaan  A,  ketunaan  B  dan  ketunaan  C.  Hal  ini  seperti 
 
pendapat yang disampaikan oleh ED: 
 
“Kalau ketunaan kategori A,B dan C semua diterima tanpa 
melihat nem SD.” (ED/9/2/2017) 
 
Namun demikian, dinas juga tidak berdiam diri dalam upaya 
 
meningkatkan pemahaman sekolah terhadap maksud, tujuan dan 
 
sasaran  serta  substansi  dari  kebijakan  pendidikan  inklusif.  Setelah 
 
dinas  mentransformasikan  kebijakan  pendidikan  inklusif,  kemudian 
 
dinas memberikan berbagai pelatihan kepada guru dan kepala sekolah 
 
terkait pendidikan inklusif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ED, 
 
bahwa: 
 
“…Kepala sekolah dan guru diberikan diklat dan seminar 
terkait pendidikan inklusi, kurikulum dan pengajaran. 
Disamping itu juga ada komunikasi yang baik dari dinas. 
Sering ada sarasehan dan pemikiran dari sekolah inklusif yang 
sudah lama menerima anak berkebutuhan untuk menjingkatkan 
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sekolah inklusif. Dinas mengundang kepala sekolah dalam 
upaya meningkatkan pendidikan inklusif…” (ED/9/2/2017) 
 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh ID, selaku guru mata 
 
pelajaran. ID mengatakan bahwa: 
 
“Kejelasannya sudah cukup jelas dalam penunjukan GPK 
untuk sekolah inklusif, dan Dinas tidak hanya diam saja, 
mereka juga bertanggungjawab membina guru melalui 
pelatihan-pelatihan.” (ID/6/3/2017) 
 
Pendapat ini diperjelas oleh IS, selaku guru mata pelajaran: 
 
“…Kemudian sebagai bentuk kejelasan arah dan tujuan SPPI 
ini, Dinas memberikan berbagai bentuk pelatihan mas sehingga 
memang sudah ditransformasikan dengan baik oleh Dinas 
melalui penunjukan GPK tadi dan kejelasan informasi terkait 
pengajuan dana dan pelatihan-pelatihan.” (IS/20/2/2017) 
 
Dinas juga berusaha memberikan informasi terkait adanya bantuan 
 
sarana prasarana maupun pengajuan dana untuk instansi lain, hal ini 
 
seperti yang diungkapkan oleh ED: 
 
“Dinas selalu berkomunikasi dengan sekolah dalam hal 
pemberian bantuan, misalnya kemarin ada bantuan dari luar 
negeri untuk pembuatan boarding blok bagi anak tuna netra, 
pelandaian lantai untuk siswa disable. Dinas memberikan 
informasi untuk sekolah.” (ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan 
 
bahwa dinas sangat bertanggung jawab dalam memberikan kejelasan 
 
terkait implementasi kebijakan inklusif kepada sekolah. Maksud, 
 
tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan pendidikan inklusif 
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dapat dipahami oleh sekolah karena sekolah sudah menerima siswa 
berkebutuhan khusus sejak tahun 1990. Disamping itu, melalui 
berbagai pelatihan terkait pendidikan inklusif, pelatihan pembinaan 
siswa berkebutuhan khusus, kejelasan informasi terkait pengajuan 
dana serta komunikasi yang baik dari dinas kepada sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif, juga menjadi faktor yang 
memberikan kejelasan bagi sekolah terkait kebijakan pendidikan 
inklusif. 
 
b. Sumber Daya 
 
Sumber daya merupakan sumber-sumber yang sangat diperlukan 
dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber 
daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan (gedung, 
peralatan, tanah dll). Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
di SMP Ekakapti, sumber sumber tersebut secara nyata telah 
memperlancar proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
 
1) Sumber Daya Manusia 
 
Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus 
mencukupi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk 
melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari pimpinan. Oleh karena 
itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara 
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jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai 
 
dengan tugas pekerjaan yang ditangani. 
 
Sumber daya manusia yang paling berperan dalam 
implementasi pendidikan inklusif adalah guru. Ketepatan dan 
kelayakan guru dalam membina siswa berkebutuhan khusus menjadi 
 
kunci sukses keberhasilan pendidikan inklusif. Kompetensi guru di 
 
SMP Ekakapti Karangmojo sudah mencukupi. Dilihat dari 
 
pendidikannya, mayoritas guru sudah bergelar sarjana. Hal ini seperti 
 
yang diungkapkan oleh IS, bahwa: 
 
“Menurut saya sudah cukup dalam arti teman-teman guru di 
sini mayoritas sudah bergelar sarjana dan sudah sesuai relevan 
apa yang dia pelajari waktu kuliah itu lho mas, jurusannya 
sudah sesuai sama dia ngajarnya. Hanya guru seni batik mas 
yang masih diploma.” (IS/20/2/2017) 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ID selaku guru, yaitu: 
 
“Sesama guru yang menangani anak sudah bagus sudah sesuai 
dengan kompetensi dan selalu berusaha memantaskan diri 
untuk menjadi guru yang baik.” (ID/6/3/2017) 
 
Kepala  sekolah  SMP  Ekakapti  juga  memiliki  pendapat  yang sama 
 
terkait kompetensi guru SMP Ekakapti yang sudah memenuhi standar 
 
kompetensi guru, yaitu: 
 
“Kalau untuk guru regular sudah kompeten dan memenuhi 
standar kompetensi guru karena sudah bergelar sarjana.” 
(ED/9/2/2017) 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan 
 
bahwa  sesuai  dengan  pendidikannya,  guru  sudah  kompeten  karena 
 
sudah  bergelar  sarjana.  Hanya  ada  satu  guru  yang belum  bergelar 
 
sarjana. Akan tetapi, dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, 
 
juga perlu keahlian khusus karena ketunaan siswa bermacam-macam. 
 
Dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menangani siswa 
 
berkebutuhan khusus, Dinas Provinsi memberikan berbagai pelatihan. 
 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ID: 
 
“Banyak sekali perannya berupa pelatihan secara lokal maupun 
tingkatnya nasional, contohnya pelatihan di Batam. Pelatihan 
disini mengenai penanganan anak ABK secara ketunaan, 
banyak sekali mendapatkan pelatihan (Dinas KAB dan 
Provinsi).” (ID/6/3/2017) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh AR, selaku GPK: 
 
“Sesuai pendidikannya sudah relevan mas, dalam kaitannya 
dengan pendidikan inklusif juga sudah mayoritas mendapatkan 
pelatihan dari Dinas. Kemarin bagi guru yang belum 
mendapatkan pelatihan kita sering sharing dan berbagi ilmu 
untuk memberikan pelayanan bagi siswa ABK.” 
(AR/15/2/2017) 
 
Pelatihan  dari  Dinas  tersebut  membuka  wawasan  bagi  guru  dalam 
 
menangani siswa berkebutuhan khusus. ID mengatakan bahwa: 
 
“Pelatihan dari Dinas, banyaknya pelatihan membuka wawasan 
guru, contohnya baca tulis braile, cara mengajar tuna rungu 
wicara, BIMTEK sekolah inklusif.” (ID/6/3/2017) 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa, dalam 
 
meningkatkan kompetensi dan pelayanan siswa berkebutuhan khusus, 
 
Dinas  memiliki  andil  yang besar  melalui  berbagai  pelatihan  untuk 
 
guru maupun kepala sekolah. Pelatihan dari Dinas tersebut dilakukan 
 
secara terus menerus, sehingga guru di SMP Ekakapti  sudah 80% 
 
mendapatkan pelatihan.  Hal ini  seperti  yang disampaikan oleh ED 
 
selaku kepala sekolah: 
 
“Kalau untuk guru regular sudah kompeten dan memenuhi 
standar kompetensi guru karena sudah bergelar sarjana dan 
beberapa sudah mengikuti pelatihan dari Dinas, sudah 80%, 
hanya saja untuk guru seni rupa batik itu masih D3.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh ID: 
 
Sudah 80% yang mendapatkan pelatihan dari Dinas.” 
(ID/6/3/2017) 
 
Peran dari dinas pendidikan dalam upaya peningkatan 
 
kemampuan guru tersebut tidak akan bermanfaat apabila hasil dari 
 
pelatihan tidak dibagikan kepada guru yang lain. Guru di SMP 
 
Ekakapti  giat  dalam  berbagi  pengalaman  dalam  menangani  siswa 
 
berkebutuhan khusus. ED mengatakan bahwa: 
 
“Koordinasi diklat secara pribadi oleh sekolah dari guru yang 
sudah mendapatkan diklat.” (ED/9/2/2017) 
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Bagi guru yang sudah menerima pelatihan dari dinas, 
 
bertanggungjawab untuk membagikan ilmunya kepada guru yang lain 
 
melalui sharing antar guru. Hal ini sesuai dengan apa yang 
 
disampaikan oleh ID: 
 
“Sesama guru yang menangani anak sudah bagus sudah sesuai 
dengan kompetensi dan selalu berusaha memantaskan diri 
untuk menjadi guru yang baik, tidak selalu menunggu 
pelatihan dari dinas, secara internal guru-guru selalu belajar 
untuk menjadi guru yang baik melalui sharing dan pelatihan 
dari GPK.” (ID/6/3/2017) 
 
Keberhasilan  sekolah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada 
 
siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 1990 tersebut berkat upaya 
 
dari sekolah untuk memberikan bimbingan kepada guru dalam 
 
menangani siswa berkebutuhan khusus. Tanpa menunggu dari Dinas, 
 
sekolah melakukan pelatihan sendiri melalui kerja sama dengan GPK. 
 
AR mengatakan bahwa: 
 
“Kemarin saya buat simulasi dalam mengajar siswa tuna 
rungu, saya datangkan siswa tuna rungu dari SLB untuk 
memotivasi siswa tuna rungu di sekolah ini dan juga 
memberikan pengetahuan kepada guru dalam mendidik siswa 
tuna rungu. Semua guru antusias dalam mengikuti 
kegiatannya.” (AR/15/2/2017) 
 
Peran dari GPK dalam memberikan pelatihan penanganan siswa 
 
berkebutuhan khusus juga disampaikan oleh ED: 
 
“GPK melakukan simulasi dalam mengajar siswa tuna rungu, 
guru GPK mengajak siswa tunarungu dari SLB, kemudian 
memberikan pelatihan kepada guru cara mengajar siswa 
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berkebutuhan khusus. GPK mendiklat guru-guru di sini.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan berbagai gagasan di atas dapat dimaknai bahwa 
 
keadaan sumber daya manusia di SMP Ekakapti yang berkaitan 
 
dengan  tenaga  pendidikan  sudah  kompeten  karena  sudah  bergelar 
 
sarjana. Dalam pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus, sekolah 
 
sudah  berpengalaman  karena  sudah  menerima  siswa  berkebutuhan 
 
khusus sejak tahun  1990. Pengalaman  tersebut  diasah lagi  melalui 
 
berbagai pelatihan yang diberikan oleh dinas dan pelatihan mandiri 
 
antar guru serta pelatihan yang dilakukan oleh GPK. 
 
Sumber daya manusia yang terpenting bukan hanya sumber 
 
daya yang memiliki keahlian dan ketepatan, namun juga sumber daya 
 
yang patuh dan memiliki visi yang sama dalam upaya meningkatkan 
 
pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus. ED menyatakan bahwa: 
 
“Dalam mendayagunakan seluruh sumber daya di sekolah yang 
paling penting saya lakukan adalah selalu memotivasi seluruh 
sumber daya manusia disini, baik dari guru, pegawai maupun 
siswanya. Terkadang ada guru yang mengeluhkan sikap ABK 
nya yang terkadang mengganggu proses belajar, saya sebagai 
manager ya memberikan motivasi dan dukungan moral kepada 
guru. Jadi yang paling penting dalam sumber daya manusia itu 
adalah keinginan, ketika semua SDM berkeinginan untuk maju 
bersama dalam pendidikan inklusif maka saya tidak perlu 
mengkoordinasi karena semua sudah memiliki tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing.” (ED/9/2/2017) 
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Keinginan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan 
kepada siswa berkebutuhan khusus menjadi kunci utama keberhasilan 
pelayanan siswa berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti. Berbagai 
permasalahan yang dialami siswa berkebutuhan khusus dan berbagai 
fenomena perilakunya bukanlah menjadi sebuah halangan tatkala ada 
keinginan yang besar untuk mendidik serta memberikan pelayanan 
kepada mereka untuk bekal di masa depan. 
 
2) Sumber Daya Keuangan 
 
Senada dengan pentingnya sumber daya manusia, sumber daya 
dana juga memegang peranan penting dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan. Anggaran dana berperan dalam pembiayaan 
operasional, perlengkapan serta insentif para pelaku kebijakan. 
Apabila anggaran dana terbatas, maka akan berpengaruh terhadap 
dimensi kebijakan yang lain, khsusnya sumber daya manusia. 
Terbatasnya anggaran dana akan menyebabkan disposisi dari pelaku 
kebijakan menjadi rendah. 
 
Sumber dana inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo berasal 
dari BOS dan BOSDA melalui dinas pendidikan. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh ED: 
 
“BOS, dana sukarela dan BOSDA Provinsi untuk operasional 
dan pembayaran guru honorer. Sumangan sukarela dari orang 
tua setiap tahun 300 dapat diangsur, untuk siswa tidak mampu 
hanya 150. Dana juga untuk pengembangan ABK melalui 
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pelatihan kerajinan pembuatan bross, sapu dll. Untuk 
pemasarannya dibeli oleh guru-guru dan kemarin mengikuti 
pameran lifeskill. Lalu ada juga dana bos berupa beasiswa 
kepada seluruh ABK. Biasanya jumlah nya satu juta untuk 
setiap anak. Untuk dana boss sendiri segala alokasi dananya 
sudah diatur dan dana nya juga turun selama 4 kali, tri wulan 
pertama 20%, triwulan kedua 40%, ketiga 20% dan terakhir 
20%.“ (ED/9/2/2017) 
 
Pendapat senada juga disampaikan oleh AR selaku GPK: 
 
“Sumber dana berasal dari dana BOS dan BOSDA Provinsi 
dan juga dana sukarela dari siswa, kalau tidak salah jumlahnya 
300 ribu setiap tahunnya.” 
 
IS juga menambahkan bahwa: 
 
“Sumber dana berasal dari dana BOS dan dana sukarela dari 
siswa. SMP Ekakapti merupakan sekolah swasta yang wajib 
memiliki yayasan. Yayasan Ekakapti berasal dari tokoh 
masyarakat yang berperan dalam dukungan, pengawasan, 
pendampingan serta penerimaan siswa baru. Jadi tidak ada 
dana dari yayasan.” 
 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa sumber 
 
dana  inklusif  berasal  dari  dana  BOS  dan  dana  BOSDA  Provinsi 
 
melalui dinas pendidikan. Alokasi dana BOS sudah sangat rinci dalam 
 
pelaksanaannya karena dana tersebut turun berangsur selama 4 
 
tahapan, dimana pada masing-masing tahapannya sudah dirinci 
 
pengalokasian  dana  nya.  Ini  berarti  bahwa  dinas  sudah  mengukur 
 
kebutuhan sekolah dalam pengalokasian dana. 
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Melalui dana BOSDA, daerah juga berperan dalam 
 
pembayaran guru honorer di sekolah. Hal ini berarti bahwa daerah 
 
sudah memikirkan kesejahteraan guru honorer, agar dalam mendidik 
 
siswa lebih memiliki semangat dan disposisi yang arahnya menerima. 
 
Disamping itu, sekolah juga mendapatkan dana dari sumbangan 
 
sukarela siswa yang jumlahnya Rp. 300.000,- setiap tahunnya. 
 
Sekolah Ekakapti merupakan sekolah yang bernaung di bawah 
 
yayasan Ekakapti yang berasal dari tokoh masyarakat setempat. 
 
Sehingga  yayasan ini  tidak memiliki  andil  dalam  pemberian  dana, 
 
hanya berkontribusi dalam dukungan pikiran serta moral. 
 
Sumber dana yang telah disampaikan di atas merupakan dana 
 
pasti yang setiap tahunnya ada dalam proses implementasi kebijakan 
 
pendidikan inklusif. Namun demikian, masih ada dana-dana lain 
 
berupa dana hibah dan dana bantuan yang berasal dari dinas maupun 
 
pihak yang lain. ED mengungkapkan bahwa: 
 
“Kemudian dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kita 
selalu melakukan komunikasi dengan dinas, jadi selama ini 
ketika dinas ada sisa dana, mereka selalu menghubungi kita 
agar kita membuat proposal permohonan dana kepada mereka. 
Dan alhamdulillah tidak pernah mendapatkan penolakan. 
Contohnya ada alat olahraga, alat musik dll. Dinas selalu 
berkomunikasi dengan sekolah dalam hal pemberian bantuan, 
misalnya kemarin ada bantuan dari luar negeri untuk 
pembuatan boarding blok bagi anak tuna netra, pelandaian 
lantai untuk siswa disable. Dinas memberikan informasi untuk 
sekolah.” (ED/9/2/2017) 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa sumber 
dana tidak hanya berasal dari dana BOS, BOSDA maupun sumbangan 
suka rela. Sumber dana juga berasal dari Dinas DIKPORA DIY dan 
pihak-pihak lain yang memberikan sumbangan dana untuk 
pembangunan fasilitas sekolah. 
 
3) Sumber Daya Peralatan 
 
Sumber daya yang terakhir adalah sumber daya peralatan, yaitu 
sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu 
kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang lain. 
Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan, sekolah sudah 
memiliki tanah dan bangunan yang dapat menopang seluruh 
kebutuhan siswa. Status tanah sekolah ini merupakan tanah HGB (hak 
guna bangunan) dengan luas 3.015 m
2
. Bangunan sekolah sudah 
memiliki IMB dengan nomor 187/IMB/2000 yang memiliki luas 
bangunan 1.340 m
2
. 
 
Sekolah sudah memiliki 12 ruang kelas, perpustakaan, ruang 
komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, 
mushola, ruang UKS, 6 toilet, ruang agama serta ruang khusus ABK. 
Berbagai ruangan tersebut sudah dapat diakses oleh siswa 
berkebutuhan khusus, ID menyatakan bahwa: 
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“Fasilitas fisik perpustakaan, alat olahraga dll. Anak 
berkebutuhan khusus sudah bisa mengakses. ABK masih bisa 
menggunakan fasilitas sesuai dengan anak normal lainnya.” 
(ID/6/3/2017) 
 
ED selaku kepala sekolah menambahkan bahwa: 
 
“Sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus sudah 
memadai dan mencukupi, karena permasalahan sekolah selama 
ini tidak terkendala dari segi sarana dan prasarana, namun 
lebih kepada pembimbingan anak berkebutuhan khusus yang 
sangat beragam sekali masalahnya. Jadi untuk sarana dan 
prasarananya selama ini sudah cukup dan sudah menunjang 
untuk anak berkebutuhan khusus. Hanya saja terkait ujian 
nasional yang berbasis computer kita masih kekurangan 
fasilitas komputer.” (ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa selama 
 
ini sarana dan prasarana tidak menjadi kendala sekolah dalam 
 
implementasi kebijakan  pendidikan inklusif karena  yang terpenting 
 
dari  inklusif  adalah  pelayanan  untuk  siswa  berkebutuhan  khusus. 
 
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah sudah dapat diakses 
 
oleh siswa, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Hanya sarana 
 
komputer untuk ujian nasional saja yang menjadi kendala. 
 
Fasilitas yang menunjang pendidikan inklusif tidak selalu 
 
berhubungan  dengan  peralatan  dan  perlengkapan  yang  kasat  mata. 
 
Setiap ketunaan siswa membutuhkan berbagai fasilitas yang berbeda. 
 
AR menyatakan bahwa: 
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“Sarana inklusif tergantung dari jenis ketunaan. Untuk tuna 
grahita dan lambat belajar tidak memerlukan banyak sarana. 
Untuk tuna netra dilakukan pengalihan huruf visual ke huruf 
braile. Untuk tuna rungu memerlukan alat bantu pendengaran 
dan sekolah belum memiliki. Fasilitas tuna rungu diatasi 
dengan pembelajaran yang ramah anak tuna rungu, yaitu 
dengan penyampaian yang jelas dengan bahasa isyarat, 
pendampingan khusus dan siswa tuna rungu diberikan tempat 
duduk di depan. Untuk fasilitas tuna daksa sudah ramah 
dengan pelandaian lantai sekolah.” 
 
Sebagai guru kelas yang sudah mengampu berbagai jenis ketunaan 
 
anak, ID juga mengungkapkan bahwa: 
 
“Selama ini ABK tuna netra sudah terfasilitasi dengan 
pembrailan LKS, tuna grahita tidak banyak fasilitas hanya 
penangananya yang khusus, tuna rungu sudah ada fasilitas 
namun kekurangan alat pendengaran.” (ID/6/3/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  setiap 
 
ketunaan anak membutuhkan fasilitas dan penanganan yang berbeda- 
 
beda. Kemudahan akses bagi tiap ketunaan siswa pun juga berbeda, 
 
dan  hal  ini  juga  tak  luput  dari  perhatian  sekolah.  Sekolah  sudah 
 
memiliki fasilitas-fasilitas yang khusus bagi siswa berkebutuhan, 
 
diantaranya  adalah  fasilitas boarding  blok,  pelandaian  lantai,  alat 
 
olahraga dan alat musik. IS menyatakan bahwa: 
 
“Untuk sarana sekolah kita sudah memiliki boarding block 
sama huruf braile di setiap kelas untuk siswa tuna netra, 
kemudian lantai dibuat landai agar ramah ABK, ada juga alat 
musik untuk abk, treatmill juga ada mas. Yang masih kurang 
terkait komputer itu tadi mas.” (IS/20/2/2017) 
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Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, sarana 
 
tersebut memang sudah dimiliki oleh sekolah. Setiap ruangan sudah 
 
memiliki  nama  ruangan  yang berbentuk  braile.  Kemudian  jalan  di 
 
setiap lorong kelas yang menjadi akses siswa ke berbagai ruangan juga 
 
sudah menggunakan boarding block, alat olahraga dan alat musik juga 
 
sudah ramah untuk siswa berkebutuhan khusus. Namun memang 
 
sekolah masih memiliki beberapa kekurangan sarana, diantaranya 
adalah sarana komputer untuk ujian nasional dan alat bantu 
pendengaran. 
 
Kekurangan fasilitas tersebut disiasati baik oleh sekolah 
 
melalui kerja sama dengan pihak lain dan pembimbingan intensif. ED 
 
menyatakan bahwa: 
 
“…dan juga bekerjasama dengan SMK Muh Wonosari dalam 
ujian nasional, karena komputer sekolah belum mencukupi.” 
 
Kemudian dalam upaya mengatasi permasalahan fasilitas alat bantu 
 
pendengaran, sekolah memberikan bimbingan intensif kepada siswa 
 
tuna rungu. AR menyatakan bahwa: 
 
“…untuk tuna rungu itu mungkin yang perlu adalah alat bantu 
pendengaran ini sekolah belum punya. Beberapa tahun yang 
lalu siswa tuna rungu sudah memiliki alat bantu pendengaran 
sendiri, kalau sekarang belum memiliki. Tapi sebenarnya itu 
bukan menjadi sebuah masalah karena guru mata pelajaran 
yang mendidik dia di kelas sudah mendapat pelatihan cara 
mengajar, salah satunya dengan mimic mulut yang jelas dalam 
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melafaskan kata-kata. Kemudian siswa tuna rungu tersebut kita 
dudukkan di depan dan kita bimbing secara khusus.” 
(AR/15/2/2017) 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa 
 
permasalahan sarana dan fasilitas sekolah tersebut sudah dapat diatasi 
 
oleh sekolah. Sekolah memahami bahwa sumber daya peralatan 
 
memberi peran dalam memudahkan pemberian layanan dalam 
 
implementasi  kebijakan.  Terbatasnya  fasilitas  yang  tersedia  kurang 
 
menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam 
 
melaksanakan kebijakan. 
 
c. Disposisi/ Kemauan 
 
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau 
 
kesepakatan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. ED 
 
mengemukakan bahwa: 
 
“Selama ini seluruh guru menerima anak berkebutuhan khusus dan 
setting inklusif yang diterapkan, karna memang sudah komitmen 
lama dari sekolah untuk melayani anak berkebutuhan khusus.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Kesepakatan para pelaku kebijakan pendidikan inklusif juga diungkapkan 
 
oleh IS: 
 
“Karena memang sekolah ini merupakan sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif maka seluruh SDM disini memang sudah di 
setting sedemikian rupa oleh kepala sekolah untuk menerima 
adanya kebijakan pendidikan inklusif.” (IS/20/2/2017) 
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Para pelaksana kebijakan tidak hanya tahu mengenai hal apa yang 
 
harus dilakukan, akan tetapi juga harus memiliki kemauan dalam 
 
melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga elemen respon yang dapat 
 
mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu 
 
kebijakan. Elemen tersebut antara lain adalah pengetahuan, pemahaman 
 
dan pendalaman. Elemen tersebut sudah mengakar di dalam sumber daya 
 
manusia di SMP Ekakapti karena sekolah sudah menerima siswa 
 
berkebutuhan khusus sejak 1990. 
 
Bukti dari mengakarnya ketiga elemen tersebut adalah dari arah 
 
respon mereka yang menerima siswa berkebutuhan khusus. IS 
 
mengungkapkan bahwa: 
 
“Konkritnya guru melakukan pendampingan secara khusus 
terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk anak yang tertutup 
setiap guru melakukan pendekatan secara individu, guru dengan 
siswa memiliki kedekatan emosional yang tinggi dibuktikan 
dengan dekatnya anak dengan guru dan setiap anak memiliki 
masalah selalu curhat dengan gurunya. Disamping itu guru mau 
memberikan penambahan belajar untuk anak berkebutuhan khusus 
setelah pulang sekolah, guru dijadwal untuk memberikan 
bikmbingan kepada anak berkebutuhan khusus dan selama ini 
tidak ada penolakan dari para guru, justru guru semakin sadar 
bahwa ini merupakan amal jariyah yang akan dia petik ketika dia 
sudah meninggal dunia.” (IS/20/2/2017) 
 
Menerima siswa berkebutuhan khusus menjadi kunci utama dalam 
 
menyelenggarakan pendidikan inklusif. ID menyatakan bahwa: 
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“Sportifitas dan semangat guru untuk mendidik ABK, keinginan 
dan kemauan dari SDM pendidik. Faktor internal untuk menerima 
anak berkebutuhan khusus, bagi orang yang tidak pernah 
memegang ABK kan awalnya akan merasa malas, mengajar orang 
yang lebih enak aja bias kenapa mengajar anak yang kurang. Jadi 
kuncinya adalah keinginan dan kemauan, mau menerima anak 
berkebutuhan khusus.” (ID/6/3/2017) 
 
Keiklasan guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa 
 
berkebutuhan khusus tersebut menjadi bukti nyata bentuk menerima guru 
 
terhadap siswa berkebutuhan khusus. Menerima bukan hanya berarti mau 
 
memberikan  bimbingan,  namun  juga  mau  belajar  dan  antusias  dalam 
 
usaha meningkatkan pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus. AR 
 
menyatakan bahwa: 
 
“Keinginannya tinggi ya mas, dibuktikan dengan antusiasme guru 
untuk lebih memahami cara mendidik ABK. Kemarin saya buat 
simulasi dalam mengajar siswa tuna rungu, saya datangkan siswa 
tuna rungu dari SLB untuk memotivasi siswa tuna rungu di 
sekolah ini dan juga memberikan pengetahuan kepada guru dalam 
mendidik siswa tuna rungu. Semua guru antusias dalam mengikuti 
kegiatannya.” (AR/15/2/2017) 
 
ED menambahkan, bahwa: 
 
“Bentuk kongkritnya adalah setiap guru selalu memberikan 
pendampingan kepada seluruh anak dengan berbagai jenis dan 
bentuk permasalahannya. Kemudian dalam usaha meningkatkan 
kualitas sekolah inklusif ini, misalnya dalam perombakan 
kurikulum seluruh guru aktif dan antusias dalam modifikasi 
kurikulumnya.” (ED/9/2/2017) 
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Disposisi atau keinginan sumber daya manusia di SMP Ekakapti s 
 
tinggi,  dibuktikan  dengan  komitmen  mereka  untuk  selalu  aktif  dalam 
 
usaha menyelenggarakan pendidikan dengan setting inklusif. Guru tidak 
 
membedakan siswa berkebutuhan dengan siswa normal dibuktikan dengan 
 
kemauan guru dalam memberikan bimbingan terhadap siswa ABK. Tidak 
 
hanya itu, guru juga selalu berusaha meningkatkan pelayanan terhadap 
 
siswa  berkebutuhan  khusus  juga  menjadi  bukti  bahwa  SDM  di  SMP 
 
Ekakapti menerima kebijakan pendidikan inklusif. 
 
d. Struktur Birokrasi 
 
Struktur birokasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, 
pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan hubungan 
organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan amanat Permendiknas 
 
No.70 tahun 2009 adalah dengan menambahkan koordinator pendidikan 
 
inklusif. Hal ini sudah dilakukan oleh SMP Ekakapti sebagai salah satu 
 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. ED mengungkapkan bahwa: 
 
“Sebenarnya saya ini kan kepala sekolah baru mas. Karena kepala 
sekolah yang lama bertugas di dinas kabupaten. Kemudian untuk 
koordinator pendidikan inklusif yang kemarin kan saya. Karena ini 
ada pergantian kepala sekolah dan yayasan menunjuk saya maka 
kami belum menjunjuk koordinator pendidikan inklusif. Ini 
kenapa, karena dari teman-teman guru merasa bahwa tidak perlu 
menunjuk koordinator baru, karena pendidikan inklusif nya sudah 
berjalan dengan baik.” (ED/9/2/2017) 
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Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh IS, bahwa: 
 
“Sesuai yang saya sampaikan tadi ya mas, kita sudah memiliki 
koordinator pendidikan inklusif. Karena memang sekarang terjadi 
pergantian kepala sekolah dimana kepala sekolah yang sekarang 
merupakan koordinator pendidikan inklusif pada jabatan 
sebelumnya maka dari teman-teman guru sudah berkoordinasi dan 
tidak melakukan penunjukan koordinator baru mas karena 
Alhamdulillah tidak ada masalah dan kita berjalan mengalir saja. 
Sekarang kan tinggal menjalankan, jadi kami dari guru-guru 
merasa Ibu Kepala Sekolah bisa merangkap jabatan.” 
(IS/20/2/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  dimaknai  bahwa  struktur 
 
birokrasi di SMP Ekakapti sudah sesuai dengan amanat Permendiknas 
 
No.70  tahun  2009.  Karena  terjadi  pergantian  kepala  sekolah,  jabatan 
 
koordinator pendidikan inklusif dirangkap oleh kepala sekolah. 
 
Koordinator  pendidikan  inklusif  bertanggungjawab  dalam  berbagai  hal 
 
yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. ED mengungkapkan: 
 
“Koordinator berperan dalam assesmen ABK, setelah guru 
mengidentifikasi kekurangan siswa, kemudian data siswa diberikan 
kepada Koordinator untuk kemudian dilakukan assesmen dengan 
GPK. Koordinator juga bertugas dalam menyelesaikan permasalahan 
anak berkebutuhan khusus dan dalam mengusahakan bantuan baik 
berupa sarana-prasarana maupun dana untuk penyelenggaraan 
pendidikan inklusif.” (ED/9/2/2017) 
 
Dengan adanya koordinator pendidikan inklusif, maka 
 
tanggungjawab pendidikan inklusif juga menjadi lebih jelas. ID 
 
menjelaskan bahwa: 
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“Koordinator pendidikan inklusif cukup ibu kepala sekolah tidak 
ada struktural sekertaris, bendahara dll. Dan selama ini tidak 
menjadi masalah, malah menjadi sebuah solusi dalam pembagian 
tanggungjawab.” (ID/6/3/2017) 
 
Senada dengan ID, AR juga mengungkapkan bahwa: 
 
“Justru dengan adanya koordinator ini membantu dalam mengurusi 
kebijakan inklusinya mas. Jadi walaupun terkotak-kotak tapi 
menjadi jelas tanggungjawabnya.” (AR/15/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa koordinator 
 
pendidikan inklusif memegang peranan penting dalam implementasi 
 
kebijakan pendidikan inklusif. Dengan adanya koordinator tersebut, maka 
 
tanggungjawabnya menjadi semakin jelas. Karena dalam struktur 
 
organisasi yang ada di SMP Ekakapti, tidak hanya terdapat koordinator 
 
pendidikan  inklusif  saja,  namun  juga  terdapat  koordinator  kurikulum, 
 
kesiswaan, sarana, humas dan pembina OSIS. 
 
Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya 
 
kerja sama yang baik dari banyak orang. Fragmantasi organisasi 
 
(organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang 
 
diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. 
 
Namun disisi lain, dapat memudahkan dalam pembagian tugas dan 
 
tanggung jawab.  Hal ini  sesuai dengan pendapat  IS  yang menyatakan 
 
bahwa: 
 
“Sekarang kan tinggal menjalankan, jadi kami dari guru-guru merasa 
Ibu Kepala Sekolah bisa merangkap jabatan. Dari sini saya tarik 
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kesimpulan bahwa ini pasti tidak ada fragmentasi organisasi, sudah 
tidak terkotak-kotak lagi.” (IS/ 20/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa dengan 
penunjukan koordinator pendidikan inklusif, memiliki dua konsekwensi. 
Konsekwensi pertama adalah memudahkan dalam pembagian 
tanggungjawab. Konsekwensi kedua adalah menyebabkan fragmantasi 
organisasi. Akan tetapi fragmentasi organisasi tersebut dapat diatasi 
dengan kerja sama antara koordinator yang ada di sekolah, seperti 
koordinator kurikulum, sarana, humas dan lainnya. Disamping itu, karena 
pendidikan inklusif sudah diimplementasikan dengan baik dan sudah 
berjalan dengan baik, maka fragmentasi organisasi bukan lagi menjadi 
sebuah konsekwensi yang bermasalah. 
 
2. Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Ekakapti 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti 
 
Karangmojo memiliki berbagai faktor pendukung yang mensukseskan 
terselenggaranya pendidikan yang tidak diskriminatif kepada semua siswa. 
Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif diantaranya 
adalah banyaknya pelatihan dari dinas kepada tenaga pendidikan terkait 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif, keinginan/ disposisi dari pelaku 
kebijakan untuk menerima siswa ABK, kerja sama antar guru dan kerja sama 
dengan orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ID, bahwa: 
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“Pelatihan dari Dinas, banyaknya pelatihan membuka wawasan guru, 
contohnya baca tulis braile, cara mengajar tuna rungu wicara, 
BIMTEK sekolah inklusif. Lalu kerjasama antara guru, bagaimana 
menjalankan inklusif agar inklusif bukan hanya sebuah nama, namun 
guru belajar bersama untuk bisa menangani anak berkebutuhan 
khusus. Sportifitas dan semangat guru untuk mendidik ABK. 
Keinginan dan kemauan dari SDM pendidik. Faktor internal untuk 
menerima anak berkebutuhan khusus, bagi orang yang tidak pernah 
memegang ABK kan awalnya akan merasa malas, mengajar orang 
yang lebih enak aja bias kenapa mengajar anak yang kurang. Jadi 
kuncinya adalah keinginan dan kemauan, mau menerima anak 
berkebutuhan khusus. Lalu keaktifan dari Ibu kepala sekolah dalam 
mencari bantuan dana ke dinas. Disamping itu juga kepedulian orang 
tua yang berkebutuhan khusus tinggi dalam berkomunikasi dengan 
sekolah menanyakan keadaan dan kemajuan anak nya.“ (ID/6/3/2017) 
 
Sebagai guru pembimbing khusus, AR juga memiliki pendapat yang sama: 
 
“Faktor yang mendukung adalah keinginan mas. ABK ini kan penuh 
dengan berbagai keunikannya. Jika SDM nya tidak memiliki 
keinginan yang kuat pasti dan pasti SPPI ini hanyalah sebuah 
kebijakan sajja. Disamping itu juga pelatihan dari dinas, kerja sama 
antara GPK dan guru mata pelajaran dalam membina dan 
membimbing ABK ini yang menjadi kuncinya. Karena SPPI sukses 
ketika ABK ini dapat pelayanan yang baik.” (AR/15/2/2017) 
 
Senada dengan apa yang disampaikan oleh ID dan AR, ED menambahkan 
 
bahwa: 
 
“Guru2 sudah berangsur angsur mendapatkan pelatihan sehingga 
kompetensi guru yang sudah terlatih sangat mendukung keberhasilan 
dari implementasi pendidikan inklusif. Kemauan dari para guru untuk 
membina anak berkebutuhan khusus. Pendanaan dari dana boss, 
usulan beasiswa untuk ABK, sumbangan sukarela dari siswa dan 
tentunya kerjasama dengan berbagai pihak.” (ED/9/2/2017) 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pelatihan dari 
 
dinas dan disposisi dari pelaku kebijakan menjadi faktor penting yang dapat 
 
menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
 
Disamping itu, sumber dana dan kerja sama sekolah dengan berbagai pihak 
 
juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
 
ED mengungkapkan bahwa: 
 
“Sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan 
SLB C wonosari dalam assesmen dan GPK. Bekerja sama dengan 
dokter dan GPK dalam pemeriksaan kesehatan mata siswa. Puskesmas 
dalam pemeriksaan kesehatan, tinggi badan, berat badan. Kemudian 
sekolah juga bekerja sama dengan Polsek dalam pengamanan jalan di 
pagi hari pada jam 06.00 - 07.15 WIB dan setiap beberapa bulan kita 
berikan waktu untuk mengarahkan siswa saat upacara bendera, baik 
arahan dalam berkendara, larangan merokok, narkoba dll. Dan juga 
bekerjasama dengan SMK Muh Wonosari dalam ujian nasional, 
karena komputer sekolah belum mencukupi. Kemudian jelas ya mas 
dengan Dinas DIKPORA Provinsi dalam hal komunikasi segala 
arahan dan program dari Dinas baik terkait lowongan dana, pelatihan 
dan upaya peningkatan pendidikan inklusif. Kerja sama dengan Dinas 
Kabupaten dalam assesmen pra ujian nasional. Dan yang terakhir kita 
juga kerja sama dengan SD inklusif dan SD regular dalam penerimaan 
siswa baru.” (ED/9/2/2017) 
 
Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan 
 
tersebut sangat penting dan mendukung implementasi kebijakan pendidikan 
 
inklusif. Namun yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya peralatan 
 
sekolah yang menunjang proses pembimbingan kepada anak berkebutuhan 
 
khusus. IS mengungkapkan bahwa: 
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“Media pembelajaran yang dimiliki, pembrailan soal dan untuk anak 
low vision menggunakan laptop, untuk abk yang terbatas disediakan 
alat olahraga. Media untuk anak tuna netra dengan adanya boarding 
blok dan pembrailan ruangan. Pelatihan kepada guru dari dinas itu 
sangat membantu kami dalam mensukseskan kebijakan pendidikan 
inklusif.” (IS/20/2/2017) 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat dimaknai bahwa faktor 
 
yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusif  di  SMP 
 
Ekakapti Karangmojo adalah pelatihan dari dinas, disposisi/ keinginan dari 
 
pelaku kebijakan, sumber daya dana, sumber daya peralatan dan kerja sama 
 
antar guru dan kerja sama sekolah dengan pihak lain. 
 
3. Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Ekakapti 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti sudah 
 
berjalan dengan baik dan berprestrasi sebagai sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif terbaik di Gunung Kidul. Namun dalam setiap 
pelaksanaan kebijakan tersebut, masih memiliki beberapa kendala yang 
dihadapi. Kendala yang dihadapi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif. Kendala yang menghambat pelaksanaan 
kebijakan tersebut dijelaskan oleh Ibu ED selaku Kepala Sekolah. Beliau 
 
mengungkapkan bahwa: 
 
“Waktu dari GPK di sekolah masih sangat minim yang hanya satu kali 
dalam satu minggu. Disamping itu, sekolah hanya mendapatkan satu 
GPK dari dinas dan itu sangat kurang sehingga guru mapel harus 
bekerja ekstra keras dalam membimbing dan menyelesaikan berbagai 
masalah ABK.” (ED/9/2/2017) 
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Senada  dengan  ED,  ID  juga  mengungkapkan  bahwa  permasalahan  yang 
 
menghambat kebijakan pendidikan inklusif adalah GPK. ID mengungkapkan 
 
bahwa: 
 
“Alhamdulillah gag ada faktor yang menghambat, bukan dari dana 
juga mas. Dana nya tidak kurang karena pemerintah sudah 
mengalokasikan. Seandainya ada kekurangan berusaha menutupi. 
Jangan sampai masalah dana menghambat anak-anaknya. Mungkin 
kalau bisa ada penambahan jam dari GPK, kalau bisa setiap hari 
datang ke sekolah.” (ID/6/3/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  faktor  utama 
 
yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah jumlah 
 
GPK dan alokasi waktu GPK di sekolah yang masih minim. IS 
 
menambahkan, ada faktor lain yang menghambat kebijakan pendidikan 
 
inklusif, yaitu terkait masalah kurikulum. IS mengemukakan bahwa: 
 
“Kalau dulu hambatannya intisari dalam kebijkan inklusif itu belum 
terpenuhi. Dalam hal administrasi kurikulum masih kurang dan itu 
menghambat. Sekolah sudah menerapkan inklusif lama tapi modifikasi 
kurikulum baru dilakukan beberapa th yang lalu. Kalau sekarang 
sudah tidak ada hambatan lagi. “ (IS/20/2/2017) 
 
Selain permasalahan kurikulum dan alokasi waktu GPK, sekolah juga 
 
memiliki kendala terkait sumber daya peralatan komputer yang menghambat 
 
dalam proses ujian nasional. AR mengungkapkan bahwa: 
 
“Faktor penghambat yang kita alami dalam ujian nasional berbasis 
komputer mas. Karena sekolah ini belum memiliki komputer yang 
menunjang seluruh siswa.” (AR/15/2/2017) 
 
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ED: 
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“Kendala ABK saat UNAS kan wajib memakai computer, jadi ada 
ABK yang berulah sampai rusak komputernya. Padahal kita UNAS 
kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Wonosari. Lalu solusinya 
dengan cara pendampingan oleh guru untuk anak ABK saat ujian 
nasional. Dan juga melakukan simulasi ujian nasional. Lalu juga 
terkait masalah motivasi belajar rendah, ada yang jarang berangkat 
sekolah, ada siswa yang diperingatkan berkali kali untuk memasukkan 
baju tapi ngeyel. Solusinya dengan pendampingan, kunjungan dan 
pendekatan individu.“ (ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  bukan  hanya 
 
masalah sumber daya peralatan saja yang menghambat implementasi 
 
kebijakan pendidikan inklusif, namun siswa sebagai sasaran kebijakan 
 
pendidikan inklusif pun juga memberikan hambatan. Hal ini juga sama seperti 
 
pendapat yang disampaikan oleh AR: 
 
“Untuk siswa ABK mayoritas yang bermasalah adalah siswa grahita 
karena mereka terkadang mengganggu siswa yang lain. Dalam 
mengatasi masalah dengan pendekatan secara individual. Memahami 
karakter siswa tersebut agar mau nurut guru dan mengikuti kegiatan 
belajar mengajar.” (AR/15/2/2017) 
 
Permasalahan siswa berkebutuhan khusus bukan saja bersumber dari 
 
ketunaannya. Namun juga berasal dari pengaruh lingkungan luar sekolah. Hal 
 
ini seperti yang disampaikan oleh IS, bahwa: 
 
“Permasalahan adalah pengaruh teman dari luar sekolah mas. Depan 
sekolah kan ada warung yang biasanya dipakai untuk nongkrong siswa 
yang membolos sekolah, kemudian sekolah membuat sebuah 
kebijakan untuk menutup gerbang sekolah dan tidak memperbolehkan 
siswa jajan di luar sekolah karena telah didapati beberapa siswa 
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merokok disana, dari baunya kan sudah terasa kalau siswa itu merokok 
mas.” (IS/20/2/2017) 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat dimaknai bahwa 
berbagai permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif terkait permasalahan alokasi dan jumlah GPK yang membantu 
sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Disisi lain, kurikulum juga 
menjadi masalah dalam proses belajar mengajar walaupun saat ini sudah 
dilakukan modifikasi oleh team pengembang kurikulum. Dan terkait sumber 
daya peralatan, sekolah masih kekurangan komputer dalam pelaksanaan ujian 
nasional. Dari berbagai permasalahan di atas tentunya memberikan dampak 
pada peserta didik, khusus nya siswa berkebutuhan khusus. Siswa 
berkebutuhan khusus memiliki berbagai permasalahan yang tergantung dari 
jenis ketunaannya serta permasalahan karena pengaruh dari luar sekolah. 
 
4. Strategi Mengatasi Hambatan 
 
Hambatan yang dialami oleh sekolah dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif terkait masalah GPK, peralatan komputer, kurikulum dan 
permasalahan ketunaan siswa yang menghambat proses belajar mengajar serta 
pengaruh dari luar lingkungan sekolah. Dalam mengatasi hambatan tersebut, 
sekolah memiliki strategi yang tertuang dalam kebijakan sekolah. 
 
Permasalahan alokasi waktu dan jumlah GPK di sekolah diatasi 
dengan kebijakan pelatihan mandiri dari sekolah, dimana sekolah 
memanfaatkan guru yang sudah mendapat pelatihan penanganan ABK serta 
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bekerja sama dengan guru pembimbing khusus. Kepala sekolah juga selalu 
 
aktif dalam memberikan usulan kepada Dinas DIKPORA untuk menambah 
 
jumlah GPK. Selain itu, guru juga berusaha memantaskan diri sebagai GPK 
 
dalam memberikan bimbingan kepada siswa berkebutuhan khusus.  Selaku 
 
kepala sekolah, ED menyatakan bahwa: 
 
“Selalu aktif dalam usulan kepada Dinas untuk penambahan guru 
ABK dan alokasi guru ABK. Koordinasi diklat secara pribadi oleh 
sekolah dari guru yang sudah mendapatkan diklat. Sharing dengan 
guru pendamping khusus. GPK melakukan simulasi dalam mengajar 
siswa tuna rungu, guru GPK mengajak siswa tunarungu dari SLB, 
kemudian memberikan pelatihan kepada guru cara mengajar siswa 
berkebutuhan khusus. GPK mendiklat guru-guru di sini.” 
(ED/9/2/2017) 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh IS: 
 
“Pelatihan sekolah untuk meningkatkan guru dalam pengelolaan 
kelas.”(IS/20/2/2017) 
 
Masih sama dengan pendapat ED dan IS, ID juga menyatakan bahwa 
 
kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi berupa: 
 
“Strateginya dengan kerja sama dengan GPK untuk berlatih bersama 
dalam membina ABK.” (ID/6/3/2017) 
 
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  sekolah  membuat  sebuah  kebijakan 
 
pelatihan mandiri yang menjadi strategi dalam menyelesaikan permasalahan 
 
ABK dan meningkatkan pelayanan serta pembimbingan kepada siswa 
 
berkebutuhan khusus. Kemudian, dalam upaya menyelesaikan permasalahan 
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komputer dalam ujian nasional, sekolah bekerja sama dengan SMK 
 
Muhammadiyah Wonosari. ED menyatakan bahwa: 
 
“…dan juga bekerjasama dengan SMK Muh Wonosari dalam ujian 
nasional, karena komputer sekolah belum mencukupi. (ED/9/2/2017) 
 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh AR: 
 
“Strateginya dengan kerja sama sekolah dengan SMK Muhammadiyah 
Wonosari. “ (AR/15/2/2017) 
 
Ujian nasional berbasis komputer sempat menjadi masalah bagi siswa 
 
berkebutuhan khusus. Namun permasalahan tersebut diatasi dengan 
 
pendampingan ABK dalam penggunaan komputer serta sekolah melakukan 
 
simulasi ujian nasional berbasis komputer. ED menjelaskan bahwa: 
 
“Kendala ABK saat UNAS kan wajib memakai computer, jadi ada 
ABK yang berulah sampai rusak komputernya. Padahal kita UNAS 
kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Wonosari. Lalu solusinya 
dengan cara pendampingan oleh guru untuk anak ABK saat ujian 
nasional. Dan juga melakukan simulasi ujian nasional.”(ED/9/2/2017) 
 
Sekolah juga memiliki kebijakan perombakan kurikulum dalam upaya 
 
peningkatan kualitas pendidikan inklusif agar intisari dari kebijakan 
 
pendidikan inklusif tersebut dapat tercapai. Sejak dahulu sekolah sudah 
 
memberikan pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus, namun 
 
dalam  administrasi  kurikulum,  sekolah  baru  saja  melakukan  perombakan. 
 
Selaku wakil koordinator bagian kurikulum IS menjelaskan bahwa: 
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“Terkait pendidikan inklusif sekolah memiliki berbagai kebijakan 
salah satunya adalah modifikasi kurikulum KTSP yang ramah 
terhadap ABK.” (IS/20/2/2017) 
 
ED juga menyatakan bahwa sekolah membuat kebijakan modifikasi 
 
kurikulum dengan setting inklusif: 
 
“Kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan setting inklusif ini 
dengan cara memodifikasi kurikulum. Kurikulum KTSP kita rubah 
dengan penambahan penanganan untuk ABK.” (ED/9/2/2017) 
 
Modifikasi kurikulum tersebut dilakukan dengan melibatkan tim pengembang 
 
kurikulum. IS menegaskan bahwa: 
 
“…modifikasi kurikulumnya melibatkan tim pengembang kurikulum, 
yaitu kepala sekolah,komite, semua guru karena harus membuat 
silabus dan RPP.” (IS/20/2/2017) 
 
IS juga menambahkan bahwa: 
 
“Kemudian untuk langkah penyusunan kurikulumnya yaitu membuat 3 
buku kurikulum. Buku 1 berisi pendahuluan tujuan, visi, misi, struktur 
dan muatan kurikulum serta addendum untuk ABK yang kesemuanya 
harus disahkan oleh kepala dinas. Setelah buku 1 ini selesai kemudian 
dimintakan rekomendasi dari pengawas lalu disahkan di dinas. Buku 2 
berisi silabus dan mata pelajaran semua guru. Dan buku 3 berisi RPP. 
Jadi perbedaan modifikasi KTSP terletak pada indikator pembelajaran 
yang sama namun kesulitannya dibedakan antara yang ABK dengan 
siswa normal. Jadi setiap guru wajib membuat silabus dan RPP untuk 
mengembangkan penanganan bagi ABK nya. “(IS/20/2/2017) 
 
Permasalahan kurikulum tersebut sudah dapat teratasi dengan 
 
modifikasi kurikulum, yang mana modifikasi kurikulum tersebut sudah dapat 
 
diimplementasikan. Akan tetapi, terkait permasalahan ABK yang  sangat 
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kompleks, tidak dapat begitu saja diatasi dengan hanya membuat satu 
 
kebijakan. Sekolah memiliki berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi 
 
permasalahan ABK, baik masalah akademis, masalah ketunaannya maupun 
 
pengaruh dari luar sekolah. 
 
Masalah  akademis  yang  dihadapi  oleh  siswa  ABK,  diatasi  dengan 
 
kebijakan  penambahan  jam  belajar  dan  pendampingan  secara  khusus.  ED 
 
menjelaskan bahwa: 
 
“Kemudian sekolah melakukan pendampingan siswa ABK dengan 
penambahan jam belajar. Dan ini sudah kita jadwalkan untuk guru-
gurunya. “(ED/9/2/2017) 
 
IS menambahkan bahwa: 
 
“Lalu ada pendampingan untuk ABK yang bermasalah, tambahan jam 
pelajaran untuk ABK juga ada.”(IS/20/2/2017) 
 
Upaya memberikan kepahaman melalui bimbingan yang dilakukan oleh guru 
 
juga bekerja sama dengan siswa. IS mengatakan bahwa: 
 
“Terkadang ada anak berkebutuhan yang merasa nyaman jika 
dijelaskan oleh temannya sendiri, kemudian kita programkan 
pembimbingan teman sebaya dalam kelas.” (IS/20/2/2017) 
 
Masalah ketunaan siswa ABK yang beragam diselesaikan oleh guru 
 
mata  pelajaran.  Karena  masalah  ketunaan  tersebut  terkadang mengganggu 
 
proses belajar mengajar. Melalui pendekatan secara individual dengan cara 
 
mengenali dan memahami karakter siswa, permasalahan siswa tersebut akan 
 
mudah diatasi. 
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“Untuk siswa ABK mayoritas yang bermasalah adalah siswa grahita 
karena mereka terkadang mengganggu siswa yang lain. Dalam 
mengatasi masalah dengan pendekatan secara individual. Memahami 
karakter siswa tersebut agar mau nurut guru dan mengikuti kegiatan 
belajar mengajar.” (AR/15/2/2017) 
 
Melalui pemberian tanggungjawab, siswa yang bermasalah tidak akan 
 
mengganggu siswa yang lain. IS mengatakan bahwa: 
 
“Untuk anak yang nakal dan nyeleneh itu dijadikan sebagai ketua 
kelas atau kelompok, agar mereka tanggung jawab, seperti siswa yang 
memiliki tuna grahita sedang kita kasih tanggungjawab sebagai ketua 
kelas dan pada kenyataannya mereka lebih bertanggungjawab. Biar 
tidakmenggangu temennya kita kasih tanggungjawab.” (IS/20/2/2017) 
 
Untuk menyelesaikan permasalahan pengaruh siswa dari luar sekolah, 
 
sekolah  membuat  kebijakan  penutupan  gerbang  sekolah  yang  dijaga  oleh 
 
satpam saat istirahat.  IS mengungkapkan bahwa: 
 
“Permasalahan adalah pengaruh teman dari luar sekolah mas. Depan 
sekolah kan ada warung yang biasanya dipakai untuk nongkrong siswa 
yang membolos sekolah, kemudian sekolah membuat sebuah 
kebijakan untuk menutup gerbang sekolah dan tidak memperbolehkan 
siswa jajan di luar sekolah karena telah didapati beberapa siswa 
merokok disana, dari baunya kan sudah terasa kalau siswa itu merokok 
mas.” (IS/20/2/2017) 
 
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat jam istirahat, 
 
seluruh siswa jajan di kantin sekolah dan tidak diperbolehkan untuk keluar 
 
dari lingkungan sekolah. Hal ini berarti bahwa kebijakan sekolah tersebut 
 
memang ada dan sudah diterapkan. 
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Permasalahan-permasalahan  siswa  berkebutuhan  khusus  sebenarnya 
 
sudah ditangani dengan baik oleh sekolah. Dalam upaya tersebut, sekolah juga 
 
bekerja sama dengan orang tua dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
 
siswa ABK. Sekolah memiliki kebijakan kunjungan siswa bermasalah. ED 
 
menyatakan bahwa: 
 
“Lalu terkait ABK yang bermasalah kita adakan kunjungan kepada 
siswa berkebutuhan khusus dengan sekolah memberikan alokasi dana 
transportasi untuk guru. “(ED/9/2/2017) 
 
Selain dengan mengunjungi siswa, sekolah juga selalu berkomunikasi 
 
dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus. Orang tua dari siswa tersebut 
 
justru sangat peduli kepada anaknya. Bahkan lebih peduli dari pada siswa 
 
yang dikatakan normal. ED menambahkan bahwa: 
 
“Saling berkomunikasi terkait masalah anak, nilai anak, ketertiban 
anak. Kunjungan siswa dalam menyelesaikan permasalahan ABK di 
sekolah. Bahkan ada guru yang mengantarkan siswa ke rumah setiap 
hari karena ada siswa tuna grahita ringan yang pulang harus sama 
gurunya. Ini menjadi satu hal yang anda tanyakan tadi terkait hal nyata 
keinginan guru menerima siswa berkebutuhan khusus.“(ED/9/2/2017) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa sekolah memiliki 
 
kebijakan khusus dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam kebijakan 
 
pendidikan  inklusif.  Kebijakan  sekolah  merupakan  kebijakan  mikro  yang 
 
harus ada pada masing-masing sekolah untuk mengatasi berbagai 
 
permasalahan yang dihadapi. Sekolah yang baik adalah sekolah yang aktif dan 
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selalu berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri, tidak selalu 
menunggu dan menunggu pemecahan masalah dari pemerintah. 
 
C. Pembahasan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, 
dan dokumentasi dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Ekakapti Kebijakan 
pendidikan inklusif merupakan sebuah keputusan kebijakan 
 
pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta 
didik yang memiliki kelainan dan atau bakat istimewa agar dapat mengenyam 
pendidikan bersama siswa normal pada umumnya. Tujuan kebijakan 
pendidikan inklusif adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 
menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 
didik. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, maka kebijakan pendidikan 
inklusif harus diimplementasikan. 
 
a. Tahap Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SMP Ekakapti 
Implementasi merupakan sebuah tindakan yang diarahkan untuk 
 
mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Tindakan tersebut melalui 
beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. SMP Ekakapti sebagai salah 
 
satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tertua 
mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi melalui tiga tahapan, 
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yaitu tahap pengorganisasian melalui penunjukan koordinator pendidikan 
inklusi, tahap interpretasi dengan memberikan berbagai pelatihan kepada 
guru dan tahap aplikasi dengan memberikan pelayanan kepada siswa 
berkebutuhan khusus. 
 
Tahapan kebijakan yang dilakukan oleh SMP Ekakapti ini sesuai 
dengan pendapat Charles O. Jones dalam buku Politik Ideologi 
Pendidikan (Arif Rohman, 2009: 135) menjelaskan bahwa implementasi 
kebijakan adalah suatu aktivitas atau tahapan yang dimaksudkan untuk 
melaksanakan kebijakan. Ada tiga pilar aktivitas atau tahapan dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut, tahapan ini juga ada dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo, yaitu: 
 
1) Pengorganisasian 
 
Tahap pengorganisasian mempunyai maksud untuk 
pembentukan tim pelaksana kebijakan dengan sumber daya yang ada 
agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Pengorganisasian kebijakan 
inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo dilakukan melalui penunjukan 
koordinator pendidikan inklusi. Kepala sekolah diberikan kepercayaan 
oleh para guru untuk kembali menjadi koordinator pendidikan inklusi 
karena kemampuan dan pengalamannya dalam mengimplementasikan 
kebijakan pendidikan inklusi. Koordinator pendidikan inklusi berperan 
dalam mengatasi berbagai permasalahan siswa berkebutuhan dengan 
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cara bekerja sama dengan guru mata pelajaran, guru pembimbing 
maupun orang tua. Selain itu, juga memiliki peran dalam alokasi dana 
inklusi dan dalam penyediaan sarana prasarana sekolah inklusi yang 
bekerja sama dengan pemerintah. 
 
2) Interpretasi 
 
Tahap interpretasi merupakan tahap penjelasan mengenai 
tujuan dari sebuah kebijakan. Penjelasan yang dimaksudkan agar 
kebijakan mudah dipahami sehingga pelaksana kebijakan dan sasaran 
kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Kejelasan kebijakan 
pendidikan inklusi yang bertujuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan yang anti diskriminatif sudah sepenuhnya dipahami oleh 
pelaku kebijakan di SMP Ekakapti. Kondisi ini disebabkan karena 
SMP Ekakapti sudah menerima siswa berkebutuhan khusus dan 
memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 
1990. 
 
Tujuan pendidikan inklusif yang anti diskriminatif terhadap 
siswa ABK sudah dipahami oleh pelaku kebijakan pendidikan inklusi. 
Keadaan ini didukung oleh kerja sama sekolah dengan Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi dalam meningkatkan pengetahuan tentang 
kebijakan pendidikan inklusif serta pelayanan kepada siswa 
berkebutuhan khusus. Sekolah juga mewajibkan guru yang mendapat 
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pelatihan untuk membagikan ilmunya kepada guru yang lain. Tidak 
hanya itu, sekolah juga bekerja sama dengan GPK dalam memberikan 
pelatihan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus dengan jenis 
ketunaan yang berbeda. 
 
Tahap interpretasi yang sudah berhasil dilakukan oleh SMP 
Ekakapti sudah sesuai dengan pendapat dari Joko Widodo (2010: 90- 
 
94) yang menjelaskan bahwa, tahap interpretasi merupakan tahap 
mengenai tujuan dari sebuah program. Penjelasan yang dimaksudkan 
adalah agar program mudah dipahami orang lain sehingga pelaksana 
program dan sasaran program dapat terlaksanakan dengan baik. 
 
3) Aplikasi 
 
Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan setelah tahap 
pengorganisaian dan tahap interpretasi dilakukan. Tahap aplikasi 
mencakup semua hal yang berhubungan dengan cara pelaksana 
mengatasi masalah atau meningkatkan mutu pada sasaran kebijakan. 
Tahapan ini dilakukan oleh pelaku kebijakan sekolah dengan cara 
mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya dana dan 
sumber daya peralatan agar mampu bekerja secara optimal dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. 
 
Sejalan dengan kebijakan inklusi yang memiliki berbagai 
permasalahan, sekolah membuat kebijakan sekolah untuk 
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menyeselaikan permasalahan tersebut tanpa menunggu penyelesaian 
dari pemerintah. Hasil dari berbagai upaya sekolah dalam 
mengaplikasikan kebijakan pendidikan inklusi adalah sekolah menjadi 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik di Kabupaten 
Gunung Kidul. Hal ini sesuai dengan PERMENDIKNAS No 70 tahun 
2009 pasal 13 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan 
penghargaan kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan 
inklusi yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan inklusi. 
 
b. Unsur yang Terlibat dalam Proses Implementasi Kebijakan 
 
Pendidikan Inklusi di SMP Ekakapti 
 
Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan 
yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kebijakan yang harus dipenuhi. 
Menurut Joko Widodo dalam buku Analisis Kebijakan Publik (2006:97-
110), unsur yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan adalah 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokasi. Empat unsur 
tersebut harus ada dalam implementasi kebijakan pendidikan, karena 
sangat berpengaruh terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut. 
 
1) Komunikasi 
 
Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 
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kebijakan. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami isi, 
tujuan, arah serta kelompok sasaran kebijakan. Pemangku kebijakan 
terkait pendidikan inklusif di provinsi Yogyakarta adalah Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Dinas mempunyai wewenang atau tugas untuk 
mengkomunikasikan kebijakan pendidikan inklusif kepada seluruh 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di provinsi Yogyakarta. 
Komunikasi kebijakan tersebut harus memuat 2 dimensi, yaitu dimensi 
transformasi dan dimensi kejelasan. Gambaran komunikasi kebijakan 
yang ada di SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul adalah: 
 
 
KOMUNIKASI 
 
                
                
  TRANSFORMASI     KEJELASAN 
                
                
                  
SK KBM DANA MAKSUD TUJUAN SASARAN 
SPPI  INKLUSI    
 
             
             
GPK  DIKLAT  PENGALAMAN   KETUNAAN 
    DAN DIKLAT   A,B,C 
             
 
Gambar 6. Komunikasi Kebijakan di SMP Ekakapti 
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Berdaskan gambar di atas, dapat dimaknai bahwa terdapat dua 
dimensi dalam komunikasi kebijakan yang dilaksanakan di SMP 
Ekakapti Karangmojo, yaitu dimensi transformasi dan dimensi 
kejelasan. Dimensi transformasi memuat penunjukan sekolah melalui 
SK SPPI, pemberian GPK dan pelatihan guru oleh dinas untuk 
menunjang kegiatan belajar mengajar, serta pemberian dana inklusi 
untuk sekolah. Dimensi berikutnya adalah dimensi kejelasan yang 
berisi mengenai maksud, tujuan dan sasaran kebijakan yang 
sepenuhnya sudah dipahami oleh kepala sekolah dan guru melalui 
pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada ABK dan melalui 
diklat yang diberikan oleh dinas. Secara lebih terperinci, penjelasan 
mengenai kedua dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 
 
a) Dimensi Transformasi 
 
Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan dapat 
ditransformasikan kepada pelaku kebijakan, kelompok sasaran 
serta pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Transformasi 
kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas DIKPORA Provinsi 
dilakukan melalui penunjukan sekolah sebagai sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif oleh Bupati. Dalam 
pelaksanaan kebijakan inklusifnya, dinas memberikan bantuan 
dana khusus melalui dana BOS. Dan dalam pelaksanaan 
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pembelajarannya, dinas menunjuk guru pembimbing khusus untuk 
membantu memecahkan permasalahan siswa berkebutuhan khusus. 
 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa 
kebijakan pendidikan inklusif sudah ditransformasikan dengan 
baik melalui penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif. Penunjukan sekolah inklusif ini sesuai dengan pasal 4 
ayat 1, PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 yang menyatakan 
bahwa masing-masing kabupaten wajib menunjuk sekolah 
menengah pertama di setiap kecamatan untuk menerima siswa 
berkebutuhan khusus. Penunjukan tersebut kemudian ditambah 
dengan pemberian dana inklusif, pemberian bantuan guru 
pembimbing khusus dan diklat pendidikan inklusi bagi tenaga 
pendidikan maupun tenaga kependidikan. 
 
Pemberian dana inklusif menjadi hal yang wajib dipenuhi 
oleh pemerintah. Dana inklusif dialokasikan melalui dana BOS 
dan dana BOSDA. Pemberian dana ini sudah sesuai dengan 
PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009, pasal 6 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten membantu 
tersedianya sumber daya pendidikan inklusi. 
 
Jaminan sumber daya inklusif ini termasuk juga sumber 
daya guru pembimbing khusus. PERMENDIKNAS No 70 tahun 
 
 
147 
 
 
 
 
2009 pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten wajib 
menunjuk minimal satu guru pembimbing khusus pada satuan 
pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan 
inklusif. 
 
b)  Dimensi Kejelasan 
 
Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang 
ditransformasikan tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga 
diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan 
sasaran serta substansi dari kebijakan. 
 
Kejelasan yang diterima oleh implementator dan sasaran 
kebijakan sangat penting agar maksud, tujuan dan sasaran 
kebijakan tersebut dapat terpenuhi. Maksud dari kebijakan 
pendidikan inklusif ini sudah dipahami dengan baik oleh sekolah. 
Kebijakan pendidikan inklusif adalah sistem kebijakan dimana 
sekolah harus menerima siswa berkebutuhan khusus dan 
memberikan layanan pendidikan kepada mereka. Sekolah sudah 
memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki 
kelainan serta bakat istimewa untuk dapat menempuh pendidikan 
di SMP Ekakapti, khususnya siswa dengan ketunaan A,B,C yang 
masih dapat dijangkau oleh sekolah. 
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Kepahaman akan maksud dari kebijakan pendidikan 
inklusif tersebut karena SMP Ekakapti sudah sangat dekat dengan 
pendidikan yang tidak diskriminatif pada seluruh siswa. Sekolah 
ini sudah menerima dan memberikan pelayanan kepada siswa 
berkebutuhan khusus sejak tahun 1990. Pada mulanya sekolah 
merupakan sekolah terpadu yang menerima siswa berkebutuhan 
khusus. Kemudian setelah adanya surat keputusan dari Bupati, 
sekolah baru resmi menjadi sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif. 
 
Tujuan dan isi kebijakan pendidikan inklusif sudah sangat 
dipahami oleh pemangku kebijakan di tingkat sekolah. Pendidikan 
inklusif bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 
menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif kepada 
peserta didik sudah diimplementasikan dengan baik oleh sekolah. 
Hal ini sudah sesuai dengan PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 
pasal 2a dan 2b mengenai tujuan pendidikan inklusif. 
 
Upaya meningkatkan pemahaman sekolah terhadap 
maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan 
pendidikan inklusif dilakukan dengan baik oleh pemerintah. 
Setelah mentransformasikan kebijakan pendidikan inklusif, 
kemudian dinas memberikan berbagai pelatihan kepada guru dan 
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kepala sekolah terkait pendidikan inklusif. Dinas juga berusaha 
memberikan informasi terkait adanya bantuan sarana prasarana 
maupun pengajuan dana untuk instansi lain. 
 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disampaikan 
bahwa dinas sangat bertanggung jawab dalam memberikan 
kejelasan terkait implementasi kebijakan inklusif kepada sekolah. 
Maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan 
pendidikan inklusif dapat dipahami oleh sekolah karena sekolah 
sudah menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 1990. 
Disamping itu, melalui berbagai pelatihan terkait pendidikan 
inklusif, pelatihan pembinaan siswa berkebutuhan khusus, 
kejelasan informasi terkait pengajuan dana serta komunikasi yang 
baik dari dinas kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, 
juga menjadi faktor yang memberikan kejelasan bagi sekolah 
terkait kebijakan pendidikan inklusif. 
 
2) Sumber Daya 
 
Sumber daya merupakan sumber-sumber yang sangat 
diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang 
diperlukan oleh SMP Ekakapti dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusi adalah sumber daya manusia, sumber daya 
keuangan dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dll). 
 
 
150 
 
 
 
 
Sumber daya tersebut ternyata memberikan pengaruh terhadap unsur 
 
yangberpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu disposisi atau 
 
kemauan.  
 
 
SUMBER DAYA 
 
          
          
MANUSIA   DANA   PERALATAN 
          
            
KOMPETENSI 1.OPERASIONAL 1.GEDUNG 
 
2.INSENTIF 2.FASILITAS  
3.PERALATAN BELAJAR 
 
3.FASILITAS 
AKSES ABK 
PENDIDIKAN DIKLAT 
 
 
 
MANDIRI    DINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSISI 
 
 
Gambar 7. Sumber Daya Kebijakan di SMP Ekakapti 
 
Sumber daya yang diperlukan SMP Ekakapti dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusi diantaranya adalah sumber 
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daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya peralatan. Sumber 
daya manusia harus memiliki kompetensi dalam pendidikan, guru di 
SMP Ekakapti sudah kompeten karena sudah bergelar sarjana. Hal ini 
juga ditunjang dengan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dan pelatihan mandiri dari 
sekolah. Kompetensi dari sumber daya manusia yang sudah menguasai 
pelayanan terhadap ABK ini memberikan dampak pada keinginan 
mereka untuk melayani siswa berkebutuhan khusus. 
 
Sumber daya manusia yang kompeten juga ditunjang oleh 
sumber daya dana yang memberikan dana insentif bagi guru honorer. 
Disisi lain, juga ditunjang oleh sumber daya peralatan berupa fasilitas 
sekolah yang menunjang pelayanan kepada siswa berkebutuhan 
khusus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dimaknai bahwa 
sumber daya dana dan sumber daya peralatan sangat menunjang 
sumber daya manusia dalam pelayanan kepada ABK dan 
menghasilkan keinginan yang tinggi dalam melayani ABK. 
 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti 
sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pelaku 
kebijakan pendidikan inklusi. Sumber daya manusia yang baik akan 
senantiasa mendukung dan menerima kebijakan pendidikan 
pendidikan inklusi. Hal ini didukung oleh sumber daya peralatan yang 
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memadai dan sumber daya dana yang mencukupi, karena kedua 
sumber daya ini berpengaruh terhadap disposisi sumber daya manusia. 
 
a) Sumber Daya Manusia 
 
Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus 
mencukupi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk 
melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari pimpinan. Oleh 
karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan 
kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang 
dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani. 
 
Sumber daya manusia yang paling berperan dalam 
implementasi pendidikan inklusif adalah guru. Ketepatan dan 
kelayakan guru dalam membina siswa berkebutuhan khusus 
menjadi kunci sukses keberhasilan pendidikan inklusif. 
Kompetensi guru di SMP Ekakapti Karangmojo sudah mencukupi. 
Dilihat dari pendidikannya, mayoritas guru sudah bergelar sarjana. 
Hanya ada 1 guru yang belum bergelar sarjana. 
 
Upaya menangani dan melayani siswa berkebutuhan 
khusus sangat membutuhkan keahlian khusus karena ketunaan 
siswa bermacam-macam dan penanganannya juga bermacam-
macam. Dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam 
menangani siswa berkebutuhan khusus, Dinas Provinsi 
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memberikan berbagai pelatihan lokal maupun nasional kepada 
kepala sekolah dan guru. Hal ini sesuai dengan PERMENDIKNAS 
No 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 3 yang menyatakan bahwa 
pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi 
pendidikan khusus kepada pendidik maupun tenaga kependidikan 
sekolah inklusif. 
 
Pelatihan dari Dinas tersebut membuka wawasan bagi guru 
dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Pelatihan dari Dinas 
tersebut dilakukan secara terus menerus, sehingga guru di SMP 
Ekakapti sudah 80% mendapatkan pelatihan. Bagi guru yang 
sudah menerima pelatihan dari dinas, bertanggungjawab untuk 
membagikan ilmunya kepada guru yang lain melalui sharing antar 
guru. Disamping itu, tanpa menunggu dari Dinas, sekolah 
melakukan pelatihan mandiri kepada guru melalui kerja sama 
dengan GPK. 
 
Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 
implementasi kebijakan inklusif bukan hanya sumber daya yang 
memiliki keahlian dan ketepatan, namun juga sumber daya yang 
memiliki keinginan (disposisi) untuk mewujudkan pendidikan 
yang tidak diskriminatif bagi peserta didik serta memberikan 
pelayanan kepada peserta didik. Keinginan dari para guru untuk 
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memberikan pelayanan kepada peserta didik telah terbukti dengan 
pelayanan guru kepada siswa ABK. 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
sumber daya manusia di SMP Ekakapti Karangmojo telah 
mencukupi dan memiliki keahlian dalam mendidik siswa karena 
sudah bergelar sarjana. Dalam memberikan pelayanan kepada 
siswa berkebutuhan khusus, sudah 80% guru mendapatkan 
pelatihan dari dinas. Sekolah juga memberikan pelatihan kepada 
guru melalui diklat mandiri dan kerja sama dengan GPK. 
 
Kompetensi dan keinginan sumber daya manusia untuk 
memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus 
menjadi kunci utama keberhasilan pelayanan siswa berkebutuhan 
khusus di SMP Ekakapti. Berbagai permasalahan yang dialami 
siswa berkebutuhan khusus dan berbagai fenomena perilakunya 
bukanlah menjadi sebuah halangan tatkala ada keinginan yang 
besar untuk mendidik serta memberikan pelayanan kepada mereka. 
 
b)  Sumber Daya Keuangan 
 
Senada dengan pentingnya sumber daya manusia, sumber 
daya dana juga memegang peranan penting dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan. Anggaran dana berperan dalam 
pembiayaan operasional, perlengkapan serta insentif para pelaku 
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kebijakan. Apabila anggaran dana terbatas, maka akan 
berpengaruh terhadap dimensi kebijakan yang lain, khsusnya 
sumber daya manusia. Terbatasnya dana akan menyebabkan 
disposisi dari pelaku kebijakan menjadi rendah. 
 
Sumber dana inklusif berasal dari dana BOS dan dana 
BOSDA Provinsi melalui dinas pendidikan. Alokasi dana BOS 
sudah sangat rinci dalam pelaksanaannya karena dana tersebut 
turun berangsur selama 4 tahapan, dimana pada masing-masing 
tahapannya sudah dirinci pengalokasian dana nya. Ini berarti 
bahwa dinas sudah mengukur kebutuhan sekolah dalam 
pengalokasian dana. 
 
Melalui dana BOSDA, daerah juga berperan dalam 
pembayaran guru honorer di sekolah. Hal ini berarti bahwa daerah 
sudah memikirkan kesejahteraan guru honorer, agar dalam 
mendidik siswa lebih memiliki semangat dan disposisi yang 
arahnya menerima. Disamping itu, sekolah juga mendapatkan dana 
dari sumbangan sukarela siswa yang jumlahnya Rp. 300.000,-
setiap tahunnya. 
 
Sekolah Ekakapti merupakan sekolah yang bernaung di 
bawah yayasan Ekakapti yang berasal dari tokoh masyarakat 
setempat. Sehingga yayasan ini tidak memiliki andil dalam 
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pemberian dana, hanya berkontribusi dalam dukungan pikiran 
serta moral. 
 
Sumber dana yang telah disampaikan di atas merupakan 
dana pasti yang setiap tahunnya ada dalam proses implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif. Namun demikian, masih ada dana-
dana lain berupa dana hibah dan dana bantuan yang berasal dari 
dinas maupun pihak yang lain. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa 
sumber dana tidak hanya berasal dari dana BOS, BOSDA maupun 
sumbangan suka rela. Sumber dana juga berasal dari Dinas 
DIKPORA DIY dan pihak-pihak lain yang memberikan 
sumbangan dana untuk pembangunan fasilitas sekolah. 
 
c) Sumber Daya Peralatan 
 
Sumber daya yang terakhir adalah sumber daya peralatan, 
yaitu sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi 
suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang lain. 
Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan, sekolah sudah 
memiliki tanah dan bangunan yang dapat menopang seluruh 
kebutuhan siswa. Status tanah sekolah ini merupakan tanah HGB 
(hak guna bangunan) dengan luas 3.015 m
2
. Bangunan sekolah 
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sudah memiliki IMB dengan nomor 187/IMB/2000 yang memiliki 
luas bangunan 1.340 m
2
. 
 
Sekolah sudah memiliki 12 ruang kelas, perpustakaan, 
ruang komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata 
usaha, mushola, ruang UKS, 6 toilet, ruang agama serta ruang 
khusus ABK. Berbagai ruangan tersebut sudah dapat diakses oleh 
siswa berkebutuhan khusus. 
 
Sarana dan prasarana tidak menjadi kendala sekolah dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif karena yang 
terpenting dari inklusif adalah pelayanan untuk siswa 
berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
sekolah sudah dapat diakses oleh siswa, tak terkecuali siswa 
berkebutuhan khusus. Hanya minimnya sarana komputer untuk 
ujian nasional saja yang menjadi kendala. 
 
Fasilitas yang menunjang pendidikan inklusif tergantung 
dari ketunaan siswa. Untuk tuna grahita dan lambat belajar tidak 
memerlukan banyak sarana. Untuk tuna netra dilakukan 
pengalihan huruf visual ke huruf braile. Untuk tuna rungu 
memerlukan alat bantu pendengaran dan sekolah belum memiliki. 
Fasilitas tuna rungu diatasi dengan pembelajaran yang ramah anak 
tuna rungu, yaitu dengan penyampaian yang jelas dengan bahasa 
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isyarat, pendampingan khusus dan siswa tuna rungu diberikan 
tempat duduk di depan. Untuk fasilitas tuna daksa sudah ramah 
dengan pelandaian lantai sekolah. 
 
Kemudahan akses bagi tiap ketunaan siswa pun juga 
berbeda, dan hal ini juga tak luput dari perhatian sekolah. Sekolah 
sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang khusus bagi siswa 
berkebutuhan, diantaranya adalah fasilitas boarding blok, 
pelandaian lantai, alat olahraga dan alat musik. 
 
Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, 
sarana tersebut memang sudah dimiliki oleh sekolah. Setiap 
ruangan sudah memiliki nama ruangan yang berbentuk braile. 
Kemudian jalan di setiap lorong kelas yang menjadi akses siswa ke 
berbagai ruangan juga sudah menggunakan boarding block, alat 
olahraga dan alat musik juga sudah ramah untuk siswa 
berkebutuhan khusus. Namun memang sekolah masih memiliki 
beberapa kekurangan sarana, diantaranya adalah sarana komputer 
untuk ujian nasional dan alat bantu pendengaran. 
 
Kekurangan fasilitas tersebut disiasati baik oleh sekolah 
melalui kerja sama dengan pihak lain dan pembimbingan intensif. 
Dalam mengatasi masalah terbatasnya fasilitas komputer, sekolah 
bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah Wonosari. Dalam 
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upaya mengatasi permasalahan fasilitas alat bantu pendengaran, 
sekolah memberikan bimbingan intensif kepada siswa tuna rungu. 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dimaknai 
bahwa sekolah sudah memiliki berbagai fasilitas yang dapat 
diakses oleh siswa berkebutuhan khusus. Akses tersebut 
dipermudah dengan berbagai fasilitas seperti boarding block dan 
pembrailan nama kelas. Adanya permasalahan sarana dan fasilitas 
sekolah sudah dapat diatasi oleh sekolah karena sekolah 
memahami bahwa sumber daya peralatan memberi peran dalam 
memudahkan pemberian layanan dalam implementasi kebijakan. 
Terbatasnya fasilitas yang tersedia kurang menunjang efisiensi dan 
tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan 
kebijakan. 
 
3) Disposisi/ Kemauan 
 
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau 
kesepakatan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. 
Kesepakatan para pelaku kebijakan pendidikan inklusif di SMP 
Ekakapti dituangkan melalui komitmen bersama dalam 
menyelenggarakan pendidikan inklusif. 
 
Para pelaksana kebijakan tidak hanya tahu mengenai hal apa 
yang harus dilakukan, akan tetapi juga harus memiliki kemauan dalam 
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melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga elemen respon yang 
dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan 
suatu kebijakan. Elemen tersebut antara lain adalah pengetahuan, 
pemahaman dan pendalaman. Elemen tersebut sudah mengakar di 
dalam sumber daya manusia di SMP Ekakapti karena sekolah sudah 
menerima dan melayani siswa berkebutuhan khusus sejak 1990. 
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Gambar 8. Disposisi Sumber Daya Manusia di SMP Ekakapti 
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Bukti dari mengakarnya ketiga elemen tersebut adalah dari 
arah respon mereka yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Guru 
dengan ikhlas mendampingi siswa berkebutuhan khusus dan 
melakukan pendekatan secara individual kepada siswa ABK. Hasilnya 
adalah siswa menjadi tidak minder dan dekat dengan guru. Hal ini 
sudah dibuktikan dengan pengamatan penulis sewaktu pencarian data. 
 
Keiklasan guru juga terlihat dari kemauan guru dalam 
memberikan penambahan jam belajar untuk anak berkebutuhan khusus 
setelah pulang sekolah. Guru dijadwal untuk memberikan bimbingan 
kepada anak berkebutuhan khusus dan selama ini tidak ada penolakan 
dari para guru. 
 
Keiklasan guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa 
berkebutuhan khusus menjadi bukti nyata bentuk menerima guru 
terhadap siswa berkebutuhan khusus. Menerima bukan hanya berarti 
mau memberikan bimbingan, namun juga mau belajar dan antusias 
dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap siswa berkebutuhan 
khusus. Pada setiap pelatihan terkait pendidikan inklusif yang 
dilakukan oleh sekolah, guru selalu antusias dalam mengikutinya. 
Guru memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat mengetahui dan 
memahami cara memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan 
khusus. 
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Arah respon yang menerima kebijakan pendidikan inklusif 
juga disebabkan karena intervensi kepala sekolah yang senantiasa 
memberikan motivasi dan bimbingan kepada guru untuk selalu iklas 
mendidik ABK. Pendekatan ini dilakukan oleh kepala sekolah disaat 
guru mengeluhkan permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan 
belajar mengajar. Disisi lain, sumber daya dana yang memberikan 
intensif kepada guru honorer juga berpengaruh terhadap arah respon 
disposisi. Disisi lain, sumber daya peralatan yang sudah mencukupi di 
SMP Ekakapti, juga memiliki andil dalam meningkatkan semangat 
dan kemauan guru dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi. 
 
Disposisi atau keinginan sumber daya manusia di SMP 
Ekakapti dalam melayani siswa berkebutuhan khusus sangat tinggi 
dibuktikan dengan komitmen mereka untuk selalu aktif dalam usaha 
menyelenggarakan pendidikan dengan setting inklusif. Guru tidak 
membedakan siswa berkebutuhan dengan siswa normal dibuktikan 
dengan kemauan guru dalam memberikan bimbingan terhadap siswa 
ABK. Tidak hanya itu, guru juga selalu berusaha meningkatkan 
pelayanan terhadap siswa berkebutuhan khusus juga menjadi bukti 
bahwa SDM di SMP Ekakapti menerima kebijakan tersebut. 
 
Arah respon yang menerima kebijakan pendidikan inklusi juga 
karena adanya intervensi dari kepala sekolah yang selalu memberikan 
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semangat untuk mendidik siswa ABK. Dalam setiap permasalahan 
yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah selalu memberikan 
pengarahan dan nasihat kepada guru agar selalu melayani siswa 
berkebutuhan khusus karena hal ini adalah bagian dari amal jariyah 
yang akan dipetik di saat sudah meninggal. Disisi lain, sumber daya 
dana dan sumber daya peralatan juga mempengaruhi arah respon yang 
menerima kebijakan pendidikan inklusif. Sumber dana yang di 
dalamnya terdapat dana insentif bagi guru honorer memacu semangat 
dan keinginan guru honorer untuk melayani ABK. Sumber daya 
perlatan yang menunjang proses kegiatan belajar dan akses siswa 
berkebutuhan khusus juga mempermudah dalam pelayanan siswa dan 
memberikan dampak meningkatnya keinginan guru untuk melayani. 
 
Kenyataan ini tidak sesuai dengan pendapat Joko Widodo 
(2006-105) bahwa hanya terdapat tiga elemen respon yang dapat 
mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, yaitu pengetahuan, pemahaman dan pendalaman. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, arah respon yang 
mempengaruhi keinginan guru dalam memberikan pelayanan siswa 
berkebutuhan khusus bukan hanya pengetahuan, pemahaman dan 
pendalaman mereka terhadap kebijakan pendidikan inklusif, namun 
juga sumber dana yang menunjang proses kebijakan pendidikan 
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inklusi dan juga sumber daya peralatan yang memberikan kemudahan 
bagi guru untuk melayani siswa berkebutuhan khusus. 
 
4) Struktur Birokrasi 
 
Struktur birokasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, 
pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan hubungan 
organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan amanat 
Permendiknas No.70 tahun 2009 adalah dengan menambahkan 
koordinator pendidikan inklusif. 
 
SMP Ekakapti, sebagai salah satu sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif sudah memiliki koordinator pendidikan inklusif. 
Namun, karena terjadi pergantian kepala sekolah, jabatan koordinator 
pendidikan inklusif dirangkap oleh kepala sekolah karena kepala 
sekolah yang baru merupakan koordinator pendidikan inklusif 
sebelumnya. 
 
Koordinator pendidikan inklusif bertanggungjawab dalam 
berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, misalnya 
dalam asesmen ABK. Koordinator juga bertugas dalam menyelesaikan 
permasalahan anak berkebutuhan khusus dan dalam mengusahakan 
bantuan baik berupa sarana-prasarana maupun dana untuk 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
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Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu 
adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Fragmantasi 
organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi 
koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu 
kebijakan yang kompleks. Namun disisi lain, dapat memudahkan 
dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. 
 
Penunjukan koordinator pendidikan inklusif, memiliki dua 
konsekwensi. Konsekwensi pertama adalah memudahkan dalam 
pembagian tanggungjawab. Konsekwensi kedua adalah menyebabkan 
fragmantasi organisasi. Akan tetapi fragmentasi organisasi tersebut 
dapat diatasi dengan kerja sama antara koordinator yang ada di 
sekolah, seperti koordinator kurikulum, sarana, humas dan lainnya. 
Disamping itu, karena pendidikan inklusif sudah diimplementasikan 
dengan baik dan sudah berjalan dengan baik, maka fragmentasi 
organisasi bukan lagi menjadi sebuah konsekwensi yang bermasalah 
di SMP Ekakapti Karangmojo. 
 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa SMP 
Ekakapti dalam mengimplementasikan kebijakan inklusif sudah sesuai 
dengan amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 terkait 
manajemen pendidikan inklusif yang wajib memiliki koordinator 
pendidikan inklusif. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan Inklusif 
 
a. Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif 
 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti 
Karangmojo memiliki berbagai faktor pendukung yang mensukseskan 
terselenggaranya pendidikan inklusif. Faktor pendukung implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif tersebut adalah: 
 
1) Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan Inklusif dari 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi 
 
Sesuai dengan amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 
pasal 10 ayat 5, pemerintah dan pemerintah provinsi memiliki 
kewajiban untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan 
khusus bagi tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan di 
sekolah inklusif. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas DIKPORA 
Provinsi merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas 
terselenggaranya pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. 
Tanggung jawab ini diimplementasikan melalui berbagai pelatihan 
yang sudah dilakukan, baik tingkat nasional maupun lokal. 
 
Pelatihan dari dinas yang pernah dilakukan diantaranya adalah 
baca tulis braile, cara mengajar tuna rungu wicara, BIMTEK sekolah 
inklusif dan pelatihan lainnya. Berbagai pelatihan ini membuka 
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wawasan bagi sumber daya manusia di SMP Ekakapti dalam upaya 
memberikan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, setiap 
narasumber menyatakan bahwa penelitian dari dinas ini menjadi kunci 
utama keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Karena inti dari 
pendidikan inklusif adalah pelayanan kepada siswa berkebutuhan 
khusus yang banyak didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang 
dilakukan oleh dinas. 
 
2) Disposisi/ Keinginan dari SDM Sekolah 
 
Disposisi merupakan bagian dari unsur yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif (Joko Widodo,2006:102). 
Disposisi merupakan keinginan dan kemauan dari pelaku kebijakan 
untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Kemauan yang baik 
dari pelaku kebijakan dibuktikan dengan arah kemauan mereka yang 
menerima kebijakan tersebut. 
 
Unsur disposisi ini menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif. Sportifitas dan semangat guru untuk mendidik ABK 
dibuktikan dengan keinginan dan kemauan dari SDM pendidik untuk 
menerima, melayani dan meningkatkan kemampuannya dalam 
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mendidik siswa berkebutuhan khusus menjadi kunci keberhasilan 
pendidikan inklusif. 
 
Inti dari pendidikan inklusif adalah pendidikan yang 
memberikan kesempatan yang sama bagi siswa yang memiliki potensi 
serta bakat istimewa untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah 
normal. Peserta didik diberikan pelayanan pendidikan yang sama 
dengan siswa normal lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan 
pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dapat tercapai mana kala 
guru memiliki kemampuan serta kemauan untuk memberikan 
pelayanan kepada siswa ABK dan senantiasa berusaha untuk 
meningkatkan pelayanannya kepada siswa ABK. 
 
Disposisi menyangkut hal yang terdapat di dalam diri personil 
pelaksana. Personil pelaksana harus memiliki kemauan, motivasi, 
tingkat pendidikan, kemampuan serta komitmen untuk memberikan 
pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Arif Rohman (2012:116) yang menyatakan bahwa personil 
pelaksana harus memiliki pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, 
kebiasaan serta kemampuan kerja sama. 
 
3) Sumber Daya Dana 
 
Sumber daya dana menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam 
implementasi kebijakan. Diakui atau tidak, dana menjadi faktor yang 
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mendorong suksesnya suatu implementasi kebijakan karena sumber 
dana sangat berpengaruh terhadap sumber-sumber yang lain. Hal ini 
sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Joko Widodo (2006:99), 
bahwa sumber daya dana akan mempengaruhi komponen sumber daya 
manusia. 
 
Sumber daya pendidikan inklusif berasal dari dana BOS dan 
BOSDA, sumbangan suka rela dari orang tua serta bantuan dana dari 
berbagai pihak. Disamping itu, juga ada dana beasiswa bagi siswa 
ABK dari dinas yang membantu siswa dalam kegiatan belajar 
mengajarnya. Dana ini digunakan sekolah untuk insentif guru honorer 
dan berbagai keperluan sekolah. Sumber dana yang melimpah akan 
membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanan sekolah kepada 
siswa. 
 
4) Sumber Daya Peralatan 
 
Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan 
untuk operasionalisasi implementasi kebijakan, khususnya kebijakan 
pendidikan inklusif. Sumber daya ini sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan implementasi kebijakan inklusif. Sumber daya peralatan 
yang dimiliki oleh sekolah berupa tanah, gedung, media pembelajaran 
yang sudah ramah pendidikan inklusif, sarana akses siswa ABK 
berupa boarding block dan pelandaian lantai memudahkan dalam 
 
 
170 
 
 
 
 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Joko Widodo (2006:104), bahwa sumber daya peralatan 
berfungsi sebagai sarana operasionalisasi implementasi kebijakan 
yang memudahkan pemberian layanan dalam implementasi kebijakan. 
 
5) Kerja Sama Antar Guru 
 
Guru merupakan tenaga professional dalam bidangnya masing-
masing yang menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif 
yang bertugas mengayomi dan melayani siswa berkebutuhan khusus 
(Illahi,2013:178). Hal ini sesuai dengan kenyataan di SMP Ekakapti 
Karangmojo dimana guru menjadi faktor yang sangat menentukan 
karena guru bertugas melayani siswa berkebutuhan khusus, yang di 
dalamnya guru harus memiliki kemauan, motivasi dan kerja sama 
yang baik dengan guru lain maupun guru pembimbing khusus. 
 
Kerja sama antar guru menjadi faktor pendorong keberhasilan 
pendidikan inklusif. Kerja sama yang dilakukan oleh guru-guru di 
SMP Ekakapti berupa kerja sama dalam menjalankan kebijakan 
pendidikan inklusif, saling belajar bersama dalam menangani siswa 
berkebutuhan khusus dan bersama-sama dengan guru pembimbing 
khusus bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
siswa serta dalam meningkatkan kompetensi mereka untuk 
membimbing siswa berkebutuhan khusus. 
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Kerja sama ini sesuai dengan amanat PERMENDIKNAS No 
70 tahun 2009 tentang prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan 
inklusif (2009:27), bahwa guru harus bekerja sama dengan guru 
lainnya maupun dengan GPK dalam menyusun kurikulum, instrument 
asesmen, membangun koordinasi, melakukan pendampingan, bantuan 
khusus dan bimbingan kepada ABK. 
 
6) Kerja Sama Sekolah dengan Berbagai Pihak 
 
Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak menjadi faktor 
yang mendorong keberhasilan pendidikan inklusif yang dilakukan di 
SMP Ekakapti Karangmojo. Sekolah bekerja sama dan menjalin 
hubungan dengan berbagai pihak, yaitu: 
 
a) SLB C Wonosari, dalam asesmen siswa dan kerja sama dalam 
pelayanan GPK 
 
b) Dokter dan GPK, dalam pemeriksaan kesehatan mata 
 
c) Puskesmas, dalam pemeriksaan kesehatan, tinggi badan, berat 
badan. 
 
d) Polsek Karangmojo, dalam pengamanan jalan di pagi hari pada 
jam 06.00 - 07.15 WIB dan pengarahan pada siswa dalam 
berkendara dan larangan NAPSA. 
 
e) SMK Muhammadiyah Wonosari, dalam ujian nasional, karena 
komputer sekolah belum mencukupi. 
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f) Dinas DIKPORA Provinsi, dalam hal komunikasi segala arahan 
dan program dari Dinas baik terkait lowongan dana, pelatihan dan 
upaya peningkatan pendidikan inklusif. 
 
g) Dinas Kabupaten Gunung Kidul, dalam assesmen pra ujian 
nasional. 
 
h) SD inklusif dan SD regular, dalam penerimaan siswa baru. 
 
Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak dalam berbagai 
kegiatan tersebut sangat penting dan mendukung implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif. Sekolah yang aktif dalam bekerja sama 
dengan berbagai pihak maka dalam pelaksanaan kebijakan inklusifnya 
akan semakin mudah. Kemudahan tersebut juga dirasakan oleh 
sekolah, sehingga kerja sama ini menjadi salah satu faktor yang 
mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
 
Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak ini sesuai dengan 
amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009, pasal 11 ayat 5 yang 
menyatakan bahwa sekolah inklusif dapat bekerja sama dan 
membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan 
tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, 
puskesmas, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan 
masyarakat. 
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b. Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan Inklusif 
 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti 
sudah berjalan dengan baik dan berprestrasi sebagai sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif terbaik di Gunung Kidul. Namun 
dalam setiap pelaksanaan kebijakan tersebut, masih memiliki beberapa 
kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi mengakibatkan 
terhambatnya pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Kendala yang 
menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah: 
 
1) Terbatasnya Guru Pembimbing Khusus 
 
Guru pembimbing khusus berkedudukan sebagai guru 
pendamping khusus dalam memberikan pelayanan kepada siswa 
berkebutuhan khusus. Penunjukan guru pembimbing khusus dilakukan 
oleh pemerintah melalui dinas pendidikan, dan sekolah mendapatkan 
satu orang guru pembimbing khusus. Hal ini sudah sesuai dengan 
amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan paling sedikit satu 
orang GPK kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
 
Kenyataan ini menjadi sebuah masalah dan menghambat 
penyelenggaraan pendidikan inklusif karena waktu dari GPK di 
sekolah masih sangat minim yang hanya satu kali dalam satu minggu. 
Disamping itu, dengan hanya satu GPK dari dinas dan itu sangat 
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kurang sehingga guru mapel harus bekerja ekstra keras dalam 
membimbing dan menyelesaikan berbagai masalah ABK. GPK juga 
merupakan wali kelas di SLB C Wonosari sehingga terkadang tidak 
dapat memberikan pelayanan di SMP Ekakapti. 
 
Permasalahan waktu GPK ini sesuai dengan pendapat Murjito 
dkk (2012:15), yang menyatakan bahwa terdapat empat persoalan 
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, persoalan tersebut 
diantaranya adalah keterbatasan guru pembimbing khusus. 
 
2) Intisari Kebijakan Inklusif yang Belum Dilaksanakan secara 
Maksimal 
 
Intisari dari kebijakan inklusif merupakan karakter inti yang 
harus ada dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
Karakteristik tersebut menurut Illahi (2012:46) adalah kurikulum yang 
fleksibel. Hal ini sesuai dengan keadaan SMP Ekakapti Karangmojo 
dimana sekolah tersebut sudah memberikan pelayanan pendidikan 
khusus kepada ABK sejak tahun 1990, namun administrasi 
pembelajaran dalam kurikulum khusus ABK baru dilakukan 
modifikasi belum lama. 
 
Kenyataan ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
kebijakan inklusif karena seharusnya modifikasi kurikulum dilakukan 
sejak implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut 
 
 
175 
 
 
 
 
dilaksanakan. Walaupun guru sudah melakukan pembimbingan 
kepada siswa ABK, namun administrasi kurikulum juga harus 
diperbaharui dengan modifikasi kurikulum. 
 
3) Sumber Daya Komputer 
 
Sumber daya komputer termasuk dalam sumber daya peralatan 
yang penting dimiliki oleh sekolah dalam upaya mencapai tujuan 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Joko Widodo 
(2006:101) mengungkapkan bahwa sumber daya peralatan 
memberikan peran dalam memudahkan pemberian pelayanan dalam 
implementasi kebijakan. 
 
Sumber daya komputer di SMP Ekakapti menjadi kendala 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis 
komputer. Sekolah hanya memiliki 24 perangkat komputer yang harus 
digunakan oleh 106 siswa, dimana 21 siswa nya merupakan siswa 
berkebutuhan khusus. 
 
Kondisi ini menjadi masalah bagi sekolah dalam kaitanya 
dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis computer yang belum 
dapat menunjang seluruh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Skjorten (Tarmansyah, 2007:96) yang mengemukakan kendala yang 
harus mendapatkan perhatian dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif. Diantara kendala-kendala yang dikemukakan, 
 
 
176 
 
 
 
 
salah satu kendala yang penting diatasi adalah terkait sarana dan 
prasarana pendidikan. 
 
4) Peserta Didik 
 
Amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 
dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk 
memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kelainan 
fisik, emosional, mental dan sosial serta potensi kecerdasan dan atau 
bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan kebutuhan dan potensinya. Berdasarkan pasal ini, peserta didik 
dengan segala permasalahannya harus ditangani dan dilayani dengan 
baik oleh sekolah. 
 
Permasalahan ketunaan peserta didik yang beragam, terkadang 
memberikan hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif. Beberapa siswa berkebutuhan khusus memiliki 
masalah motivasi belajar yang rendah, baik dalam proses belajar 
mengajar di kelas maupun dalam berangkat ke sekolah. Masalah ini 
menjadi pekerjaan tambahan bagi guru dalam memberikan bimbingan 
di kelas maupun di luar kelas untuk menambah motivasi belajar siswa 
agar memiliki keinginan untuk bersekolah. 
 
Permasalahan motivasi belajar ini bukan disebabkan karena 
masalah sosial siswa di sekolah, akan tetapi karena jenis ketunaan 
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siswa, khususnya siswa tuna grahita. Selain itu, siswa tuna grahita juga 
sering terlibat masalah kedisiplinan, khususnya dalam berpakaian dan 
ini menghambat guru dan sekolah dalam penegakan kedisiplinan 
sekolah. Disisi lain, dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa 
tuna grahita sering tidak fokus dan mengganggu siswa yang lain. 
 
Permasalahan siswa berkebutuhan khusus tersebut menjadi hal 
yang wajar dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif karena 
peserta didik merupakan komponen penting yang harus dipenuhi 
dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif identik dengan 
berbagai permasalahan ketunaan peserta didik, karena pendidikan 
inklusif memiliki karakteristik makna yang diperuntukkan bagi anak-
anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan 
khusus dalam belajar, sesuai dengan pendapatDirektorat PLB 2004 
dalam Tarmansyah (2007:148). 
 
5) Lingkungan Sekolah 
 
Lingkungan sekolah memiliki andil yang besar dalam 
pelaksanaan pendidikan inklusif, baik lingkungan di dalam sekolah itu 
sendiri maupun pengaruh dari lingkungan di luar sekolah. Lingkungan 
di luar sekolah memiliki pengaruh besar terhadap siswa berkebutuhan 
khusus maupun siswa normal. 
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Kondisi lingkungan sekolah yang dikelilingi warung-warung di 
sekitar sekolah yang digunakan sebagai tempat membolos bagi siswa 
sekolah lain memiliki pengaruh besar terhadap siswa. Pada saat 
istirahat sekolah, siswa beristirahat dan makan siang di warung di luar 
lingkungan sekolah sehingga mendapatkan pengaruh negatif terkait 
kenakalan remaja, yaitu merokok. Siswa yang merokok akan 
terdeteksi dari aroma baju dan mulutnya. Kenakalan remaja menjadi 
masalah besar karena akan berpengaruh terhadap siswa yang lainnya. 
 
Keadaan ini tidak sesuai dengan pendapat Illahi (2013:184), 
yang menyatakan bahwa lingkungan yang mempengaruhi pendidikan 
inklusif hanyalah orang tua, SLB terdekat, dan pemerintah. Pada 
kenyataannya lingkungan di luar sekolah juga memberikan pengaruh 
terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 
 
3. Strategi Mengatasi Hambatan 
 
Hambatan yang dialami oleh sekolah dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif terkait masalah GPK, peralatan komputer, intisari 
kebijakan inklusif dan permasalahan ketunaan siswa yang menghambat proses 
belajar mengajar serta pengaruh dari luar lingkungan sekolah. Dalam 
mengatasi hambatan tersebut, sekolah memiliki strategi yang tertuang dalam 
kebijakan sekolah, yaitu: 
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a. Kebijakan Pelatihan Mandiri Sekolah 
 
Permasalahan alokasi waktu dan jumlah GPK di sekolah diatasi 
dengan kebijakan pelatihan mandiri dari sekolah, dimana sekolah 
memanfaatkan guru yang sudah mendapat pelatihan penanganan ABK 
serta bekerja sama dengan guru pembimbing khusus. Kepala sekolah juga 
selalu aktif dalam memberikan usulan kepada Dinas DIKPORA untuk 
menambah jumlah GPK. Selain itu, guru juga berusaha memantaskan diri 
sebagai GPK dalam memberikan bimbingan kepada siswa berkebutuhan 
khusus. 
 
Pelatihan yang dilakukan sekolah bertujuan untuk memberikan 
kemudahan sekolah dalam melakukan penanganan dan pelayanan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Penanganan terhadap 
siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dilakukan di kelas tetapi di 
lingkungan sekolah. Pelatihan guru untuk menangani siswa berkebutuhan 
khusus di sekolah dilakukan dengan cara diklat mandiri oleh guru yang 
sudah mendapatkan pelatihan dari dinas dan dengan cara bekerja sama 
dengan GPK untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. GPK 
membuat berbagai simulasi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan, baik 
siswa tuna rungu, tuna netra maupun siswa dengan jenis ketunaan lainnya 
dengan cara mendatangkan siswa berkebutuhan khusus dari SLB. 
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Kebijakan sekolah ini sudah sesuai dengan Permendiknas No. 70 
 
Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang 
 
Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. Pasal 11 Ayat (5) 
 
yang menjelaskan bahwa: 
 
“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat 
bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan 
khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, 
rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia 
usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.” 
 
Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan 
 
pendidikan inklusi  yang tertuang dalam Permendiknas No. 70 Tahun 
 
2009  Tentang  Pendidikan  Inklusif  Bagi  Peserta  Didik  Yang Memiliki 
 
Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa memberikan keleluasaan 
 
bagi sekolah untuk membangun jaringan dengan berbagai instansi untuk 
 
mensukseskan kebijakan pendidikan inklusi dalam pelayanan siswa ABK. 
 
SMP Ekakapti Karangmojo merespon kebijakan tersebut dengan bekerja 
 
sama dengan Dinas Pendidikan, SLB C Wonosari dan guru pembimbing 
 
khusus. 
 
b. Perombakan Kurikulum 
 
Intisari dari kebijakan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang 
memberikan pelayanan kepada seluruh siswa, khususnya siswa 
berkebutuhan khusus. Pelayanan tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan proses penyesuaian diri dan fleksibilitas di berbagai 
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bidang dalam mencermati kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Illahi 
(2012:46) menyatakan bahwa sekolah harus memiliki karakteristik 
pendidikan inklusif, yaitu kurikulum yang fleksibel, dimana kurikulum 
harus melihat kondisi anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. 
 
Kurikulum yang tidak ramah terhadap siswa berkebutuhan khusus, 
akan menyebabkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
inklusif. Skjorten dalam Tarmansyah (2007:96) mengemukakan bahwa 
kurikulum merupakan salah satu kendala dalam implementasi kebijakan 
inklusif. Oleh karena itu, modifikasi kurikulum perlu dilakukan oleh 
sekolah. 
 
SMP Ekakapti Karangmojo sudah menerima siswa berkebutuhan 
khusus sejak 1990. Sekolah sudah memberikan pelayanan khusus kepada 
siswa ABK, namun dalam administrasi kurikulumnya baru dilakukan 
modifikasi satu tahun terakhir. Kebijakan perombakan kurikulum 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif agar intisari 
dari kebijakan pendidikan inklusif tersebut dapat tercapai. Modifikasi 
dilakukan dengan melibatkan tim pengembang kurikulum, yang terdiri 
dari: kepala sekolah, komite, GPK dan semua guru karena guru harus 
membuat silabus dan RPP. 
 
Langkah penyusunan kurikulum dilakukan dengan cara membuat 3 
buku kurikulum. Buku 1 berisi pendahuluan tujuan, visi, misi, struktur dan 
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muatan kurikulum serta addendum untuk ABK yang kesemuanya harus 
disahkan oleh kepala dinas. Buku 2 berisi silabus dan mata pelajaran 
semua guru. Dan buku 3 berisi RPP. Perbedaan modifikasi kurikulum 
terletak pada indikator pembelajaran yang sama namun kesulitannya 
dibedakan antara siswa ABK dengan siswa normal. Jadi setiap guru wajib 
membuat silabus dan RPP untuk mengembangkan penanganan bagi siswa 
ABK. 
 
Modifikasi kurikulum ini sudah sesuai dengan anjuran 
PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009, dimana model kurikulum yang 
dapat diterapkan di sekolah inklusif adalah model kurikulum akomodatif. 
Kurikulum akomodatif adalah kurikulum yang dimodifikasi oleh guru 
pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program 
tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada siswa (anak berkelainan). 
 
c. Kerja Sama Sekolah 
 
Permasalahan kurangnya komputer sekolah dalam proses ujian 
nasional bagi siswa diselesaikan dengan penandatanganan memorandum 
of understanding (MoU) dengan SMK Muhammadiyah Wonosari. MoU 
tersebut berisi tentang kerja sama sekolah dalam meminjam dan 
bertanggungjawab terhadap peralatan komputer untuk penyelenggaraan 
ujian nasional berbasis komputer. 
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Selama bergulirnya kebijakan ujian nasional berbasis komputer, 
 
SMP Ekakapti meminjam peralatan komputer SMK Muhammadiyah 
 
Wonosari dan melakukan simulasi ujian nasional berbasis komputer 
 
disana. Simulasi ini bertujuan agar kendala ABK saat ujian nasional dapat 
 
teratasi. Terkadang ada ABK yang berulah sampai komputernya 
 
mengalami kerusakan, oleh sebab itu, sekolah melakukan simulasi ujian 
 
nasional berbasis komputer. 
 
Penandatanganan nota kesepahaman ini sudah sesuai dengan sudah 
 
sesuai  dengan  Permendiknas  No.  70  Tahun  2009  Tentang  Pendidikan 
 
Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau 
 
Bakat Istimewa. Pasal 11 Ayat (5) yang menjelaskan bahwa: 
 
“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat 
bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan 
khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, 
rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia 
usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.” 
 
d. Penambahan Jam Belajar dan Pendampingan Khusus 
 
Permasalahan ABK yang sangat kompleks, tidak dapat begitu saja 
 
diatasi dengan hanya membuat sebuah kebijakan. Sekolah memiliki 
 
berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan ABK, baik 
 
masalah akademis, maupun masalah non akademis. Salah satu upaya yang 
 
dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi masalah akademis siswa adalah 
 
dengan penambahan jam belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. 
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Tambahan jam belajar ini dilakukan setelah pulang sekolah dengan 
penjadwalan kepada guru mata pelajaran. 
 
Penambahan jam belajar ini, disertai dengan pendampingan secara 
khusus di dalam kelas melalui pendekatan individual oleh guru dengan 
mengedepankan prinsip motivasi. Pendekatan individual mengharuskan 
guru memahami karakter, kemampuan, kekurangan serta perilaku siswa 
agar masalah siswa dalam pembelajaran dapat teratasi. Selain 
pendampingan oleh guru, juga dilakukan pendampingan teman sebaya, 
karena terkadang ada siswa yang lebih nyaman jika dijelaskan oleh 
temannya sendiri. 
 
Permasalahan siswa ABK bukan hanya dalam kegiatan belajar 
mengajar, akan tetapi juga dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis 
komputer dimana dengan ketunaan ABK yang beragam menyebabkan 
berbagai permasalahan, khususnya kerusakan komputer. Upaya mengatasi 
masalah ini dengan pendampingan secara khusus dan juga melakukan 
simulasi ujian nasional. 
 
Siswa dengan ketunaan tuna grahita yang sering mengganggu 
siswa lain saat kegiatan belajar mengajar, diatasi dengan memberikan 
tanggungjawab bagi siswa tersebut. Yaitu, menjadikannya sebagai ketua 
kelas agar merasa menjadi contoh bagi siswa lain, bertanggungjawab atas 
siswa di kelas tersebut dan bertugas dalam mengkondisikan kelas. 
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Permasalahan yang dialami siswa berkebutuhan khusus 
sebenarnya sudah ditangani dengan baik oleh sekolah. Dalam upaya 
tersebut, sekolah juga bekerja sama dengan orang tua /wali dari siswa 
berkebutuhan khusus. Sekolah memiliki kebijakan kunjungan siswa 
bermasalah dengan memberikan alokasi dana transportasi untuk guru 
kelas. Selain dengan mengunjungi siswa, sekolah juga selalu 
berkomunikasi dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus. Orang tua 
dari siswa tersebut justru sangat peduli kepada anaknya. Bahkan lebih 
peduli dari pada siswa yang dikatakan normal. 
 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam menyelesaikan 
permasalahan siswa berkebutuhan khusus tersebut sudah sesuai dengan 
amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009 terkait prinsip pembelajaran 
yang harus ada dalam pendidikan inklusif. Prinsip yang sudah 
dilaksanakan di SMP Ekakapti diantaranya adalah prinsip motivasi yang 
mengharuskan guru memberikan motivasi kepada siswa ABK, prinsip 
konteks yang mengharuskan guru mengenal siswa secara mendalam, 
prinsip keterarahan dimana guru harus mengembangkan strategi belajar 
yang tepat, dan prinsip individualisasi yang mengharuskan guru mengenal 
kemampuan, kekurangan serta kebutuhan siswa. 
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e. Peningkatan Keamanan Lingkungan Sekolah 
 
Peningkatan keamanan lingkungan sekolah, merupakan kebijakan 
sekolah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengaruh 
siswa dari luar sekolah. Sekolah mengimplementasikan kebijakan tersebut 
dengan cara mendayagunakan petugas keamanan sekolah (satpam). 
Sekolah melakukan penutupan gerbang sekolah yang dijaga oleh satpam 
saat istirahat agar siswa jajan di dalam lingkungan sekolah dan tidak 
terpengaruh kenakalan remaja. 
 
Kebijakan ini sudah diimplementasikan dengan baik, dimana tidak 
ada siswa yang berada di lingkungan sekolah saat jam istirahat 
berlangsung. Tentunya kebijakan ini dapat menekan kenakalan remaja 
berupa merokok di area lingkungan sekolah. Keberhasilan kebijakan ini, 
berkat upaya dari kepala sekolah dalam mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya peralatan sekolah. Kepala sekolah yang aktif 
dan cermat terhadap sumber daya yang dimiliki, akan dapat 
menyelesaikan permasalahannya sendiri. 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dimaknai bahwa sekolah 
memiliki kebijakan khusus dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam 
kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan sekolah merupakan kebijakan 
mikro yang harus ada pada masing-masing sekolah untuk mengatasi 
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berbagai permasalahan yang dihadapi. Sekolah yang baik adalah sekolah 
 
yang aktif dan selalu berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada hasil 
penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk 
memberikan pelayanan pendidikan yang tidak diskriminatif kepada siswa 
berkebutuhan khusus, sudah dilaksanakan dengan baik oleh SMP Ekakapti 
Karangmojo. Hasilnya ditunjukkan dengan adanya transformasi kebijakan 
pendidikan inklusif dari pemerintah kepada sekolah dilaksanakan melalui 
SK SPPI kepada sekolah, penunjukan guru pembimbing khusus dan 
pelatihan pendidikan inklusif dari dinas. SMP Ekakapti Karangmojo 
mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui penunjukan 
koordinator pendidikan inklusif, pemanfaatan SDM sekolah agar memiliki 
disposisi yang baik terhadap pendidikan inklusif, manajemen sumber daya 
keuangan inklusif, peningkatan sarana prasarana sekolah yang ramah 
ABK, kerja sama sekolah dengan berbagai pihak serta pembuatan 
kebijakan sekolah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini sudah sesuai dengan 
amanat PERMENDIKNAS No 70 tahun 2009. 
 
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP 
Ekakapti Karangmojo adalah: 
 
a. Pelatihan pengelolaan dan pelayanan pendidikan inklusif dari Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. 
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b. Disposisi/ keinginan SDM di sekolah yang menerima kebijakan 
pendidikan inklusif. 
 
c. Sumber dana inklusif, dana sukarela dan dana hibah dari berbagai 
pihak. 
 
d. Sumber daya peralatan dan akses sekolah yang ramah ABK. 
 
e. Kerja sama yang solid antar guru dalam menyelesaikan masalah ABK 
dan meningkatkan kemampuan pelayanan ABK. 
 
f. Kerja sama sekolah dengan berbagai pihak. 
 
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP 
Ekakapti Karangmojo adalah: 
 
a. Terbatasnya guru pembimbing khusus 
 
b. Intisari kebijakan inklusif yang belum dilaksanakan secara maksimal 
 
c. Minimnya sumber daya komputer untuk ujian nasional 
 
d. Berbagai permasalahan yang dialami siswa berkebutuhan khusus 
 
e. Lingkungan luar sekolah yang memberikan pengaruh negatif bagi 
siswa. 
 
4. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh sekolah melalui berbagai 
kebijakan sekolah, yaitu: 
 
a. Kebijakan pelatihan mandiri sekolah 
 
b. Kebijakan modifikasi kurikulum 
 
c. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan SMK 
Muhammadiyah Wonosari 
 
d. Penambahan jam belajar dan pendampingan khusus 
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e.  Peningkatan keamanan lingkungan sekolah 
 
B. Saran 
 
Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi, Kepala Sekolah 
SMP Ekakapti Karangmojo perlu: 
 
1. Menambah GPK secara mandiri tanpa menunggu dari Dinas, yaitu melalui 
perekrutan GPK secara mandiri dari sekolah. 
 
2. Menunjuk ulang koordinator pendidikan inklusif agar tugas dan 
tanggungjawabnya menjadi lebih jelas. 
 
3. Meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. 
 
4. Meningkatkan pelayanan dan perhatian kepada siswa berkebutuhan 
khusus. 
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194 
 
 
 
 
Lampiran 1.Pedoman Observasi 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
 
1. Terhadap situasi sekolah SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul 
 
a. Profil sekolah 
 
b. Lingkungan sekolah 
 
c. Kultur sekolah yang dibangun 
 
2. Terhadap kegiatan belajar mengajar 
 
a. Suasana kegiatan belajar mengajar 
 
b. Motivasi dari guru 
 
3. Terhadap fasilitas sekolah 
 
a. Kondisi ruang kelas 
 
b. Sarana ruang khusus pembelajaran ABK dengan GPK 
 
c. Fasilitas pendukung kegiatan belajar anak berkebutuhan khusus 
 
d. Kondisi ruang kepala sekolah, guru dan karyawan 
 
e. Perpustakaan sekolah 
 
f. Fasilitas yang ada di sekolah 
 
4. Terhadap interaksi warga sekolah 
 
a. Interaksi kepala sekolah dengan guru dan karyawan 
 
b. Interaksi kepala sekolah dengan siswa 
 
c. Interaksi guru dengan siswa 
 
d. Interaksi siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
 
 
A. Bagi Kepala Sekolah SMP Ekakapti 
 
1. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusif? 
 
2. Sejak kapan sekolah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif? 
 
3. Apa tujuan sekolah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif? 
 
4. Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP 
Ekakapti? 
 
5. Apa peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
inklusif? 
 
6. Apa peran ibu sebagai koordinator pendidikan inklusif? 
 
7. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP 
Ekakapti? 
 
8. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi? 
 
9. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusif? 
 
10. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di 
SMP ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya? 
 
11. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan tercukupi? 
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12. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusif? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya? 
 
13. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk 
kongkritnya? 
 
14. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 
th 2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, 
dan sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan 
fragmentasi organisasi? Apa alasannya? 
 
15. Bagaimana usaha ibu dalam mengkoordinasi dan mendayagunakan 
sumber daya personal maupun sarana prasarana dalam pendidikan 
inklusif? 
 
16. Siapa saja sasaran peserta didik yang dapat sekolah di SMP Ekakapti? 
 
17. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut? 
 
18. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti? 
 
19. Bagaimana kerja sama sekolah dengan orang tua anak berkebutuhan 
khusus dalam upaya meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan 
khusus? 
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20. Bagaimana kerja sama sekolah dengan pihak lain dalam implementasi 
pendidikan inklusif dan apa saja bentuk kerjasamanya? 
 
21. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
22. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
23. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusif? 
 
24. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus? 
 
25. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusif terbaik di 
Gunung Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan? 
 
B. Bagi Guru Pembimbing Khusus 
 
1. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusif? 
 
2. Sejak kapan anda menjadi guru pembimbing khusus di SMP Ekakapti? 
 
3. Apa peran dan tugas utama guru pembimbing khusus? 
 
4. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti? 
 
5. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi? 
 
6. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusif? Bagaimana 
transformasi dan kejelasan kebijakan dari sekolah kepada GPK? 
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7. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di 
SMP ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya? 
 
8. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan? 
 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusif? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya? 
 
10. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk 
kongkritnya? 
 
11. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 
th 2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, 
dan sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan 
fragmentasi organisasi? Apa alasannya? 
 
12. Apa saja permasalahan yang anda alami dalam mendidik anak 
berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang 
ada? 
 
13. Bagaimana bentuk kerja sama GPK dengan guru kelas dalam mengatasi 
permasalahan proses pembelajaran? 
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14. Bagaimana assessment anak berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti? 
 
15. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut? 
 
16. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti dan bagaimana 
pengembangan kurikulumnya? 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
dengan skenario inklusif dan bagaimana prinsip pembelajarannya? 
 
18. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
19. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
20. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusif? 
 
21. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus? 
 
22. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusif terbaik di 
Gunung Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan? 
 
C. Bagi Guru Kelas 
 
1. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan  pendidikan inklusif? 
 
2. Sejak kapan anda menjadi guru? Sejak kapan SMP Ekakapti menjadi 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi? 
 
3. Apa peran dan tugas utama guru kelas terhadap ABK? 
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4. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Ekakapti? 
 
5. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi? 
 
6. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusif? Bagaimana 
transformasi dan kejelasan kebijakan dari sekolah kepada Guru Kelas? 
 
7. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di 
SMP ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya? 
 
8. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan? 
 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusif? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya? 
 
10. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk 
kongkritnya? 
 
11. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 
th 2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, 
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dan sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan 
fragmentasi organisasi? Apa alasannya? 
 
12. Apa saja permasalahan yang anda alami dalam mendidik anak 
berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang 
ada? 
 
13. Bagaimana bentuk kerja sama guru kelas dengan GPK dalam mengatasi 
permasalahan proses pembelajaran? 
 
14. Bagaimana assessment anak berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti? 
 
15. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut? 
 
16. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti dan bagaimana 
pengembangan kurikulumnya? 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
dengan skenario inklusif dan bagaimana prinsip pembelajarannya? 
 
18. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
19. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
 
20. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusif? 
 
21. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus? 
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22. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusif terbaik di 
Gunung Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan? 
 
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
 
1. Dokumen Tertulis 
 
a. Sejarah sekolah 
 
b. Visi dan misi sekolah 
 
c. Struktur organisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
 
d. Tenaga pendidikan dan kependidikan 
 
e. Siswa berkebutuhan dan siswa normal 
 
f. Kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusif 
 
2. Dokumen Foto 
 
a. Sarana dan prasarana sekolah 
 
b. Lingkungan sekolah 
 
c. Kegiatan pembelajaran 
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Lampiran 4. Catatan Lapangan 
 
CATATAN LAPANGAN 
 
 
Catatan Lapangan I 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Observasi awal, perkenalan dan izin melakukan penelitian. 
 
Sebelum membuat proposal skripsi, peneliti melakukan kegiatan pra observasi 
terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah yang menjadi tempat 
penelitian adalah SMP Ekakapti Karangmojo karena sekolah tersebut menjadi 
sekolah inklusi terbaik di kabupaten Gunung Kidul. Peneliti bertemu dengan 
koordinator pendidikan inklusi kemudian melakukan wawancara dan pencarian data 
sekunder kepada bagian tata usaha. Peneliti juga meminta izin untuk melakukan 
penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti. 
Hasilnya peneliti mendapatkan data tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan 
inklusi di sekolah dalam pembuatan kebijakan, guru, dan pembimbingan kepada 
ABK. Peneliti juga mendapat data sekunder terkait jumlah siswa, guru, sarana, dan 
prasarana. Sekolah memang sudah melaksanakan pendidikan inklusi sesuai dengan 
amanat PERMENDIKNAS. 
 
 
 
Catatan Lapangan II 
 
Hari/ Tanggal : Rabu, 1 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY 
 
Kegiatan 
 
: Pembuatan surat izin penelitian 
 
Setelah proposal skripsi peneliti mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 
skripsi, ketua jurusan dan wakil dekan 1 FIP UNY. Peneliti kemudian membuat surat 
izin penelitian dan menyerahkan proposal skripsi ke subbag pendidikan FIP UNY. 
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Catatan Lapangan III 
 
Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY 
 
Kegiatan 
 
: Pengambilan surat izin penelitian. 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil surat yang telah disahkan 
oleh Dekan FIP. Surat pengantar tersebut ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan terpadu Kabupaten Gunung Kidul. 
 
 
 
Catatan Lapangan IV 
 
Hari/ Tanggal : Jumat, 3 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
 
Kegiatan 
 
: Permohonan izin melakukan penelitian. 
 
Pagi itu sekitar pukul 09.00, peneliti mengajuan permohonan izin penelitian di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berbekal surat pengantar dari Fakultas. 
Peneliti mengikuti prosedur pembuatan izin penelitian dengan mengumpulkan 
proposal skripsi, foto copy KTM serta pengisian blangko. 
 
 
 
Catatan Lapangan V 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 6 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
 
Kegiatan 
 
: Pengambilan surat izin penelitian 
 
Setelah menunggu beberapa hari, peneliti mendapatkan surat izin penelitian yang 
telah disahkan oleh Bupati Gunung Kidul. Surat izin penelitian tersebut harus 
diserahkan kepada Kepala BAPPEDA Kab. Gunung Kidul, Kepala Badan 
KESBANGPOL Kab. Gunung Kidul, Kepala DISDIKPORA Kab. Gunung Kidul dan 
Kepala Sekolah SMP Ekakapti Karangmojo sebagai tembusan. 
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Catatan Lapangan VI 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 6 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: BAPPEDA, KESBANGPOL dan DISDIKPORA Kab. Gunung Kidul 
 
Kegiatan 
 
: Penyerahan tembusan surat izin penelitian 
 
Setelah surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diterima oleh 
peneliti, kemudian peneliti menyerahkan surat izin tersebut kepada dinas terkait yang 
tertera dalam surat tembusan. Surat izin penelitian tersebut diterima oleh bagian 
umum masing-masing dinas. 
 
 
 
Catatan Lapangan VII 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 6 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Penyerahan surat izin penelitian dan mengatur jadwal wawancara. 
 
Siang itu pukul 11.30, setelah menyerahkan tembusan surat izin penelitian, peneliti 
datang ke SMP Ekakapti Karangmojo dan langsung diterima oleh Ibu kepala Sekolah. 
Peneliti menyerahkan proposal skripsi kemudian berdiskusi terkait jadwal penelitian. 
 
 
 
Catatan Lapangan VIII 
 
Hari/ Tanggal : Selasa, 7 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Mencari data sekunder dan melakukan observasi 
 
Pagi itu pada pukul 09.00, peneliti datang ke SMP Ekakapti Karangmojo kemudian 
langsung diterima oleh bagian tata usaha. Hasilnya peneliti dapat menggali data 
sekunder terkait sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusi, tenaga pendidikan dan kependidikan serta kondisi 
siswa berkebutuhan khusus. Peneliti juga melakukan observasi situasi SMP Ekakapti, 
yaitu terkait lingkungan sekolah dan kultur sekolah yang dibangun. 
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Catatan Lapangan IX 
 
Hari/ Tanggal : Kamis, 9 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Mewawancarai kepala sekolah dan observasi interaksi warga sekolah 
 
Pagi itu pada pukul 08.00, peneliti kembali datang ke SMP Ekakapti Karangmojo 
karena sudah membuat janji dengan ibu kepala sekolah. Peneliti sudah menyiapkan 
25 pertanyaan, namun hasilnya peneliti hanya dapat mengajukan 20 pertanyaan 
dikarenakan ibu kepala sekolah harus menghadiri rapat. Setelah itu peneliti 
melakukan observasi terkait interaksi warga sekolah. 
 
 
 
Catatan Lapangan X 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 13 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Wawancara dengan kepala sekolah dan observasi sarana prasarana 
 
Pada pukul 10.00, peneliti datang ke SMP Ekakapti Karangmojo untuk melanjutkan 
wawancara dengan kepala sekolah, yaitu melanjutkan 5 pertanyaan yang tersisa. 
Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi sarana dan 
prasarana sekolah berpedoman dari data sekunder yang peneliti dapatkan dari bagian 
tata usaha. 
 
 
 
Catatan Lapangan XI 
 
Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Februari 2017. 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Wawancara dengan GPK dan observasi pendampingan ABK 
 
Pagi itu pada pukul 08.00, peneliti langsung diterima oleh kepala sekolah dan 
kemudian dihantarkan ke ruangan khusus ABK. Peneliti melakukan pengamatan 
terhadap pendampingan yang dilakukan oleh GPK terhadap ABK yang memiliki 
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masalah belajar. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan GPK terkait 
sekolah inklusi dan pendampingan ABK. 
 
 
 
Catatan Lapangan XII 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 20 Februari 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Wawancara dengan guru dan menggali data terkait kurikulum 
 
Pada pukul 09.00, peneliti datang ke SMP Ekakapti Karangmojo. Peneliti langsung 
diterima oleh wakil bagian kurikulum yang merupakan guru mata pelajaran IPA dan 
melakukan wawancara. Hasilnya peneliti mendapat data terkait kebijakan pendidikan 
inklusi, pembelajaran ABK dan terkait modifikasi kurikulum untuk ABK. 
 
 
 
Catatan Lapangan XIII 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Wawancara dengan guru mata pelajaran 
 
Setelah menunggu selama setengah jam, akhirnya peneliti bertemu dengan guru mata 
pelajaran yang sudah banyak mengikuti beberapa pelatihan, khususnya pelatihan di 
tingkat nasional. Hasilnya peneliti mendapatkan data terkait kebijakan pendidikan 
inklusi serta penanganan untuk siswa berkebutuhan khusus. 
 
 
 
Catatan Lapangan XIV 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 13 Maret 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Observasi KBM, pelayanan ABK dan dokumentasi. 
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Pagi itu pada pukul 09.00 saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, peneliti 
mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Peneliti mengamati kegiatan 
belajar mengajar yang sedang berlangsung, baik untuk siswa ABK maupun siswa 
normal. Pada saat itu, peneliti masuk di kelas yang terdapat siswi tuna rungu dan 
mendokumentasikan kegiatan belajarnya. 
 
 
 
Catatan Lapangan XV 
 
Hari/ Tanggal :Kamis, 16 Maret 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Observasi KBM, sarana khusus ABK dan interaksi warga sekolah 
 
Peneliti datang ke SMP Ekakapti Karangmojo sejak pukul 08.00. Kemudian peneliti 
dihantar ke ruang khusus untuk melakukan observasi peralatan khusus ABK seperti 
buku braile, alat musik, alat olahraga dan peneliti sedikit belajar terkait mengisi 
jawaban soal pilihan ganda dengan alat braile. Setelah itu, peneliti kembali masuk ke 
dalam kelas dengan guru yang berbeda dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
Peneliti masuk dalam kelas yang di dalamnya terdapat siswa tuna grahita ringan. 
Peneliti juga mengamati interaksi antara siswa ABK dengan siswa normal, siswa 
dengan guru, guru dengan kepala sekolah dan kepala sekolah dengan siswa. Peneliti 
berpartisipasi dalam pelayanan dan pembimbingan terhadap ABK tuna grahita. 
 
 
 
Catatan Lapangan XVI 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Maret 2017 
 
Tempat 
 
: SMP Ekakapti Karangmojo 
 
Kegiatan 
 
: Membuat surat keterangan sudah melakukan penelitian 
 
Setelah seluruh data dianggap jenuh, peneliti kemudian mengajukan surat keterangan 
sudah melakukan penelitian kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah 
melalui bagian tata usaha membuatkan surat tersebut. Kepala sekolah berpesan agar 
hasil penelitian skripsi diberikan kepada sekolah sebagai bahan perbaikan sekolah 
dalam kaitannya dengan pendidikan inklusi. 
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Lampiran 5. Hasil Observasi 
 
HASIL OBSERVASI 
 
No Komponen Hal yang diamati Keterangan 
    
1. Situasi Profil Sekolah Sekolah sudah memiliki profil berupa 
 Sekolah SMP  website dan nama sekolah di halaman 
 Ekakapti  depan. Visi misi dan struktur 
 Karangmojo  organisasi juga sudah terpasang di 
 Gunung Kidul  dekat kantor guru. 
    
  Lingkungan Sekolah berada di jalan Karangmojo- 
  Sekolah Wonosari dengan lalu lintas yang tidak 
   padat sehingga cukup kondusif untuk 
   lingkungan belajar. Sekolah juga 
   sudah memiliki zona penyeberangan 
   dan bekerja sama dengan kepolisian 
   untuk mengatur lalu lintas. 
    
  Kultur Sekolah Sekolah membangun karakter 
  yang Dibangun menerima dan menghargai semua 
   kekurangan orang lain. 
    
2. Kegiatan Suasana KBM Suasana KBM cukup kondusif bahkan 
 Belajar  dengan adanya siswa tuna grahita. 
 Mengajar  Guru sangat lihai dalam mengelola 
   kelas, dimana siswa tuna grahita 
   diberikan tanggungjawab sebagai 
   ketua kelas sehingga membantu guru 
   dalam proses pembelajaran dan tidak 
   mengganggu siswa yang lain. Pada 
   intinya, dalam pembelajaran 
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   pendidikan inklusif, guru memberikan 
   perlakuan khusus terhadap siswa 
   ABK. 
    
  Motivasi dari guru Guru memberikan motivasi kepada 
   ABK agar selalu belajar dan meraih 
   cita-cita. 
    
3. Fasilitas Kondisi Ruang Sekolah memiliki 12 ruangan kelas 
 Sekolah Kelas dengan meja dan kursi terbuat dari 
   kayu. Papan tulis sudah menggunakan 
   white board. Ruangan kelas belum 
   memiliki fasilitas LCD dan AC, 
   namun sudah memiliki fasilitas kipas 
   angin. 
    
  Kondisi Ruang Ruang khusus terletak di lantai 1 
  Khusus bagian sayap timur sekolah. Di dalam 
   ruang khusus terdapat perpustakaan 
   braile untuk siswa tuna netra. Di 
   ruangan sebesar 7x6 meter persegi ini 
   juga terdapat fasilitas olahraga dan alat 
   music untuk siswa ABK. 
    
  Fasilitas Pendukung Fasilitas yang mendukung kegiatan 
  KBM ABK belajar mengajar seperti perpustakaan 
   braile yang berisi buku, soal-soal ujian 
   nasional, Al-Qur’an, buku mata 
   pelajaran dan buku cerita untuk siswa 
   ABK. Sekolah juga memiliki fasilitas 
   olahraga untuk siswa berkebutuhan 
   khusus, yaitu treadmill dan sepeda 
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   statis. Kemudian untuk siswa low 
   vision, sekolah telah memiliki media 
   pembelajaran berupa pembesaran 
   huruf yang tersimpan di dalam laptop. 
   Untuk siswa ABK yang memiliki 
   bakat di dalam music, sekolah sudah 
   memiliki 4 buah gitar akustik dan 2 
   alat music keyboard. 
    
  Ruang Kepala Ruang kepala sekolah berada di 
  Sekolah dan Ruang sebelah timur ruang tata usaha yang 
  Guru menjadi penyekat antara ruang kepala 
   sekolah dengan ruang guru. Ruang 
   kepala sekolah berisi meja kursi untuk 
   menerima tamu, piala prestasi siswa 
   dan ruang kerja kepala sekolah. Ruang 
   guru memiliki ukuran yang cukup luas 
   dengan meja kursi guru yang berjejer 
   rapi. 
    
  Perpustakaan Sekolah sudah memiliki fasilitas 
   perpustakaan yang dapat diakses oleh 
   siswa berkebutuhan khusus. Bagi 
   siswa tuna netra, sekolah telah 
   memiliki perpustakaan braile. 
    
  Fasilitas Sekolah Fasilitas sekolah sudah ramah terhadap 
  yang lain. ABK, artinya seluruh siswa dengan 
   segala ketunaannya sudah dapat 
   mengakses seluruh fasilitas sekolah. 
   Karena sekolah telah membuat 
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   boarding block dan pembrailan 
   ruangan yang memudahkan siswa tuna 
   netra. Sekolah juga telah mendesain 
   lantai agar landai dan memudahkan 
   bagi siswa tuna daksa dan tuna netra. 
    
4. Interaksi Interaksi Kepala Interaksi guru dengan kepala sekolah 
 Warga Sekolah dengan sangat baik, kepala sekolah menjadi 
 Sekolah Guru pendengar yang baik terhadap 
   permasalahan yang dihadapi guru. 
   Guru juga sangat menghargai kepala 
   sekolah. 
    
  Interaksi Kepala Kepala sekolah sangat peduli dengan 
  Sekolah dengan siswa, apalagi ABK. Terhadap siswa 
  Siswa tuna grahita yang nakal, kepala 
   sekolah menjadi seseorang yang 
   disegani oleh siswa. Siswa hormat dan 
   patuh terhadap kepala sekolah. 
    
  Interaksi Guru Guru sangat menyayangi siswa, 
  dengan Siswa terlihat dari kedekatan guru dengan 
   siswa saat berlangsungnya KBM 
   maupun saat jam istirahat. 
    
  Interaksi siswa Tidak ada konflik antara siswa ABK 
  normal dengan dengan siswa normal. Bahkan terhadap 
  ABK siswa tuna grahita pun siswa normal 
   dapat menerima kelakuannya yang 
   terkadang menjengkelkan. 
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Lampiran 5. Hasil Observasi 
 
HASIL OBSERVASI 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara  
HASIL TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Kamis, 9 Februari 2017  
Pukul : 09.00  
Narasumber : ED  
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Ekakapti Karangmojo 
 
1. Apa yang ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?  
Inklusi adalah sistem kebijakan di bidang pendidikan tentunya ya mas, dimana 
sekolah tidak melakukan diskriminasi terhadap ABK dan sekolah 
menyelenggarakan sistem pendidikan dimana ABK jadi 1 dengan anak regular, 
belajar dengan anak normal di kelas regular. 
 
Refleksi  peneliti  :  Kebijakan  pendidikan  inklusi  adalah  sistem  kebijakan 
 
dimana sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan tanpa 
adanya diskriminasi antara siswa normal dengan siswa 
berkebutuhan 
 
2. Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?  
Sudah lama, dulu sekolah terpadu sebelum ditetapkan SK, sekolah sudah 
menerima sejak tahun 1990. Kemudian ada SK SPPI tahun 2003.  
Refleksi peneliti : Sekolah sudah menerima ABK sejak tahun 1990, dimana 
dahulunya merupakan Sekolah terpadu. Kemudian ditetapkan SK 
SPPI tahun 2003 dan barulah menjadi sekolah inklusi.  
3. Apa tujuan sekolah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi?  
Supaya pandangan masyarakat terhadap ABK itu menjadi baik, karena selama 
ini baik siswa maupun orang tua yang menyekolahkan di SLB itu kan merasa 
minder dan sekolah mencoba memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk 
dapat sekolah di sekolah regular. Sebenarnya manusia itu kan sama dihadapan 
tuhan, yang membedakan itu kan amalnya, tidak mengenal ketunaan anak, kita 
sebagai stakeholder sekolah berupa untuk tidak diskriminasi terhadap seluruh 
siswa. 
 
Refleksi peneliti : Tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi adalah agar 
masyarakat tidak minder untuk memberikan bekal pendidikan bagi 
putra/putrinya yang berkebutuhan khusus. Sekolah juga bertujuan 
untuk tidak diskriminasi kepada siswa, baik yang memiliki ketunaan 
maupun siswa normal. 
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4. Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP 
Ekakapti?  
Setelah ada penunjukan dari Dinas berupa SK SPPI, kemudian memberikan 
guru pembimbing khusus dan alokasi dana khusus untuk ABK. Jadi sebenarnya 
sama saja mas penunjukan itu, karena kita sudah menerima ABK sejak lama, 
yang membedakan hanya adanya GPK dari dinas dan dana khusus ABK.  
Kemudian Dinas mewajibkan perombakan kurikulum untuk ABK dan sekarang 
kita sudah memiliki kurikulum modifikasi. Misalnya dalam RPP untuk kelas 
yang memiliki ABK dalam kolom bawah itu ada penanganan khusus untuk 
siswa ABK. Kemudian kepala sekolah dan guru diberikan diklat dan seminar 
terkai pendidikan inklusi, kurikulum dan pengajaran.  
Disamping itu juga ada komunikasi yang baik dari dinas. Sering ada sarasehan 
dan pemikiran dari sekolah inklusi yang sudah lama menerima anak 
berkebutuhan untuk menjingkatkan sekolah inklusi. Dinas mengundang kepala 
sekolah dalam upaya meningkatkan pendidikan inklusi, kalau dari sekolah saya 
kemarin saya mengusulkan untuk penambahan jam dari GPK agar bisa 1 
minggu full berada di sekolah. Khususnya masalah braile kan masih ada guru 
yang belum memahami. Agar pemerintah memberi jam penuh untuk ABK 
berada di sekolah.  
Refleksi peneliti : Proses implementasi dimulai dari penunjukan Dinas kepada 
sekolah untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. 
Kemudian Dinas menunjuk GPK dan mengalokasikan dana khusus 
inklusi. Setelah itu, Dinas merekomendasikan untuk melakukan 
perombakan kurikulum, agar sekolah memiliki kurikulum 
modifikasi. Untuk peningkatan tenaga kependidikan sekolah, pihak 
Dinas sering melakukan pelatihan terkait pendidikan inklusi, 
kurikulun dan pengajaran untuk guru dan kepala sekolah. Dinas juga 
aktif dalam komunikasi dengan sekolah dalam upaya meningkatkan 
kualitas dan kinerja sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. 
 
5. Apa peran kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi? 
Menjebatani antara masyarakat yang memiliki ABK untuk menerima ABK di 
sekolah. Apapun keadaan siswanya jikalau masih bisa diatasi untuk menerima 
ABK, dengan ketunaan siswa A,B,C kan masih bisa diatasi mas oleh sekolah 
Inklusi. Kemudian juga menjalankan kebijakan inklusi agar setiap anak dapat 
mengenyam pendidikan.  
Membuat keputusan dan kebijakan terkait anak berkebutuhan khusus, misalnya 
kemarin ada siswi yang mendapat pelecehan sesksual yang mencoreng nama 
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sekolah, saya masih dapat memaklumi karena siswi tersebut merupakan siswa 
berkebutuhan khusus. Sekarang sedang dipulihkan mentalnya di pondok 
pesantren dan untuk pembelajarannya menggunakan pembelajaran jarak jauh 
karena orangtuanya mau bekerjasama dengan kita dalam mengantar materi 
sekolah hari ini misalnya, dan pekerjaan rumah serta tesnya. Ini satu beban bagi 
saya mas sebagai pemangku kebijakan, karena saya mendapat tekanan dari guru 
yang merasa tercoreng nama sekolahnya, tapi bagi saya ini adalah bentuk 
pengabdian saya kepada masyarakat agar siswa tersebut dapat lulus SMP karena 
sebentar lagi ujian. Saya merepresentasikan itu jika anak saya yang mengalami 
gimana. 
 
Refleksi peneliti : Kepala sekolah berperan dalam menjebatani antara 
masyarakat yang memiliki ABK untuk dapat sekolah di SMP 
Ekakapti. Apapun keadaan siswanya jikalau masih memiliki ketunaan 
jenis A,B dan C maka sekolah masih menerima. Kemudian juga 
menjalankan kebijakan inklusi agar setiap anak dapat mengenyam 
pendidikan. Dan membuat keputusan dan kebijakan terkait anak 
berkebutuhan khusus 
 
6. Apa peran ibu sebagai koordinator pendidikan inklusi?  
Sebenarnya saya ini kan kepala sekolah baru mas. Karena kepala sekolah yang 
lama bertugas di dinas kabupaten. Kemudian untuk koordinator pendidikan 
inklusi yang kemarin kan saya. Karena ini ada pergantian kepala sekolah dan 
yayasan menunjuk saya maka kami belum menjunjuk koordinator pendidikan 
inklusi. Ini kenapa, karena dari teman-teman guru merasa bahwa tidak perlu 
menunjuk koordinator baru, karena pendidikan inklusi nya sudah berjalan 
dengan baik.  
Kalau untuk peran saya sebagai koordinator pendidikan inklusi adalah dalam 
hal assesmen anak berkebutuhan khusus, ketika guru mengidentifikasi ada anak 
yang diindikasi memiliki kebutuhan khusus maka data anak dikumpulkan 
kepada saya lalu kita serahkan dan kita mendampingi GPK dalam assesmennya. 
Kemudian ketika ada anak berkebutuhan yang bermasalah dalam kelas atau 
dalam sekolah, saya mengidentifikasi anak tersebut lalu saya bekerjasama 
dengan guru kelas untuk melakukan kunjungan kepada anak tersebut.  
Kemudian dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kita selalu melakukan 
komunikasi dengan dinas, jadi selama ini ketika dinas ada sisa dana, mereka 
selalu menghubungi kita agar kita membuat proposal permohonan dana kepada 
mereka. Dan alhamdulillah tidak pernah mendapatkan penolakan. Contohnya 
ada alat olahraga, alat musik dll. 
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Dinas selalu berkomunikasi dengan sekolah dalam hal pemberian bantuan, 
misalnya kemarin ada bantuan dari luar negeri untuk pembuatan boarding blok 
bagi anak tuna netra, pelandaian lantai untuk siswa disable. Dinas memberikan 
informasi untuk sekolah. 
 
Refleksi peneliti : Karena ada pergantian kepala sekolah dan yang menjadi 
koordinator pendidikan inklusi sekarang menjadi kepala sekolah, 
maka belum ada koordinator pendidikan inklusi yang baru. 
Disamping itu, kepala sekolah juga dianggap mampu memegang 2 
jabatan oleh teman-teman guru, maka tidak dilakukan penunjukan 
koordinator pendidikan inklusi. Koordinator berperan dalam 
assesmen ABK, setelah guru mengidentifikasi kekurangan siswa, 
kemudian data siswa diberikan kepada Koordinator untuk kemudian 
dilakukan assesmen dengan GPK. Koordinator juga bertugas dalam 
menyelesaikan permasalahan anak berkebutuhan khusus dan dalam 
mengusahakan bantuan baik berupa sarana-prasarana maupun dana 
untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. 
 
7. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti? 
Dinas Provinsi berperan dalam alokasi dana dari BOS dan dalam pemberian 
pelatihan-pelatihan. Kalau untuk Dinas Kabupaten berperan dalam assesmen 
untuk ujian nasional.  
Refleksi peneliti : Dinas Provinsi berperan dalam alokasi dana dari BOS dan 
dalam pemberian pelatihan-pelatihan. Kalau untuk Dinas Kabupaten 
berperan dalam assesmen untuk ujian nasional. 
 
8. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi?  
Kebijakan pendidikan inklusi disampaikan dengan jelas melalui SK SPPI dan 
penunjukan GPK. Dan kami tidak banyak persiapan terkait hal itu karena 
memang sudah pengalaman dalam menangani ABK. Kemudian Dinas juga 
tidak diam saja, dengan cara melakukan berbagai pelatihan kepada seluruh 
tenaga kependidikan mas. Lalu untuk alokasi dana juga ada dana khusus ABK 
dan tentunya kita selalu diajak berkomunikasi dalam peningkatan kualitas 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.  
Refleksi peneliti :.  Kebijakan  pendidikan  inklusi  ditransformasikan  dengan 
jelas melalui SK SPPI dan penunjukan GPK. Kemudian Dinas juga 
memberikan berbagai pelatihan kepada seluruh tenaga kependidikan. 
Lalu untuk alokasi dana juga ada dana khusus ABK dan tentunya 
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kita selalu diajak berkomunikasi dalam peningkatan kualitas sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusi. 
 
9. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi?  
Kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan setting inklusi ini dengan cara 
memodifikasi kurikulum. Kurikulum KTSP kita rubah dengan penambahan 
penanganan untuk ABK. Kemudian sekolah melakukan pendampingan siswa 
ABK dengan penambahan jam belajar. Dan ini sudah kita jadwalkan untuk 
guru-gurunya. Lalu terkait ABK yang bermasalah kita adakan kunjungan 
kepada siswa berkebutuhan khusus dengan sekolah memberikan alokasi dana 
transportasi untuk guru.  
Refleksi peneliti :. Kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan setting inklusi 
ini dengan cara memodifikasi kurikulum. Kurikulum KTSP kita 
rubah dengan penambahan penanganan untuk ABK. Kemudian 
sekolah melakukan pendampingan siswa ABK dengan penambahan 
jam belajar yang sudah dijadwalkan untuk guru-gurunya. Lalu 
terkait ABK yang bermasalah diadakan kunjungan kepada siswa 
berkebutuhan khusus dengan sekolah memberikan alokasi dana 
transportasi untuk guru. 
 
10. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di SMP 
ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya?  
Kalau untuk guru regular sudah kompeten dan memenuhi standar kompetensi 
guru karena sudah bergelar sarjana dan beberapa sudah mengikuti pelatihan dari 
Dinas, sudah 80%, hanya saja untuk guru seni rupa batik itu masih D3.  
Refleksi peneliti :. Guru regular sudah kompeten dan memenuhi standar 
kompetensi guru karena sudah bergelar sarjana dan sudah 80% guru 
mendapatkan pelatihan dari Dinas, hanya saja untuk guru seni rupa 
batik itu masih bergelar D3. 
 
11. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan tercukupi?  
BOS, dana sukarela dan BOSDA Provinsi untuk operasional dan pembayaran 
guru honorer. Sumangan sukarela dari orang tua setiap tahun 300 dapat 
diangsur, untuk siswa tidak mampu hanya 150.  
Dana juga untuk pengembangan ABK melalui pelatihan kerajin pembuatan 
bross, sapu dll. Untuk pemasarannya dibeli oleh guru-guru dan kemarin 
mengikuti pameran lifeskill. Lalu ada juga dana bos berupa beasiswa kepada 
seluruh ABK. Biasanya jumlah nya satu juta untuk setiap anak. Untuk dana 
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boss sendiri segala alokasi dananya sudah diatur dan dana nya juga turun 
selama 4 kali, tri wulan pertama 20%\,l triwulan kedua 40%, ketiga 20% dan 
terakhir 20%. 
 
Refleksi peneliti :. Sumber dana berasal dari BOS, dana sukarela dan BOSDA 
Provinsi untuk operasional dan pembayaran guru honorer. 
Sumangan sukarela dari orang tua setiap tahun sebesar 300 ribu dan 
dapat diangsur. Untuk siswa tidak mampu hanya 150. Dana tersebut 
juga untuk pengembangan ABK melalui pelatihan kerajin 
pembuatan bross, sapu dll. Untuk pemasarannya dibeli oleh guru-
guru dan kemarin mengikuti pameran lifeskill. Lalu ada juga dana 
bos berupa beasiswa kepada seluruh ABK. Biasanya jumlah nya satu 
juta untuk setiap anak. Untuk dana boss sendiri segala alokasi 
dananya sudah diatur dan dana nya juga turun selama 4 kali, tri 
wulan pertama 20%,l triwulan kedua 40%, ketiga 20% dan terakhir 
20%. 
 
12. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusi? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya?  
Sebenarnya untuk sarana bagi anak berkebutuhan khusus sudah memadai dan 
mencukupi mas selama ini, karena permasalahan sekolah selama ini tidak 
terkendala dari segi sarana dan prasarana, namun lebih kepada pembimbingan 
anak berkebutuhan khusus yang sangat beragam sekali masalahnya. Jadi untuk 
sarana dan prasarananya selama ini sudah cukup dan sudah menunjang untuk 
anak berkebutuhan khusus. Hanya saja terkait ujian nasional yang berbasis 
computer kita masih kekurangan fasilitas komputer. Kita sudah usahakan 
meminta bantuan ke Dinas namun mungkin untuk alokasi dananya yang sangat 
besar jadi belum ada tindak lanjut. 
 
Refleksi peneliti : Sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus sudah 
memadai dan mencukupi, karena permasalahan sekolah selama ini 
tidak terkendala dari segi sarana dan prasarana, namun lebih kepada 
pembimbingan  anak  berkebutuhan  khusus  yang  sangat  beragam 
sekali masalahnya. Jadi untuk sarana dan prasarananya selama ini 
sudah cukup dan sudah menunjang untuk anak berkebutuhan khusus. 
Hanya saja terkait ujian nasional yang berbasis computer kita masih 
kekurangan  fasilitas  komputer.  Kita  sudah  usahakan  meminta 
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bantuan ke Dinas namun mungkin untuk alokasi dananya yang 
sangat besar jadi belum ada tindak lanjut. 
 
13. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk kongkritnya? 
Selama ini seluruh guru menerima anak berkebutuhan khusus dan setting 
inklusi yang diterapkan, karna memang sudah komitmen lama dari sekolah 
untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Bentuk kongkritnya adalah setiap 
guru selalu memberikan pendampingan kepada seluruh anak dengan berbagai 
jenis dan bentuk permasalahannya. Kemudian dalam usaha meningkatkan 
kualitas sekolah inklusi ini, misalnya dalam perombakan kurikulum seluruh 
guru aktif dan antusias dalam pembuatan kurikulum modifikasinya.  
Refleksi peneliti: Selama ini seluruh guru menerima anak berkebutuhan khusus 
dan setting inklusi yang diterapkan, karna memang sudah komitmen 
lama dari sekolah untuk melayani anak berkebutuhan khusus. 
Bentuk kongkritnya adalah setiap guru selalu memberikan 
pendampingan kepada seluruh anak dengan berbagai jenis dan 
bentuk permasalahannya. Kemudian dalam usaha meningkatkan 
kualitas sekolah inklusi ini, misalnya dalam perombakan kurikulum 
seluruh guru aktif dan antusias dalam pembuatan kurikulum 
modifikasinya. 
 
14. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 th 
2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, dan 
sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan fragmentasi 
organisasi? Apa alasannya?  
Justru dengan dibentuknya koordinator pendidikan inklusi ini lebih 
memudahkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusinya. Dulu dibentuk karena 
bertujuan seperti ini. Sekarang karena sudah berjalan dan tidak mengalami 
kendala maka kita berjalan mengalir saja mas, saling membantu satu sama lain. 
Kita ini team, kita memang dipisahkan oleh tugas dan fungsi tetapi dalam 
pelaksanaannya kita tetap bekerja bersama-sama. 
 
Refleksi peneliti: Dengan dibentuknya koordinator pendidikan inklusi lebih 
memudahkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusinya. Dulu 
dibentuk karena bertujuan untuk kelancaran pendidikan inklusi. 
Sekarang karena sudah berjalan dan tidak mengalami kendala maka 
berjalan mengalir, saling membantu satu sama lain. SDM di sekolah 
adalah team, memang dipisahkan oleh tugas dan fungsi tetapi dalam 
pelaksanaannya kita tetap bekerja bersama-sama. 
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15. Bagaimana usaha ibu dalam mengkoordinasi dan mendayagunakan 
sumber daya personal maupun sarana prasarana dalam pendidikan 
inklusi?  
Dalam mendayagunakan seluruh sumber daya di sekolah yang paling penting 
saya lakukan adalah selalu memotivasi seluruh sumber daya manusia disini, 
baik dari guru, pegawai maupun siswanya. Terkadang ada guru yang 
mengeluhkan sikap ABK nya yang terkadang mengganggu proses belajar, saya 
sebagai manager ya memberikan motivasi dan dukungan moral kepada guru.  
Jadi yang paling penting dalam sumber daya manusia itu adalah keinginan, 
ketika semua SDM berkeinginan untuk maju bersama dalam pendidikan inklusi 
maka saya tidak perlu mengkoordinasi karena semua sudah memiliki tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing.  
Kalau untuk pendayagunaan sarana dan prasarana kita melalui perawatan dan 
pengecekan berkala mas. Kemudian untuk pembelian perlengkapan sekolah 
seperti pulpen, white board dan lain-lain saya selalu memantau pembeliannya 
dan saya mewajibkan untuk setiap pembelian itu harus selalu dibukukan. 
 
Lalu misalnya untuk alokasi dana untuk diklat yang membutuhkan biaya 
transportasi misalnya, setiap transportasi harus ada kwitansinya dan hasil dari 
diklat setiap guru harus melaporkan hasilnya kepada saya.  
Refleksi peneliti: Mendayagunakan seluruh sumber daya manusia di sekolah 
dengan cara memberikan memotivasi, baik kepada guru, pegawai 
maupun siswanya. Terkadang ada guru yang mengeluhkan sikap 
ABK nya yang terkadang mengganggu proses belajar, manager 
memberikan motivasi dan dukungan moral kepada guru. Yang 
paling penting dalam sumber daya manusia itu adalah keinginan, 
ketika semua SDM berkeinginan untuk maju bersama dalam 
pendidikan inklusi maka stakeholder tidak perlu mengkoordinasi 
karena semua sudah memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-
masing. Kalau untuk pendayagunaan sarana dan prasarana melalui 
perawatan dan pengecekan berkala. Kemudian diadakan monitoring 
dalam pembukuan segala jenis pengeluaran anggaran. 
 
16. Siapa saja sasaran peserta didik yang dapat sekolah di SMP Ekakapti? 
Kalau ketunaan kategori A,B dan C semua diterima tanpa melihat nem SD. 
Untuk ABK semua wajib ikut ujian nasional sesuai amanat dari bapak Baskoro 
Aji kepala dinas provinsi, karena pengalaman tahun kemaren itu sekolah 
menengah atas kesulitan menerima ABK Inklusi yang tidak mengikuti ujian 
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nasional, jadi untuk tahun ini apapun hasil assesmennya semua anak ABK wajib 
mengikuti ujian nasional. 
 
Refleksi peneliti: Siswa dengan ketunaan kategori A,B, dan C semua diterima 
tanpa melihat nem SD. Kemudian untuk seluruh ABK semua wajib 
ikut ujian nasional sesuai amanat dari bapak Baskoro Aji selaku 
kepala dinas provinsi, karena pengalaman tahun kemarin itu sekolah 
menengah atas kesulitan menerima ABK Inklusi yang tidak 
mengikuti ujian nasional, jadi untuk tahun ini apapun hasil 
assesmennya semua anak ABK wajib mengikuti ujian nasional. 
 
17. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut?  
Kendala ABK saat UNAS kan wajib memakai computer, jadi ada ABK yang 
berulah sampai rusak komputernya. Padahal kita UNAS kerjasama dengan 
SMK Muhammadiyah Wonosari. Lalu solusinya dengan cara pendampingan 
oleh guru untuk anak ABK saat ujian nasional. Dan juga melakukan simulasi 
ujian nasional. Lalu juga terkait masalah motivasi belajar rendah, ada yang 
jarang berangkat sekolah, ada siswa yang diperingatkan berkali kali untuk 
memasukkan baju tapi ngeyel. Solusinya dengan pendampingan, kunjungan dan 
pendekatan individu.  
Refleksi peneliti: Kendala ABK saat UNAS berbasis komputer, jadi ada ABK 
yang berulah sampai rusak komputernya. Padahal UNAS kerjasama 
dengan SMK Muhammadiyah Wonosari karena sekolah kekurangan 
komputer. Lalu solusinya dengan cara pendampingan oleh guru 
untuk anak ABK saat ujian nasional. Dan juga melakukan simulasi 
ujian nasional. Lalu juga terkait masalah motivasi belajar rendah, 
ada yang jarang berangkat sekolah, ada siswa yang diperingatkan 
berkali kali untuk memasukkan baju tapi ngeyel. Solusinya dengan 
pendampingan, kunjungan dan pendekatan individu. 
 
18. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP 
Ekakapti? Kurikulum KTSP yang sudah dimodifikasi.  
Refleksi peneliti: Kurikulum yang diterapkan adalah KTSP yang sudah 
dimodifikasi. 
 
19. Bagaimana kerja sama sekolah dengan orang tua anak berkebutuhan 
khusus dalam upaya meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan 
khusus?  
Saling berkomunikasi terkait masalah anak, nilai anak, ketertiban anak. 
Kunjungan siswa dalam menyelesaikan permasalahan ABK di sekolah. Bahkan 
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ada guru yang mengantarkan siswa ke rumah setiap hari karena ada siswa tuna 
grahita ringan yang pulang harus sama gurunya. Ini menjadi satu hal yang anda 
tanyakan tadi terkait hal nyata keinginan guru menerima siswa berkebutuhan 
khusus. 
 
Refleksi peneliti: Bentuk  kerjasama  dengan  berkomunikasi  terkait  masalah 
 
anak, nilai anak, ketertiban anak. Kunjungan siswa dalam 
menyelesaikan permasalahan ABK di sekolah. Bahkan ada guru 
yang mengantarkan siswa ke rumah setiap hari karena ada siswa 
tuna grahita ringan yang pulang harus sama gurunya. Ini menjadi 
satu hal yang anda tanyakan tadi terkait hal nyata keinginan guru 
menerima siswa berkebutuhan khusus. 
 
20. Bagaimana kerja sama sekolah dengan pihak lain dalam implementasi 
pendidikan inklusi dan apa saja bentuk kerjasamanya?  
Sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan SLB C 
wonosari dalam assesmen dan GPK. Bekerja sama dengan dokter dan GPK 
dalam pemeriksaan kesehatan mata siswa. Puskesmas dalam pemeriksaan 
kesehatan, tinggi badan, berat badan. Kemudian sekolah juga bekerja sama 
dengan Polsek dalam pengamanan jalan di pagi hari pada jam 06.00 - 07.15 
WIB dan setiap beberapa bulan kita berikan waktu untuk mengarahkan siswa 
saat upacara bendera, baik arahan dalam berkendara, larangan merokok, 
narkoba dll. Dan juga bekerjasama dengan SMK Muh Wonosari dalam ujian 
nasional, karena komputer sekolah belum mencukupi. Kemudian jelas ya mas 
dengan Dinas DIKPORA Provinsi dalam hal komunikasi segala arahan dan 
program dari Dinas baik terkait lowongan dana, pelatihan dan upaya 
peningkatan pendidikan inklusi. Kerja sama dengan Dinas Kabupaten dalam 
assesmen pra ujian nasional. Dan yang terakhir kita juga kerja sama dengan SD 
inklusi dan SD regular dalam penerimaan siswa baru.  
Refleksi peneliti: Sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya 
dengan SLB C wonosari dalam assesmen dan GPK. Bekerja sama 
dengan dokter dan GPK dalam pemeriksaan kesehatan mata siswa. 
Puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan, tinggi badan, berat badan. 
Kemudian  sekolah  juga  bekerja  sama  dengan  Polsek  dalam 
pengamanan jalan di pagi hari pada jam  06.00 - 07.15 WIB dan 
setiap beberapa bulan kita berikan waktu untuk mengarahkan siswa 
saat  upacara  bendera,  baik  arahan  dalam  berkendara,  larangan 
merokok,  narkoba  dll.  Dan  juga  bekerjasama  dengan  SMK  Muh 
Wonosari  dalam  ujian  nasional,  karena  komputer  sekolah  belum 
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mencukupi. Kemudian jelas ya mas dengan Dinas DIKPORA 
Provinsi dalam hal komunikasi segala arahan dan program dari Dinas 
baik terkait lowongan dana, pelatihan dan upaya peningkatan 
pendidikan inklusi. Kerja sama dengan Dinas Kabupaten dalam 
assesmen pra ujian nasional. Dan yang terakhir kita juga kerja sama 
dengan SD inklusi dan SD regular dalam penerimaan siswa baru 
 
21. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Guru2 sudah berangsur angsur mendapatkan pelatihan sehingga kompetensi 
guru yang sudah terlatih sangat mendukung keberhasilan dari implementasi 
pendidikan inklusi. Kemauan dari para guru untuk membina anak berkebutuhan 
khusus. Pendanaan dari dana boss, usulan beasiswa untuk ABK, sumbangan 
sukarela dari siswa dan tentunya kerjasama dengan berbagai pihak.  
Refleksi peneliti: Guru2 sudah berangsur angsur mendapatkan pelatihan 
sehingga kompetensi guru yang sudah terlatih sangat mendukung 
keberhasilan dari implementasi pendidikan inklusi. Kemauan dari 
para guru untuk membina anak berkebutuhan khusus. Pendanaan dari 
dana boss, usulan beasiswa untuk ABK, sumbangan sukarela dari 
siswa dan tentunya kerjasama dengan berbagai pihak. 
 
22. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Waktu dari GPK di sekolah masih sangat minim yang hanya satu kali dalam 
satu minggu. Disamping itu, sekolah hanya mendapatkan satu GPK dari dinas 
dan itu sangat kurang sehingga guru mapel harus bekerja ekstra keras dalam 
membimbing dan menyelesaikan berbagai masalah ABK.  
Masih belum semua guru menerima pelatihan-pelatihan dari Dinas karena 
managemen dari kepala sekolah sebelumnya masih kurang baik menurut saya. 
Baru 80%. Saat ada pelatihan, rekomendasi dari kepala sekolahyang dulu itu 
hanya ditunjukkan pada guru yang mengajarnya tidak banyak agar tidak 
mengganggu pelajaran di kelas. Sehingga ada guru yg belum mendapat diklat 
langsung.  
Refleksi  peneliti:  Waktu  membimbing  dari  GPK  di  sekolah  masih  sangat 
minim  yang  hanya  satu  kali  dalam  satu  minggu.  Disamping  itu, 
sekolah  hanya  mendapatkan  satu  GPK  dari  dinas  dan  itu  sangat 
kurang  sehingga  guru  mapel  harus  bekerja  ekstra  keras  dalam 
membimbing  dan  menyelesaikan  berbagai  masalah  ABK.  Masih 
belum semua guru menerima pelatihan-pelatihan dari Dinas karena 
managemen dari kepala sekolah sebelumnya masih kurang baik. Baru 
80% guru yang sudah mendapaat pelatihan karena rekomendasi dari 
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kepala sekolah sebelumnya hanya ditunjukkan pada guru yang tidak 
banyak mengajar agar tidak mengganggu pelajaran di kelas. Sehingga 
ada guru yg belum mendapat diklat langsung. 
 
23. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusi?  
Selalu aktif dalam usulan kepada Dinas untuk penambahan guru ABK dan 
alokasi guru ABK. Koordinasi diklat secara pribadi oleh sekolah dari guru yang 
sudah mendapatkan diklat. Sharing dengan guru pendamping khusus. GPK 
melakukan simulasi dalam mengajar siswa tuna rungu, guru GPK mengajak 
siswa tunarungu dari SLB, kemudian memberikan pelatihan kepada guru cara 
mengajar siswa berkebutuhan khusus. GPK mendiklat guru-guru di sini.  
Refleksi peneliti: Selalu aktif dalam usulan kepada Dinas untuk penambahan 
guru ABK dan alokasi guru ABK. Jika tidak mendapatkan tanggapan 
pihak sekolah secara pribadi mendiklat guru yang belum 
mendapatkan pelatihan oleh guru yang sudah dilatih oleh Dinas. Juga 
dengan cara bertukar pengalaman dan pendapat dengan guru 
pendamping khusus. GPK melakukan simulasi dalam mengajar siswa 
tuna rungu, guru GPK mengajak siswa tunarungu dari SLB, 
kemudian memberikan pelatihan kepada guru cara mengajar siswa 
berkebutuhan khusus. 
 
24. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusi dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus?  
Untuk prestasi di tahun 2014 adalah menjadi SPPI terbaik di Gunung Kidul, ini 
yang tingkat sekolah ya mas. Kalau prestasi guru, saya kemarin juara 1 lomba 
tenis meja antar guru di tingkat provinsi. Lalu untu siswa tahun kemarin juara 
Reog yang di dalamnya juga ada siswa ABK. Untuk siswa tuna rungu tahun 
2015 mendapatkan nilai UNAS Bahasa Indonesia tertinggi, dan kemarin ada 
siswa tuna netra yang juara menyanyi dalam festifal lomba ABK di Provinsi.  
Refleksi peneliti: Sekolah menjadi SPPI terbaik di Gunung Kidul pada tahun 
2014. Koordinator pendidikan inklusi berprestasi sebagai juara 1 
lomba tenis meja antar guru di tingkat provinsi. Lalu untu siswa tahun 
2015 juara REOG tingkat kecamatan, yang di dalamnya juga ada 
siswa ABK. Untuk siswa tuna rungu tahun 2015 mendapatkan nilai 
UNAS Bahasa Indonesia tertinggi, dan kemarin ada siswa tuna netra 
yang juara menyanyi dalam festifal lomba ABK di Provinsi. 
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25. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusi terbaik di Gunung 
Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan?  
Selalu merasa blm maksimal agar menjadi semangat dalam meningkatkan 
pelayanan ABK.  
Refleksi peneliti: Sekolah selalu merasa belum maksimal dalam pelayanan 
sehingga menjadi motivasi untuk terus menjadi SPPI yang baik. 
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Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Februari 2017  
Pukul : 11.00  
Narasumber : AR  
Jabatan : GPK SMP Ekakapti Karangmojo  
1. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?  
Pendidikan inklusi adalah pendidikan anti diskriminasi kepada seluruh anak 
baik siswa ABK maupun siswa regular. Jadi kalau kebijakan pendidikan inklusi 
berarti system kebijakan yang ramah terhadap ABK dan tidak ada diskriminasi 
tentunya kepada ABK. ABK dapat sekolah dan mendapat perlakuan sama di 
sekolah regular.  
Refleksi peneliti: Kebijakan pendidikan inklusi berarti system kebijakan yang 
ramah terhadap ABK dan tidak ada diskriminasi tentunya kepada 
ABK. ABK dapat sekolah dan mendapat perlakuan sama di sekolah 
regular. 
 
2. Sejak kapan anda menjadi guru pembimbing khusus di SMP 
Ekakapti? Sejak ditetapkan SK SPPI di sekolah ini mas. Tahun 2003.  
Refleksi peneliti: Sejak ditetapkan SK SPPI di sekolah pada tahun 2003  
3. Apa peran dan tugas utama guru pembimbing khusus?  
Tugas utama adalah membimbing, mendampingi dan memberikan layanan 
khusus bagi ABK di kelas yang memiliki masalah. Saya beruntung di sini 
karena mayoritas guru sudah mendapat pelatihan dari Dinas terkait ABK jadi 
tidak terlalu banyak masalah ABK disini terkait pembelajaran. Kemudian saya 
juga bertugas dalam melakukan assesmen ABK serta memberikan catatan 
khusus dari masing-masing ABK untuk memudahkan guru mengenali siswanya. 
Kemudian saya bekerja sama dengan kepala sekolah melakukan koordinasi 
antara sekolah dengan orang tua ABK yang bermasalah. Adaptasi media 
misalnya kegiatan mengalih hurufkan dari huruf braille ke huruf visual, atau 
sebaliknya, serta memperbesar ukuran huruf untuk anak low vision. 
 
Refleksi peneliti: Tugas utama adalah membimbing, mendampingi dan 
memberikan layanan khusus bagi ABK di kelas yang memiliki 
masalah. Melakukan assesmen dan memberi catatan khusus terhadap 
ABK serta adaptasi media pembelajaran.  
4. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti? 
Peran Dinas dalam pemberian pelatihan bagi guru mata pelajaran dan itu sangat 
membantu sekali, karena mendidik ABK itu bukan serta merta menjadi 
tanggungjawab GPK saja, tapi ini juga menjadi tanggungjawab guru mata 
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pelajaran. Karena saya di sini juga hanya 1 hari mas. Kalau dinas kabupaten 
kita kerja sama dalam assesmen sebelum ujian nasional. 
 
Refleksi peneliti: Dinas Provinsi berperan dalam pemberian pelatihan kepada 
para guru. Dinas Kabupaten berperan dalam assesmen sebelum ujian 
nasional. 
 
5. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi? 
Kejelasannya sudah cukup jelas dalam penunjukan GPK untuk sekolah inklusi, 
dan Dinas tidak hanya diam saja, mereka juga bertanggungjawab membina guru 
melalui pelatihan-pelatihan.  
Refleksi peneliti: Transformasi kebijakan sudah sangat jelas melalui 
penunjukan GPK dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 
guru.  
6. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi? Bagaimana 
transformasi dan kejelasan kebijakan dari sekolah kepada GPK? 
Kebijakannya dalam pembuatan kurikulum yang kemarin sudah melibatkan 
saya juga sebagai GPK. Dan sekarang KTSP modifikasi sudah diterapkan di 
sekolah ini.  
Refleksi peneliti: Kebijakan terkait modifikasi kurikulum KTSP yang sekarang 
sudah diimplementasikan.  
7. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di SMP 
ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya?  
Sesuai pendidikannya sudah relevan mas, dalam kaitannya dengan pendidikan 
inklusi juga sudah mayoritas mendapatkan pelatihan dari Dinas. Kemarin bagi 
guru yang belum mendapatkan pelatihan kita sering sharing dan berbagi ilmu 
untuk memberikan pelayanan bagi siswa ABK.  
Refleksi peneliti: SDM sudah relevan dengan pendidikannya dan sesuai dengan 
kompetensinya. Mayoritas SDM sudah mendapatkan pelatihan dari 
Dinas dan yang belum mendapatkan pelatihan dari Dinas berbagi 
ilmu dengan guru yang sudah dilatih dan dengan GPK. 
 
8. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan?  
Sumber dana berasal dari dana BOS dan BOSDA Provinsi dan juga dana 
sukarela dari siswa, kalau tidak salah jumlahnya 300 ribu setiap tahunnya. 
Kalau untuk alokasi dana saya kurang paham mas karena bukan menjadi 
wewenang saya sebagai GPK. 
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Refleksi peneliti: Sumber dana berasal dari dana BOS dan BOSDA 
Provinsi serta dari sumbangan sukarela sebesar 300 ribu setiap 
tahun. 
 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusi? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya?  
Kalau terkait sarana prasarana jelas tergantung dari jenis ketunaan siswanya ya 
mas. Mayoritas siswa disini adalah siswa lambat belajar dan tuna grahita ringan. 
Jadi untuk sarana tidak terlalu penting, hanya perlu bimbingan yang ekstra. 
Kalau untuk siswa tuna netra disini sudah ada buku braile dan pembrailan LKS 
bagi siswa netra sama ada pembrailan nama ruangan. Kemudian untuk tuna 
rungu itu mungkin yang perlu adalah alat bantu pendengaran ini sekolah belum 
punya. Beberapa tahun yang lalu siswa tuna rungu sudah memiliki alat bantu 
pendengaran sendiri, kalau sekarang belum memiliki. Tapi sebenarnya itu 
bukan menjadi sebuah masalah karena guru mata pelajaran yang mendidik dia 
di kelas sudah mendapat pelatihan cara mengajar, salah satunya dengan mimic 
mulut yang jelas dalam melafaskan kata-kata. Kemudian siswa tuna rungu 
tersebut kita dudukkan di depan dan kita bimbing secara khusus. Untuk tuna 
daksa sudah ramah juga fasilitasnya karena beberapa jalan sudah dibuat landai 
untuk tuna daksa. 
 
Refleksi peneliti: Sarana inklusi tergantung dari jenis ketunaan. Untuk tuna 
grahita dan lambat belajar tidak memerlukan banyak sarana. Untuk 
tuna netra dilakukan pengalihan huruf visual ke huruf braile. Untuk 
tuna rungu memerlukan alat bantu pendengaran dan sekolah belum 
memiliki. Fasilitas tuna rungu diatasi dengan pembelajaran yang 
ramah anak tuna rungu, yaitu dengan penyampaian yang jelas dengan 
bahasa isyarat, pendampingan khusus dan siswa tuna rungu diberikan 
tempat duduk di depan. Untuk fasilitas tuna daksa sudah ramah 
dengan pelandaian lantai sekolah. 
 
10. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk kongkritnya? 
Keinginannya tinggi ya mas, dibuktikan dengan antusiasme guru untuk lebih 
memahami cara mendidik ABK. Kemarin saya buat simulasi dalam mengajar 
siswa tuna rungu, saya datangkan siswa tuna rungu dari SLB untuk memotivasi 
siswa tuna rungu di sekolah ini dan juga memberikan pengetahuan kepada guru 
dalam mendidik siswa tuna rungu. Semua guru antusias dalam mengikuti 
kegiatannya. 
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Refleksi peneliti: Guru memiliki keinginannya yang tinggi, dibuktikan dengan 
antusiasme guru untuk lebih memahami cara mendidik ABK melalui 
beberapa pelatihan dan simulasi. 
 
11. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 th 
2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, dan 
sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan fragmentasi 
organisasi? Apa alasannya?  
Justru dengan adanya koordinator ini membantu dalam mengurusi kebijakan 
inklusinya mas. Jadi walaupun terkotak-kotak tapi menjadi jelas 
tanggungjawabnya.  
Refleksi peneliti: Dengan adanya koordinator SPPI membantu sekolah 
manajemen kebijakan inklusi. Walaupun terkotak-kotak namun 
menjadi jelas tanggungjawabnya.  
12. Apa saja permasalahan yang anda alami dalam mendidik anak 
berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang 
ada?  
Permasalahan Alhamdulillah tidak ada masalah mas, hanya saja untuk siswa 
grahita ringan kan kelakuannya bermacam-macam. Mungkin masalahnya dalam 
mengendalikan mereka agar tidak mengganggu siswa yang lain, yaitu dengan 
pendekatan secara individual.  
Refleksi peneliti: Permasalahan siswa tuna grahita yang mengganggu kegiatan 
belajar mengajar. Masalah ini diatasi dengan pendekatan secara 
individual.  
13. Bagaimana bentuk kerja sama GPK dengan guru kelas dalam mengatasi 
permasalahan proses pembelajaran?  
Biasanya saya membuat catatan siswa ABK terkait kondisi dan penanganannya. 
Kemudian berkoordinasi dengan guru kelas dalam menyelesaikan masalah 
pembelajaran siswa ABK. Dan tentunya juga dalam hal assesmen siswa ABK 
mas kita kerja sama dengan guru kelas dalam pendampingannya dan sama bu 
kepala sekolah sebagai koordinator pendidikan inklusinya.  
Refleksi peneliti: Koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran 
siswa berkebutuhan khusus serta dalam pelaksanaan assesmen yang 
juga melibatkan koordinator pendidikan inklusi.  
14. Bagaimana assessment anak berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti? 
Assesmen dimulai dari pelaporan guru kepada koordinator pendidikan inklusi 
terkait siswa yang diidentifikasi memiliki permasalahan belajar. Kalau untuk 
ketunaan fisik kan sudah jelas mas. Dari situ kita membuat instrument 
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assesmennya lalu kita ujikan kepada siswa. Dari hasil tes nya akan kelihatan 
potensi atau hambatan yang dialami oleh siswa. Kita juga bekerja sama dengan 
puskesmas dalam pemeriksaan fisik siswa. Jadi dalam pembelajarannya guru 
mengacu dari hasil assesmennya. 
 
Refleksi peneliti: Assesmen dimulai dari pelaporan guru kepada koordinator 
pendidikan inklusi terkait siswa yang diidentifikasi memiliki 
permasalahan belajar. Kemudian GPK membuat instrument 
assesmennya lalu diujikan kepada siswa. GPK juga bekerja sama 
dengan puskesmas dalam pemeriksaan fisik siswa. Dari hasil tes nya 
akan terlihat potensi atau hambatan yang dialami oleh siswa. Jadi 
dalam pembelajarannya guru mengacu dari hasil assesmennya. 
 
15. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut?  
Untuk siswa ABK mayoritas yang bermasalah adalah siswa grahita karena 
mereka terkadang mengganggu siswa yang lain. Dalam mengatasi masalah 
dengan pendekatan secara individual. Memahami karakter siswa tersebut agar 
mau nurut guru dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.  
Refleksi peneliti: Untuk siswa ABK mayoritas yang bermasalah adalah siswa 
grahita karena mereka terkadang mengganggu siswa yang lain. Dalam 
mengatasi masalah dengan pendekatan secara individual. Memahami 
karakter siswa tersebut agar mengikuti arahan guru dan mengikuti 
kegiatan belajar mengajar 
 
16. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti dan bagaimana 
pengembangan kurikulumnya?  
Model kurikulumya KTSP modifikasi. Untuk pengembangannya sekolah 
memiliki tim pengembang kurikulum dalam memodifikasi layanan bagi siswa 
berkebutuhan khusus.  
Refleksi peneliti: Model kurikulum yang digunakan adalah KTSP yang sudah 
dimodifikasi. Untuk pengembangannya sekolah memiliki tim 
pengembang kurikulum dalam memodifikasi layanan bagi siswa 
berkebutuhan khusus. 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
dengan skenario inklusi dan bagaimana prinsip pembelajarannya? 
Pembelajaran yang tidak membeda-bedakan dengan penuh kesabaran untuk 
membimbing siswa berkebutuhan khusus mas. Jadi untuk siswa ABK harus 
sering dibimbing secara personal dan memberikan motivasi untuk mau belajar 
dan belajar. Juga dalam pemberian tanggung jawab, misalnya siswa yang tuna 
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grahita sering mengganggu diberi tanggungjawab sebagai ketua kelas sehingga 
dia merasa sebagai panutan dan sedikit demi sedikit tidak mengganggu siswa 
yang lain. 
 
Refleksi peneliti: Pembelajaran dengan cara tidak membedakan siswa normal 
dengan ABK. Khusus ABK diberikan bimbingan secara personal dan 
juga motivasi serta tanggungjawab agar ABK tidak mengganggu 
siswa yang lainnya. 
 
18. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Faktor yang mendukung adalah keinginan mas. ABK ini kan penuh dengan 
berbagai keunikannya. Jika SDM nya tidak memiliki keinginan yang kuat pasti 
dan pasti SPPI ini hanyalah sebuah kebijakan sajja. Disamping itu juga 
pelatihan dari dinas, kerja sama antara GPK dan guru mata pelajaran dalam 
membina dan membimbing ABK ini yang menjadi kuncinya. Karena SPPI 
sukses ketika ABK ini dapat pelayanan yang baik.  
Refleksi peneliti: Disposisi dari SDM menjadi faktor utama yang mendukung 
keberhasilan pendidikan inklusi. Kemudian adanya pelatihan dari 
Dinas dan kerja sama antara guru mata pelajaran dan GPK dalam 
menangani ABK. 
 
19. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Faktor penghambat yang kita alami dalam ujian nasional berbasis komputer 
mas. Karena sekolah ini belum memiliki komputer yang menunjang seluruh 
siswa.  
Refleksi  peneliti:  Faktor  yang  menghambat  adalah  jumlah  komputer  yang  
belum menunjang system ujian nasional berbasis komputer.  
20. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusi?  
Strateginya dengan kerja sama sekolah dengan SMK Muhammadiyah 
Wonosari.  
Refleksi peneliti: Strategi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan 
SMK Muhammadiyah Wonosari  
21. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusi dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus?  
Prestasinya sekolah ini menjadi SPPI terbaik di Gunung Kidul pada tahun 2014. 
Refleksi peneliti: Menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik di  
kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2014. 
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22. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusi terbaik di Gunung 
Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan?  
Meningkatkan pelayanan kepada ABK, menambah fasilitas computer bagi ABK 
juga mas ini penting agar saat UNAS kita tidak perlu menggiring siswa ke 
sekolah lain.  
Refleksi peneliti: Meningkatkan pelayanan kepada ABK, menambah fasilitas  
komputer agar saat UNAS tidak perlu pergi ke sekolah lain.  
. 
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Hari/ Tanggal : Senin, 20 Februari 2017  
Pukul : 10.00  
Narasumber : IS  
Jabatan : Guru Kelas dan Wakil Kepala Kurikulum SMP Ekakapti  
1. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?  
Sistem kebijakan di bidang pendidikan yang di dalamnya tidak ada diskriminasi 
antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya.  
Refleksi peneliti: Kebijakan pendidikan inklusi adalah sistem kebijakan di 
bidang pendidikan yang di dalamnya tidak ada diskriminasi antara 
anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya.  
2. Sejak kapan anda menjadi guru? Sejak kapan SMP Ekakapti menjadi 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi?  
Sejak tahun 2003, sekolah menjadi SPPI sejak 2003  
Refleksi peneliti: Menjadi guru sejak tahun 2007 dan sekolah menjadi SPPI 
sejak 2003  
3. Apa peran dan tugas utama guru kelas terhadap ABK?  
Membimbing dalam proses pembelajaran dan melakukan pendampingan 
terhadap anak normal maupun anak berkebutuhan khusus dengan bekal 
berbagai keterampilan dan pelatihan dari Dinas Provinsi terkait pendidikan 
inklusi.  
Refleksi peneliti: Peran dan tugas utama guru adalah membimbing dalam 
proses pembelajaran dan melakukan pendampingan terhadap anak 
normal maupun anak berkebutuhan khusus dengan bekal berbagai 
keterampilan dan pelatihan dari Dinas Provinsi terkait pendidikan 
inklusi.  
4. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti? 
Biasa ada pelatihan pembelajaran pada ABK, dikasih GPK oleh dinas. Induk 
SLB kan di provinsi, bantuan fasilitas seperti alat olahraga dan alat musik, 
boarding blok untuk anak tuna netra. Anak tuna netra bias kemana saja dengan 
boarding block tersebut. Diusahakan lantainya landai untuk anak yang 
menggunakan kursi roda. Di setiap kelas udah ada braile nya untuk anak tuna 
netra.  
Refleksi peneliti: Dinas berperan dalam pelatihan pembelajaran pada ABK, 
pemberian guru pembimbing khusus dan bantuan fasilitas seperti alat 
olahraga dan alat musik, boarding blok untuk anak tuna netra. 
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5. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi?  
Yang saya tahu setelah adanya SK penunjukan Sekolah inklusi itu kemudian 
sekolah mendapatkan GPK dan segera diminta melakukan perombakan 
kurikulum walaupun baru dirombak belum lama. Kemudian sebagai bentuk 
kejelasan arah dan tujuan SPPI ini, Dinas memberikan berbagai bentuk 
pelatihan mas sehingga memang sudah ditransformasikan dengan baik oleh 
Dinas melalui penunjukan GPK tadi dan kejelasan informasi terkait pengajuan 
dana dan pelatihan-pelatihan. 
 
Refleksi peneliti: Transformasi kebijakan dimulai dengan adanya SK 
penunjukan sekolah inklusi, kemudian sekolah mendapatkan GPK 
dan segera diminta melakukan perombakan kurikulum walaupun baru 
dirombak belum lama. Kemudian sebagai bentuk kejelasan arah dan 
tujuan SPPI ini, Dinas memberikan berbagai bentuk pelatihan, 
sehingga memang sudah ditransformasikan dengan baik oleh Dinas 
melalui penunjukan GPK dan kejelasan informasi terkait pengajuan 
dana dan pelatihan-pelatihan. 
 
6. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi? Bagaimana 
transformasi dan kejelasan kebijakan dari sekolah kepada Guru Kelas? 
Terkait pendidikan inklusi sekolah memiliki berbagai kebijakan salah satunya 
adalah modifikasi kurikulum KTSP yang ramah terhadap ABK. Kemudian juga 
ada pembrailan nama kelas untuk siswa tuna netra dan penunjukan koordinator 
pendidikan inklusi sesuai dengan amanat Permendiknas mas. Lalu ada 
pendampingan untuk ABK yang bermasalah, tambahan jam pelajaran untuk 
ABK juga ada. Untuk kejelasan kebijakannya sudah jelas karena memang 
kebijakan itu kita rumuskan bersama dalam sebuah mufakat, jadi sudah sangat 
jelas tanggungjawabnya dan pelaksanaan kebijakannya.  
Refleksi peneliti: Kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi adalah 
modifikasi kurikulum KTSP yang ramah terhadap ABK, pembrailan 
nama kelas untuk siswa tuna netra dan penunjukan koordinator 
pendidikan inklusi sesuai dengan amanat Permendiknas. Kebijakan 
pendampingan dan penambahan jam pelajaran untuk ABK yang 
bermasalah. Kebijakan sudah ditransformasikan dengan jelas karena 
kebijakan tersebut dirumuskan bersama dalam sebuah mufakat, jadi 
sudah sangat jelas tanggungjawab dan pelaksanaan kebijakannya. 
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7. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di SMP 
ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya?  
Menurut saya sudah cukup dalam arti teman-teman guru di sini mayoritas sudah 
bergelar sarjana dan sudah sesuai relevan apa yang dia pelajari waktu kuliah itu 
lho mas, jurusannya sudah sesuai sama dia ngajarnya. Hanya guru seni batik 
mas yang masih diploma.  
Refleksi peneliti: Sumber daya sudah cukup karena mayoritas sudah bergelar 
sarjana dan sudah sesuai relevan bidang ilmu yang diajarkan kepada 
siswa dengan keilmuan sarjananya. Hanya guru seni batik yang masih 
diploma.  
8. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan?  
Kalau untuk sumber dana dari BOS dan juga dana sukarela dari siswa mas. 
Sekolah ini kan sekolah swasta. Sekolah swasta yang akan berdiri kan wajib 
memiliki yayasan, yayasan ini hanya dari tokoh masyarakat. selama ini tugas 
yayasan dalam dukungan dan pengawasan serta pendampingan saja. 
Penerimaan siswa baru ada peran dari yayasan. Jadi untuk dana kita tidak ada 
dana dari yayasan. Kalau ditanyakan sudah sesuai dengan kebutuhan jelas 
belum ya mas, karena kita pasti dan pasti berkeinginan agar sekolah ini 
memiliki berbagai fasilitas yang memadai. Tapi so far selama ini sudah tidak 
ada kekurangan dalam arti seluruh fasilitas yang kita miliki sudah menunjang 
kebutuhan, hanya ada fasilitas komputer saja yang menurut saya harus 
ditambahkan karena sekarang kan sistem UNAS nya berbasis komputer. 
 
Refleksi peneliti: Sumber dana berasal dari dana BOS dan dana sukarela dari 
siswa. SMP Ekakapti merupakan sekolah swasta yang wajib memiliki 
yayasan. Yayasan Ekakapti berasal dari tokoh masyarakat yang 
berperan dalam dukungan, pengawasan, pendampingan serta 
penerimaan siswa baru. Jadi tidak ada dana dari yayasan. Selama ini, 
seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah sudah menunjang kebutuhan, 
hanya ada fasilitas komputer yang harus ditambahkan karena 
sekarang sistem UNAS berbasis komputer. 
 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusi? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya? 
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Sarana yang dibutuhkan itu sebenarnya kalau kaitannya dengan inklusi itu 
sesuai dengan kebutuhan ABK ya mas, dengan ketunaannya yang berbeda 
otomatis sarana nya juga pasti berbeda. Kalau secara menyeluruh ABK 
semuanya sarana kurikulum pembelajaran itu yang paling penting menurut 
saya. Lalu untuk sarana sekolah kita sudah memiliki boarding block sama huruf 
braile di setiap kelas untuk siswa tuna netra, kemudian lantai dibuat landai agar 
ramah ABK, ada juga alat musik untuk abk, treatmill juga ada mas. Yang masih 
kurang terkait komputer itu tadi mas. 
 
Refleksi peneliti: Sarana yang dibutuhkan oleh ABK adalah sarana yang sesuai 
dengan ketunaan ABK tersebut. Secara menyeluruh, sarana yang 
terpenting adalah kurikulum. Sarana sekolah yang dimiliki adalah 
braile setiap kelas, boarding block, lantai dibuat landai, alat music 
untuk ABK dan alat olahraga. Sarana yang masih kurang adalah 
komputer. 
 
10. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk kongkritnya? 
Karena memang sekolah ini merupakan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusi maka seluruh SDM disini memang sudah di setting sedemikian rupa 
oleh kepala sekolah untuk menerima adanya kebijakan pendidikan inklusi.  
Konkritnya guru melakukan pendampingan secara khusus terhadap anak 
berkebutuhan khusus. Untuk anak yang tertutup setiap guru melakukan 
pendekatan secara individu, guru dengan siswa memiliki kedekatan emosional 
yang tinggi dibuktikan dengan dekatnya anak dengan guru dan setiap anak 
memiliki masalah selalu curhat dengan gurunya. Disamping itu guru mau 
memberikan penambahan belajar untuk anak berkebutuhan khusus setelah 
pulang sekolah, guru dijadwal untuk memberikan bikmbingan kepada anak 
berkebutuhan khusus dan selama ini tidak ada penolakan dari para guru, justru 
guru semakin sadar bahwa ini merupakan amal jariyah yang akan dia petik 
ketika dia sudah meninggal dunia.  
Refleksi  peneliti:  Seluruh  SDM  sudah  diberikan  pendekatan  oleh  kepala 
sekolah untuk menerima adanya kebijakan pendidikan inklusi. Hasil 
dari pendekatan tersebut adalah SDM menerima anak berkebutuhan 
khusus. Bentuk kongkritnya guru melakukan pendampingan secara 
khusus terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk anak yang tertutup 
setiap  guru  melakukan  pendekatan  secara  individu,  guru  dengan 
siswa memiliki kedekatan emosional yang tinggi dibuktikan dengan 
dekatnya anak dengan guru dan setiap anak memiliki masalah selalu 
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curhat dengan gurunya. Disamping itu guru mau memberikan 
penambahan belajar untuk anak berkebutuhan khusus setelah pulang 
sekolah, guru dijadwal untuk memberikan bikmbingan kepada anak 
berkebutuhan khusus dan selama ini tidak ada penolakan dari para 
guru, justru guru semakin sadar bahwa mendidik merupakan amal 
jariyah yang akan dia petik ketika dia sudah meninggal dunia. 
 
11. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 th 
2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, dan 
sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan fragmentasi 
organisasi? Apa alasannya?  
Sesuai yang saya sampaikan tadi ya mas, kita sudah memiliki koordinator 
pendidikan inklusi. Karena memang sekarang terjadi pergantian kepala sekolah 
dimana kepala sekolah yang sekarang merupakan koordinator pendidikan 
inklusi pada jabatan sebelumnya maka dari teman-teman guru sudah 
berkoordinasi dan tidak melakukan penunjukan koordinator baru mas karena 
Alhamdulillah tidak ada masalah dan kita berjalan mengalir saja. Sekarang kan 
tinggal menjalankan, jadi kami dari guru-guru merasa Ibu Kepala Sekolah bisa 
merangkap jabatan. Dari sini saya tarik kesimpulan bahwa ini pasti tidak ada 
fragmentasi organisasi, sudah tidak terkotak-kotak lagi. 
 
Refleksi peneliti: Sekolah sudah memiliki koordinator pendidikan inklusi. 
Karena memang sekarang terjadi pergantian kepala sekolah dimana 
kepala sekolah yang sekarang merupakan koordinator pendidikan 
inklusi pada jabatan sebelumnya maka dari teman-teman guru sudah 
berkoordinasi dan tidak melakukan penunjukan koordinator baru 
karena sekarang tinggal menjalankan kebijakan tersebut. Dan hal ini 
sudah tidak menyebabkan fragmentasi organisasi, artinya sudah tidak 
terkotak-kotak lagi. 
 
12. Apa saja permasalahan yang anda alami dalam mendidik anak 
berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang 
ada?  
Setiap guru terlalu banyak mengampu siswa dalam satu kelas, terlalu banyak 
siswa dalam satu kelas ada 30 anak, paling nggak harusnya kan 20 an siswa 
sehingga kita bisa maksimal. Namun hal tersebut sebenarnya sudah diatasi 
dengan penambahan jam pelajaran bagi siswa yang kurang.  
Refleksi peneliti: Setiap guru terlalu banyak mengampu siswa dalam kelas, di 
dalam kelas terdapat 30 siswa, padahal seharusnya 24 siswa sehingga 
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dapat maksimal. Namun hal tersebut sebenarnya sudah diatasi dengan 
penambahan jam pelajaran bagi siswa yang kurang. 
 
13. Bagaimana bentuk kerja sama guru kelas dengan GPK dalam mengatasi 
permasalahan proses pembelajaran?  
Selama ini guru mapel bekerja sama dengan GPK dalam mengoreksi hasil 
jawaban siswa berkebutuhan khususnya huruf braile, tahun kemarin kan ada 
siswa netra tp sekarang tidak ada. Karna memang masih ada beberpa guru yang 
belum menguasai braile.  
Refleksi peneliti: Selama ini guru mapel bekerja sama dengan GPK dalam 
mengoreksi hasil jawaban siswa berkebutuhan khusus dalam huruf 
braile, karena masih ada beberapa guru yang belum menguasai braile. 
 
14. Bagaimana assessment anak berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti? 
Pelaksanaan assesmen diidentifikasi oleh guru mapel, kemudian proses 
assesmen dilakukan oleh GPK sehingga dari hasil assesmen guru mapel bisa 
memberikan solusi untuk masing masing ketunaan ABK. Guru GPK melakukan 
assesmen bekerja sama dengan SLB dan puskesmas dan hasilnya berupa 
sertifikat yang menunjukkan ketunaan anak. Biasanya ada anak yang tidak 
menerima jika dirinya ini ABK, kalau orang tua biasanya menerima saja, anak 
terkadang tidak mau mengakui dan menerima jika dia adalah ABK. Namun 
guru memberikan penjelasan kepada anak bahwa ABK bukan hanya orang yang 
kekurrangan, namun anak yang lebih dengan IQ yang lebih pun juga dinamakan 
ABK. Selama ini setelah dilakukan pengertian kep0ada anak ghasilnya anak 
sudah bias menerima. 
 
Refleksi peneliti: Pelaksanaan assesmen diawali dengan identifikasi oleh guru 
mata pelajaran, kemudian proses assesmen dilakukan oleh GPK 
sehingga dari hasil assesmen dapat memberikan solusi untuk masing 
masing ketunaan ABK. Guru GPK melakukan assesmen bekerja sama 
dengan SLB dan puskesmas dan hasilnya berupa sertifikat yang 
menunjukkan ketunaan anak. Biasanya ada anak yang tidak menerima 
jika dirinya ini ABK, anak terkadang tidak mau mengakui dan 
menerima jika dia adalah ABK. Namun guru memberikan penjelasan 
kepada anak bahwa ABK bukan hanya orang yang kekurangan, 
namun anak yang lebih dengan IQ yang lebih pun juga dinamakan 
ABK. Selama ini setelah dilakukan pengertian kepada anak hasilnya 
anak sudah bias menerima. 
 
15. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut? 
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Permasalahan adalah pengaruh teman dari luar sekolah mas. Depan sekolah kan 
ada warung yang biasanya dipakai untuk nongkrong siswa yang membolos 
sekolah, kemudian sekolah membuat sebuah kebijakan untuk menutup gerbang 
sekolah dan tidak memperbolehkan siswa jajan di luar sekolah karena telah 
didapati beberapa siswa merokok disana, dari baunya kan sudah terasa kalau 
siswa itu merokok mas. 
 
Refleksi peneliti: Permasalahan siswa adalah merokok karena di dekat 
sekolahterdapat warung yang digunakan untuk membolos siswa 
SMA. Masalah ini diatasi dengan kebijakan sekolah menutup gerbang 
sekolah dan tidak memperbolehkan siswa jajan di luar sekolah. 
 
16. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti dan bagaimana 
pengembangan kurikulumnya?  
Model kurikulum yang digunakan adalah model kurikulum KTSP yang sudah 
dimodifikasi. Untuk modifikasi kurikulumnya melibatkan tim pengembang 
kurikulum, yaitu kepala sekolah,komite, semua guru karena harus membuat 
silabus dan RPP. Kalau saya ini kan kebetulan wakil kepala bagian kurikulum, 
saya berperan dalam membuat buku tentang kurikulum dan panduan kurikulum, 
membuat jadwal pelajaran. Kemudian untuk langkah penyusunan kurikulumnya 
kita membuat 3 buku kurikulum. Buku 1 berisi pendahuluan tujuan visi misi 
struktur dan muatan kurikulum yang kesemuanya harus disahkan oleh kepala 
dinas. Disini juga memuat perlakuan untuk anak berkebutuhan khusus nya 
seperti apa. Setelah buku 1 ini selesai kemudian dimintakan rekomendasi dari 
pengawas lalu disahkan di dinas. Buku 2 berisi silabus dan mata pelajaran 
semua guru. Dan buku 3 berisi RPP. Jadi bedanya modifikasi sama tidak 
modifikasi itu terletak pada indikator pembelajaran yang sama namun 
kesulitannya dibedakan antara yang ABK dengan siswa normal. Jadi setiap guru 
wajib membuat silabus dan RPP untuk mengembangkan penanganan bagi abk 
nya.  
Refleksi peneliti: Model kurikulum yang digunakan adalah model kurikulum 
KTSP  yang  sudah  dimodifikasi.  Dalam  memodifikasi  kurikulum 
melibatkan tim pengembang kurikulum, yaitu kepala sekolah, komite 
dan  semua  guru  karena  harus  membuat  silabus  dan  RPP.  Bagian 
kurikulum, berperan dalam membuat buku tentang kurikulum dan 
panduan kurikulum serta membuat jadwal pelajaran. Kemudian untuk 
langkah penyusunan kurikulumnya yaitu membuat 3 buku kurikulum. 
Buku 1 berisi pendahuluan tujuan, visi, misi, struktur dan muatan 
kurikulum  serta  addendum  untuk  ABK  yang  kesemuanya  harus 
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disahkan oleh kepala dinas. Setelah buku 1 ini selesai kemudian 
dimintakan rekomendasi dari pengawas lalu disahkan di dinas. Buku 
2 berisi silabus dan mata pelajaran semua guru. Dan buku 3 berisi 
RPP. Jadi perbedaan modifikasi KTSP terletak pada indikator 
pembelajaran yang sama namun kesulitannya dibedakan antara yang 
ABK dengan siswa normal. Jadi setiap guru wajib membuat silabus 
dan RPP untuk mengembangkan penanganan bagi ABK nya. 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
dengan skenario inklusi dan bagaimana prinsip pembelajarannya?  
Pada prinsipnya pembelajarannya sama saja, namun bapak ibu guru mata 
pelajaran harus keliling kelas dan membimbing anak berkebutuhan khusus. 
Terkadang ada anak berkebutuhan yang merasa nyaman jika dijelaskan oleh 
temannya sendiri, kemudian kita programkan pembimbingan teman sebaya 
dalam kelas. Kemudian untuk prinsipnya saya memberikan motivasi kepada 
siswa dengan memberikan kuis rebutan, satu jawaban satu poin, satu jawaban 
dalam 1 KD dikonversi oleh guru, misalnya siswa memiliki point 15 maka 
nilainya 85 sebagai nilai psikomotor. Siswa antusias dalam kuis tersebut, 
terkadang guru juga menggunakan media pembelajaran untuk memotivasi anak 
dalam pembelajaran. Untuk anak yang nakal dan nyeleneh itu dijadikan sebagai 
ketua kelas atau kelompok, agar mereka tanggung jawab, seperti siswa yang 
memiliki tuna grahita sedang kita kasih tanggungjawab sebagai ketua kelas dan 
pada kenyataannya mereka lebih bertanggungjawab. Biar tidakmenggangu 
temennya kita kasih tanggungjawab.  
Refleksi peneliti: Prinsip pembelajarannya sama, namun bapak ibu guru mata 
pelajaran harus keliling kelas dan membimbing anak berkebutuhan 
khusus. Terkadang ada anak berkebutuhan yang merasa nyaman jika 
dijelaskan oleh temannya sendiri, kemudian ada program 
pembimbingan teman sebaya dalam kelas. Guru menggunakan 
prinsip motivasi kepada siswa dengan memberikan kuis rebutan, yang 
dimasukkan sebagai nilai psikomotor. Guru juga menggunakan media 
pembelajaran untuk memotivasi anak dalam pembelajaran. Untuk 
anak yang nakal dijadikan sebagai ketua kelas atau kelompok, agar 
bertanggung jawab, seperti siswa yang memiliki tuna grahita 
diberikan tanggungjawab sebagai ketua agar tidak menggangu teman 
yang lain.  
18. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
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Media pembelajaran yang dimiliki, pembrailan soal dan untuk anak low vision 
menggunakan laptop, untuk abk yang terbatas disediakan alat olahraga. Media 
untuk anak tuna netra dengan adanya boarding blok dan pembrailan ruangan. 
 
Pelatihan kepada guru dari dinas itu sangat membantu kami dalam 
mensukseskan kebiujakan pendidikan inklusi. 
 
Refleksi peneliti: Faktor yang mendukung adalah media pembelajaran yang 
dimiliki serta sarana khusus untuk ABK. Selain itu, pelatihan dari 
Dinas juga sangat membantu SDM sekolah dalam mensukseskan 
implementasi kebijakan pendidikan inklusi. 
 
19. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Kalau dulu hambatannya intisari dalam kebijkan inklusi itu belum terpenuhi. 
Dalam hal administrasi kurikulum masih kurang dan itu menghambat. Sekolah 
sudah menerapkan inklusi lama tapi modifikasi kurikulum baru dilakukan 
beberapa th yang lalu. Kalau sekarang sudah tidak ada hambatan lagi.  
Refleksi peneliti: Kalau dulu hambatannya intisari dalam kebijkan inklusi itu 
belum terpenuhi. Dalam hal administrasi kurikulum masih kurang dan 
itu menghambat. Sekolah sudah menerapkan inklusi lama tapi 
modifikasi kurikulum baru dilakukan beberapa th yang lalu. Kalau 
sekarang sudah tidak ada hambatan lagi.  
20. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusi?  
Selama ini untuk mengatasi hambatannya dengan cara perombakan sedikit demi 
sedikit, misalnya yang sudah terlaksana dengan cara merombak kurikulum 
dengan kurikulum modifikasi. Pendekatan dengan siswa lebih ditingkatkan lagi. 
Pelatihan sekolah untuk meningkatkan guru dalam pengelolaan kelas.  
Refleksi peneliti: Cara mengatasi hambatannya dengan perombakan sedikit 
demi sedikit, misalnya yang sudah terlaksana dengan cara merombak 
kurikulum dengan kurikulum modifikasi. Pendekatan dengan siswa 
lebih ditingkatkan lagi. Pelatihan sekolah untuk meningkatkan guru 
dalam pengelolaan kelas. 
 
21. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusi dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus?  
Prestasi sekolah jelas ya mas sesuai dengan skripsi njenengan bahwa sekolah ini 
menjadi SPPI terbaik di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau untuk prestasi guru, 
kemarin bu kepala juara lomba tenis meja di Dinas. Kalau untuk siswanya 
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kemarin siswa tuna rungu kita mendapat nilai bahasa Indonesia tertinggi di 
kecamatan. 
 
Refleksi peneliti: Sekolah berprestasi menjadi SPPI terbaik di Kabupaten 
gunung Kidul. Guru berprestasi dalam olahraga dan siswa berprestasi 
secara akdemis. Siswa tuna rungu mendapat nilai UNAS bahasa 
Indonesia tertinggi di kecamatan. 
 
22. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusi terbaik di Gunung 
Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan?  
Pelayanan kepada ABK mas, kita ini kan terkenal karena pelayanannya mas. 
Jadi itu yang harus dipupuk. Pelayanan fasilitas komputer misalnya, dan juga 
pelayanan kepada siswa ABK yang setiap tahunnya itu Alhamdulillah beda-
beda masalahnya mas.  
Refleksi peneliti: Pelayanan fasilitas komputer kepada seluruh siswa, dan juga 
pelayanan kepada siswa ABK yang setiap tahunnya itu memiliki 
kekurangan yang berbeda-beda. 
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Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2017  
Pukul : 11.00  
Narasumber : ID  
Jabatan : Guru Kelas SMP Ekakapti Karangmojo  
1. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?  
Kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah kebijakan pendidikan yang 
mengikutsertakan semua anak dengan latar belakang apapun dijadikan satu 
dengan anak yang pada umunya dikatakan normal. Sekolah membimbing anak 
yang di luar dianggap negatif/ miring dengan perlakuan yang sama agar nanti 
ketika anak kembali ke masyarakat dapat diterima lagi. Mengikut sertakan 
semua anak bagaimanapun keadaannya. 
 
Refleksi peneliti: Kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah kebijakan 
pendidikan yang mengikutsertakan semua anak dengan latar belakang 
apapun dijadikan satu dengan anak yang pada umunya dikatakan 
normal. Sekolah membimbing anak yang di luar dianggap negatif/ 
miring dengan perlakuan yang sama agar nanti ketika anak kembali 
ke masyarakat dapat diterima lagi. 
 
2. Sejak kapan anda menjadi guru? Sejak kapan SMP Ekakapti menjadi 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi?  
Mengajar sejak tahun 2008. Inklusinya sudah ada sejak tahun 1990, 
pencanangan gunung kidul belum lama namun sekolah sudah menerima ABK 
sejak 1990.  
Refleksi peneliti: Menjadi guru sejak tahun 2008. Sekolah sudah menerima 
ABK sejak tahun 1990, namun menjadi SPPI dengan pencanangan 
dari kabupaten belum lama.  
3. Apa peran dan tugas utama guru kelas terhadap ABK?  
Peran  dan  tugas  guru  adalah  membimbing  secara  akademis  maupun  non 
akademis baik karakter maupun pribadi dengan tujuan agar ABK bisa diterima 
di lingkungan mereka dan bisa melanjutkan pendidikan serta kehidupan mereka. 
Refleksi peneliti: Peran dan tugas guru adalah membimbing secara akademis 
maupun non akademis baik karakter maupun pribadi dengan tujuan agar ABK 
bisa diterima di lingkungan mereka dan bisa melanjutkan  
pendidikan serta kehidupan mereka.  
4. Bagaimana peran Dinas DIKPORA Provinsi dan Dinas Pendidikan 
Gunung Kidul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti? 
Banyak sekali perannya berupa pelatihan secara lokal maupun tingkatnya 
nasional, contohnya pelatihan di Batam. Pelatihan disini mengenai penanganan 
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anak ABK secara ketunaan, banyak sekali mendapatkan pelatihan (Dinas KAB 
dan Provinsi) 
 
Refleksi peneliti: Dinas berperan dalam pelatihan baik lokal maupun nasional, 
contohnya pelatihan di Batam. 
 
5. Bagaimana transformasi dan kejelasan kebijakan pendidikan inklusi dari 
Dinas kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusi?  
Yaitu tadi mas transformasi kebijakannya melalui pelatihan yang diinfokan 
secara jelas kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Awalnya ya 
melalui penunjukan sekolah inklusi dan diberi GPK.  
Refleksi peneliti: Transformasi kebijakan diawali dengan penunjukan sekolah 
sebagai SPPI dan penunjukan guru pembimbing khusus. Dinas 
memberikan kejelasan informasi dalam pelatihan untuk guru agar 
implementasi kebijakan pendidikan inklusi menjadi lebih baik.  
6. Apa saja kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi? Bagaimana 
transformasi dan kejelasan kebijakan dari sekolah kepada Guru Kelas? 
Kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi lebih kepada kurikulum, anak 
inklusi sering mendapatkan jam pelajaran tambahan karena jam regulernya 
kurang. Non akademis ada pembekalan ekstra yang diberikan bagi ABK , 
seperti prakarya dan kewirausahaan. Karena semua kebijakan itu disusun 
bersama, maka semua merasa jelas dan paham dengan kebijakan tersebut dan 
bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.  
Refleksi peneliti: Kebijakan sekolah terkait pendidikan inklusi lebih kepada 
kurikulum, anak inklusi sering mendapatkan jam pelajaran tambahan 
karena jam regulernya kurang. Non akademis ada pembekalan ekstra 
yang diberikan bagi ABK , seperti prakarya dan kewirausahaan. 
Karena semua kebijakan itu disusun bersama, maka semua merasa 
jelas dan paham dengan kebijakan tersebut dan bekerja sesuai dengan 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 
 
7. Apakah SDM (Koordinator Pendidikan Inklusi, GPK, Guru Kelas) di SMP 
ini sudah mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya?  
Sesama guru yang menangani anak sudah bagus sudah sesuai dengan 
kompetensi dan selalu berusaha memantaskan diri untuk menjadi guru yang 
baik, tidak selalu menunggu pelatihan dari dinas, secara internal guru-guru 
selalu belajar untuk menjadi guru yang baik melalui sharing dan pelatihan dari 
GPK. Kalau untuk GPK hanya ada 1 itu saja tunjukan dari dinas. GPK 
merupakan guru kelas dari SLB Negeri dan tidak bisa meninggalkan kelas 
sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru 
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di SMP ini yang memantaskan diri sebagai GPK. Hanya ABK yang ekstrim 
yang membutuhkan GPK. Kan sudah dari dulu senior menerima ABK jadi dari 
segi pengalaman sudah berpengalaman. 
 
Refleksi peneliti: Sesama guru yang menangani anak sudah bagus sudah sesuai 
dengan kompetensi dan selalu berusaha memantaskan diri untuk 
menjadi guru yang baik, tidak selalu menunggu pelatihan dari dinas, 
secara internal guru-guru selalu belajar untuk menjadi guru yang baik 
melalui sharing dan pelatihan dari GPK.Sekolah hanya memiliki 1 
GPK. GPK merupakan guru kelas dari SLB Negeri dan tidak bisa 
meninggalkan kelas sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. 
Oleh sebab itu, guru di SMP ini memantaskan diri sebagai GPK. 
Hanya ABK yang ekstrim yang membutuhkan GPK. Sekolah sudah 
menerima ABK sejak lama guru sudah berpengalaman. 
 
8. Darimanakah sumber dana diperoleh sekolah terkait kebijakan 
pendidikan inklusi? Bagaimana alokasi dananya apakah sudah semua 
kebutuhan?  
Dari dinas melalui sumber dana inklusi dari dinas dan tidak menarik dana dari 
orang tua siswa. Dari dinas provinsi ada dana untuk siswa, ada beasiswa inklusi. 
Pembangunan sarana melalui dana dari provinsi, tidak menarik dana 
pembangunan gedung dari siswa. Untuk beasiswa inklusi tahun ini 
mengusulkan 58 siswa untuk beasiswa.  
Refleksi peneliti: Sumber dana berasal dari dinas melalui sumber dana inklusi 
dan tidak menarik dana dari orang tua siswa. Dari dinas provinsi ada 
dana untuk siswa, ada beasiswa inklusi. Pembangunan sarana melalui 
dana dari provinsi, tidak menarik dana pembangunan gedung dari 
siswa. Untuk beasiswa inklusi tahun ini mengusulkan 58 siswa untuk 
beasiswa. 
 
9. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 
implementasi pendidikan inklusi? Sarana apa saja yang sudah dimiliki 
sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi? Sarana yang belum 
dimiliki apa saja dan bagaimana mengupayakannya?  
Pengennya semua ada sarana dan memfasilitasi. Selama ini ABK tuna netra 
sudah terfasilitasi dengan pembrailan LKS, tuna grahita tidak banyak fasilitas 
hanya penangananya yang khusus, tuna rungu sudah ada fasilitas namun 
kekurangan alat pendengaran. Fasilitas fisik perpustakaan, alat olahraga dll. 
Anak berkebutuhan khusus sudah bisa mengakses. ABK masih bisa 
menggunakan fasilitas sesuai dengan anak normal lainnya. Yang paling 
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bermasalah fasilitas tuna rungu dari pendengaran. Tiga tahun lalu siswa tuna 
rungu dari keluarga mampu jadi alat pendengaran mereka bias beli sendiri. 
Refleksi peneliti: Selama ini ABK tuna netra sudah terfasilitasi dengan 
 
pembrailan LKS, tuna grahita tidak banyak fasilitas hanya 
penangananya yang khusus, tuna rungu sudah ada fasilitas namun 
kekurangan alat pendengaran. Fasilitas fisik perpustakaan, alat 
olahraga dan yang lainnya siswa berkebutuhan khusus sudah dapat 
mengakses. ABK masih bisa menggunakan fasilitas sesuai dengan 
anak normal lainnya. Yang paling bermasalah fasilitas tuna rungu 
dari pendengaran. 
 
10. Bagaimana disposisi/keinginan dari SDM di SMP Ekakapti? Apakah 
menerima/netral/menolak kebijakan ini? Bagaimana bentuk kongkritnya? 
Bentuk menerima adalah dari komitmen untuk selalu membimbing anak 
berkebutuhan khusus, tidak membedakan anak berkebutuhan khusu dengan 
anak normal.  
Refleksi peneliti: Bentuk menerima adalah dari komitmen untuk selalu 
membimbing anak berkebutuhan khusus, tidak membedakan anak 
berkebutuhan khusu dengan anak normal.  
11. Struktur birokasi sekolah inklusi sesuai amanat PERMENDIKNAS 70 th 
2009 mewajibkan sekolah memiliki koordinator pendidikan inklusi, dan 
sekolah ini sudah memilikinya. Apakah ini menyebabkan fragmentasi 
organisasi? Apa alasannya?  
Koordinator pendidikan inklusi cukup ibu kepala sekolah tidak ada structural 
sekertaris, bendahara dll. Dan selama ini tidak menjadi masalah, malah menjadi 
sebuah solusi dalam pembagian tanggungjawab.  
Refleksi peneliti: Koordinator pendidikan inklusi cukup ibu kepala sekolah dan 
tidak ada sekretaris dan bendahara coordinator pendidikan inklusi. 
Selama ini tidak menjadi masalah, malah menjadi sebuah solusi 
dalam pembagian tanggungjawab. 
 
12. Apa saja permasalahan yang anda alami dalam mendidik anak 
berkebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang 
ada?  
Selama ini tidak ada masalah karena pembelajaran untuk anak tuna rungu sudah 
diajar di pelatihan, tuna grahita terkait kesabaran, tuna netra ada pelatiahn 
braile, tuna rungu pake bahasa isyarat dan didudukkan di depan. Anak tuna 
rungu memperhatikan mimik mulut yang jelas. Tuna rungu dibimbing secara 
intensif dengan guru, didampingi oleh guru. Tuna grahita melalui 
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pendampingan intensif karena tuna grahita tidak dapat diandalkan dari IQ, 
karena IQ nya seperti anak usia dini, tuna grahita harus kongkrit dalam 
pembelajaran, tidak boleh abstrak. Harus ada obyek langsung tidak boleh cerita 
karena mereka tidak akan paham. Masalahnya terkait dilema ujian nasional. 
Anak berkebutuhan khusus tidak wajib ujian nasional. Guru memiliki keinginan 
agar anak paham pelajaran, namun dengan ketunaannya kita tidak bisa 
memaksakan. Keinginan guru untuk anak besar, namun kenyataannya tidak 
sesuai dengan harapan karena dengan ketunaan anak tersebut guru tidak bisa 
memaksakan. Kalau untuk beberapa guru, tahun kemarin saat ada siswa tuna 
netra ada hambatan dalam mengoreksi hasil ujian harus nunggu GPK. Tapi 
sekarang sudah ada pelatihan huruf braile. 
 
Refleksi peneliti: Selama ini tidak ada masalah karena pembelajaran untuk 
anak tuna rungu sudah diajar di pelatihan, tuna grahita terkait 
kesabaran, tuna netra ada pelatiahn braile, tuna rungu menggunakan 
bahasa isyarat dan didudukkan di depan. Anak tuna rungu 
memperhatikan mimik mulut yang jelas. Tuna rungu dibimbing 
secara intensif dengan guru, didampingi oleh guru. Tuna grahita 
melalui pendampingan intensif karena tuna grahita tidak dapat 
diandalkan dari IQ, karena IQ nya seperti anak usia dini, tuna grahita 
harus kongkrit dalam pembelajaran, tidak boleh abstrak. Harus ada 
obyek langsung tidak boleh cerita karena mereka tidak akan paham. 
Masalahnya terkait dilema ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus 
tidak wajib ujian nasional. Guru memiliki keinginan agar anak paham 
pelajaran, namun dengan ketunaannya guru tidak bisa memaksakan. 
Keinginan guru untuk anak besar, namun kenyataannya tidak sesuai 
dengan harapan karena dengan ketunaan anak tersebut guru tidak bisa 
memaksakan. Kalau untuk beberapa guru, pada tahun yang lalu 
memiliki hambatan dalam mengoreksi hasil ujian. Dimana guru harus 
menunggu GPK dalam mengoreksi. Tapi sekarang sudah ada 
pelatihan huruf braile. 
 
13. Bagaimana bentuk kerja sama guru mata pelajaran dengan GPK dalam 
mengatasi permasalahan proses pembelajaran?  
GPK lebih ke assesmen awalnya, keadaan awal anak. GPK membantu 
mengetahui keadaan anak dari segi IQ dan penanganan anaknya seperti apa. 
Guru kelas membantu GPK dalam assesmen.  
Refleksi peneliti: Guru mata pelajaran dan GPK bekerja sama dalam assesmen.  
14. Bagaimana assessment anak berkebutuhan khusus di SMP Ekakapti? 
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Assesmen dilakukan oleh GPK. Guru mengidentifikasi anak yang memiliki 
ketunaan kemudian hasilnya diserahkan kepada GPK untuk dilakukan 
assesmen. 
 
Refleksi peneliti: Assesmen dilakukan oleh GPK. Guru mengidentifikasi anak 
yang memiliki ketunaan kemudian hasilnya diserahkan kepada GPK 
untuk dilakukan assesmen. 
 
15. Apa saja permasalahan peserta didik di SMP Ekakapti dan bagaimana 
upaya mengatasi masalah tersebut?  
Masalahnya berupa masalah akademis, ketunaan anak terkadang 
menghambatnya dalam belajar. Kalau permasalahan sosial tidak ada. Tidak ada 
kesenjangan antara anak normal dengan ABK. Anak normal dapat menerima 
ABK secara menyeluruh. Anak normal diberikan penjelasan dari sekolah. 
Niatkan untuk mendidik siswa dengan iklas dan Alhamdulillah tidak ada 
hambatan selama ini. Iklas menerima anak berkebutuhan khusus.  
Refleksi peneliti: Masalahnya berupa masalah akademis, ketunaan anak 
terkadang menghambatnya dalam belajar. Kalau permasalahan sosial 
tidak ada. Tidak ada kesenjangan antara anak normal dengan ABK. 
Anak normal dapat menerima ABK secara menyeluruh. Anak normal 
diberikan penjelasan dari sekolah. Tidak adanya hambatan 
dikarenakan keiklasan guru dalam membimbing anak berkebutuhan 
khusus. 
 
16. Apa model kurikulum yang diterapkan di SMP Ekakapti dan bagaimana 
pengembangan kurikulumnya?  
Kurikulum 2006 dan dimodifikasi. Sudah dilakukan perbaikan modifikasi 
kurikulum. Modifikasi kurikulum dalam administrasi pembelajaran 
dicantumkan perbedaan antara perlakuan ABK dan siswa normal. Dulu belum 
dicantumkan perlakuannya hanya di pelaksanaannya. Semakin lama semakin 
dilakukan perbaikan untuk pembuatan RPP siswa ABK dan RPP siswa regular. 
Dicantumkan juga pelayanan secara khususnya seperti apa.  
Refleksi peneliti: Kurikulum  yang digunakan  adalah kurikulum 2006  yang 
sudah   dimodifikasi.   Modifikasi   kurikulum  dalam   administrasi 
pembelajaran  dicantumkan  perbedaan  antara  perlakuan  ABK  dan 
siswa normal. Sebelum dilakukan modifikasi administrasi kurikulum, 
tidak   dicantumkan   perlakuan   kepada   ABK,   namun   dalam 
pelaksanaannya sudah dilakukan perlakuan khusus untuk siswa ABK. 
Semakin lama semakin dilakukan perbaikan untuk pembuatan RPP 
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siswa ABK dan RPP siswa regular. Dicantumkan juga pelayanan 
secara khususnya seperti apa. 
 
17. Bagaimana kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
dengan skenario inklusi dan bagaimana prinsip pembelajarannya? 
Pembelajarannya sama, hanya untuk siswa yang memiliki kekurangan 
dilakukan pendampingan. Prinsip yang selalu diterapkan ada prinsip motivasi 
selalu ada bagi siswa. Penanaman kepada anak yang normal untuk selalu sadar 
bahwa disekitar kita tidak selalu sama, menyadarkan mereka menerima 
kekurangan dari orang disekitar. Tidak hanya hal yang akademis saja. 
Penanaman karakter kedisiplinan, menghargai. Setiap kelas tidak semua normal 
jadi karakter menghargai disini yang paling kuat. Dalam kelas harus ada 
penyadaran dari teman sekelas untuk mendampingi anak tuna netra dan tuna 
rungu, diberikan jadwal untuk mendampingi ABK kepada siswa untuk 
mendampingi ABK. 
 
Refleksi peneliti: Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan 
bimbingan khusus untuk siswa ABK. Prinsip yang selalu diterapkan 
adalah prinsip motivasi. Penanaman kepada anak yang normal untuk 
selalu sadar bahwa disekitar kita tidak selalu sama, menyadarkan 
mereka menerima kekurangan dari orang di sekitar. Penanaman 
karakter kedisiplinan dan saling menghargai. Setiap kelas tidak semua 
normal jadi karakter menghargai disini yang paling kuat. Dalam kelas 
harus ada penyadaran dari teman sekelas untuk mendampingi anak 
tuna netra dan tuna rungu, siswa diberikan jadwal untuk 
mendampingi ABK. 
 
18. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Pelatihan dari Dinas, banyaknya pelatihan membuka wawasan guru, contohnya 
baca tulis braile, cara mengajar tuna rungu wicara, BIMTEK sekolah inklusi. 
Lalu kerjasama antara guru, bagaimana menjalankan inklusi agar inklusi bukan 
hanya sebuah nama, namun guru belajar bersama untuk bisa menangani anak 
berkebutuhan khusus. Sportifitas dan semangat guru untuk mendidik ABK. 
Keinginan dan kemauan dari SDM pendidik. Faktor internal untuk menerima 
anak berkebutuhan khusus, bagi orang yang tidak pernah memegang ABK kan 
awalnya akan merasa malas, mengajar orang yang lebih enak aja bias kenapa 
mengajar anak yang kurang. Jadi kuncinya adalah keinginan dan kemauan, mau 
menerima anak berkebutuhan khusus. Lalu keaktifan dari Ibu kepala sekolah 
dalam mencari bantuan dana ke dinas. Disamping itu juga Kepedulian orang tua 
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yang berkebutuhan khusus tinggi dalam berkomunikasi dengan sekolah 
menanyakan keadaan dan kemajuan anak nya. 
 
Refleksi peneliti: Faktor yang mendukung adalah banyaknya pelatihan yang 
membuka wawasan guru, contohnya pelatihan baca tulis braile, cara 
mengajar tuna rungu wicara, BIMTEK sekolah inklusi. Lalu 
kerjasama antara guru, bagaimana menjalankan inklusi agar inklusi 
bukan hanya sebuah nama, namun guru belajar bersama untuk bisa 
menangani anak berkebutuhan khusus. Sportifitas dan semangat guru 
untuk mendidik ABK. Keinginan dan kemauan dari SDM pendidik 
dan faktor internal untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi 
kuncinya adalah keinginan dan kemauan, mau menerima anak 
berkebutuhan khusus. Lalu keaktifan dari Ibu kepala sekolah dalam 
mencari bantuan dana ke dinas. Disamping itu juga kepedulian orang 
tua yang berkebutuhan khusus tinggi dalam berkomunikasi dengan 
sekolah menanyakan keadaan dan kemajuan anak nya. 
 
19. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi? 
Alhamdulillah gag ada faktor yang menghambat, bukan dari dana juga mas. 
Dana nya tidak kurang karena pemerintah sudah mengalokasikan. Seandainya 
ada kekurangan berusaha menutupi. Jangan sampai masalah dana menghambat 
anak-anaknya. Mungkin kalau bisa ada penambahan jam dari GPK, kalau bisa 
setiap hari datang ke sekolah.  
Refleksi peneliti: Hambatan dalam alokasi waktu guru pembimbing khusus.  
20. Apa saja strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
implementasi pendidikan inklusi?  
Strateginya dengan kerja sama dengan GPK untuk berlatih bersama dalam 
membina ABK.  
Refleksi peneliti: Strateginya dengan kerja sama dengan GPK untuk berlatih 
bersama dalam membina ABK.  
21. Apa saja prestasi SMP Ekakapti dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusi dan apa saja prestasi siswa 
berkebutuhan khusus?  
Tuna netra tahun kemarin malah justru yang juara 1. Tuna netra malah memiliki 
konsentrasi yang lebih tinggi.  
Refleksi peneliti: Pada tahun yang lalu, siswa tuna netra mendapatkan juara 1 
karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi.  
22. Dengan menyandang predikat sebagai sekolah inklusi terbaik di Gunung 
Kidul, apa saja hal yang perlu ditingkatkan? 
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Sekolah ini menjadi yang terbaik mungkin karena metode dan penanganan 
ABK. Jadi kita berusaha meningkatkan pelayanan kepada ABK ya caranya 
dengan perbaikan kurikulum dan pelatihan-pelatihan guru di tingkat sekolah. 
 
Refleksi peneliti: Sekolah ini menjadi yang terbaik karena metode dan 
penanganan terhadap ABK. Jadi sekolah berusaha meningkatkan 
pelayanan kepada ABK dengan cara perbaikan kurikulum dan 
pelatihan-pelatihan guru di tingkat sekolah. 
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Lampiran 7. Hasil Dokumentasi 
 
HASIL DOKUMENTASI 
 
No Komponen Data yang dicari   Keterangan  
    
1. Dokumen Sejarah Sekolah Sekolah berdiri sejak tahun 1959 dan 
 Tertulis  berdiri  di  bawah  naungan  Yayasan 
   Ekakapti  Karangmojo.  Nama  SMP  1 
   Karangmojo merupakan penegrian dari 
   SMP Ekakapti Karangmojo.  
    
  Visi dan Misi Sekolah   sudah   memiliki   visi   dan 
  Sekolah dalam usaha tercapainya visi tersebut, 
   sekolah  memiliki  misi  yang  hasilnya 
   berupa tujuan sekolah.  
     
  Struktur Organisasi Sekolah sudah  memiliki  koordinator 
   pendidikan inklusi walaupun belum 
   dimasukkan ke dalam struktur 
   organisasi sesuai dengan amanat 
   PERMENDIKNAS No 70 Th.2009 
        
  Tenaga Pendidikan Sekolah  memiliki 26 tenaga 
  dan Non pendidikan    dan    6    tenaga    non 
  Pependidikan kependidikan.   
    
  Siswa ABK Sekolah memiliki 58 siswa ABK, yaitu 
   27 siswa lambat belajar, 22 siswa tuna 
   grahita  ringan,  8  siswa  tuna  grahita 
   sedang dan 1 siswa tuna rungu wicara. 
    
  Kebijakan  Sekolah Sekolah memiliki beberapa kebijakan 
  
Terkait  Pendidikan 
terkait pendidikan inklusi, namun 
       
   hanya kebijakan modifikasi kurikulum 
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  Inklusi saja yang diarsipkan oleh sekolah. 
    
 
 
 
DOKUMENTASI FOTO 
 
 
1. Foto Sarana dan Prasarana Sekolah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestasi Siswa di ruang kepala sekolah Kondisi ruang kelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondisi ruang kelas Nama ruangan dengan huruf braile 
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Lantai landau untuk ABK Boarding blok untuk siswa tuna netra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perpustakaan braile Al-Qur’an braile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alat menjawab ujian braile Sepeda statis & treatmill untuk ABK 
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Alat musik untuk ABK 
 
2. Foto Pembelajaran di Kelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasana KBM di kelas inklusi Pembimbingan siswa tuna rungu wicara 
 
3. Foto Wawancara Peneliti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan guru konsultasi wali ABK pada kepala sekolah 
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Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260 
